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BAB 1
PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Situbondo merupakan
sebuah keharusan vang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi
dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Daerah memiliki
kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,
mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang
kerja pemerintahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrast di Kabupaten
Situbondo, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan rencana teknis dan detail mengenai
perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu lima
tahun mendatang, dari tahun 2017-2021. Tujuan penyusunan Road Map
reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arahan
mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi
birokrasi, yaitu :

1. menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN;
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
3. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan
dengan memperhatikan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan
dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi keinginan dimaksud.
Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan
mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang
dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah  Dbersifat dinamis, karena memberikan
kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang
dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah berisi
uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah kabupaten Situbondo saat ini,
kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang
dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi
berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran
reformasi birokrasi.

Untuk mencapai misi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo
melakukan reformasi birokrasi yang meliputi 9 (Sembilan) area perubahan yaitu :
manajemen perubahan;
penataan peraturan perundang-undangan;
penataan dan penguatan organisasi;
penataan tatalaksana;
penataan sistem manajemen SDM aparatur;
penguatan pengawasan,
penguatan akuntabilitas kinerja;
peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
monitoring, evaluasi dan pelaporan.
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Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan merupakan salah satu program yang disusun
untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memahami perubahan,
merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan serta
memudahkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Empat dimensi dasar yang
penting dan patut untuk diperhatikan serta dikelola dengan baik selama
jalannya masa transisi atau perubahan, yaitu:

a. Navigasi, merupakan dimensi yang terkait dengan perencanaan dan
pengelolaan perubahan atau transisi dari keadaan organisasi sekarang
menuju kondisi organisasi yang diinginkan,;

b. Kepemimpinan, merupakan dimensi untuk membangun dan
mengkomunikasikan visi perubahan di dalam kondisi yang diinginkan
dan mengarahkan organisasi ke arah yang dituju;

c. Kepemilikan adalah dimensi yang berupaya menciptakan kebutuhan
untuk berubah melalui reformasi birokrasi;

d. Penggerak, ialah dimensi yang terkait dengan penyediaan kompetensi
atau keahlian, struktur dan lingkungan pendukung serta sumber daya
lain untuk mendukung perubahan dan memastikan manfaat yang
diharapkan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
rangka reformasi birokrasi.

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Saat ini masih banyak peraturan daerah yang masih belum selaras
dengan peraturan yang lebih tinggi dan masih terjadi tumpang tindih antar
peraturan yang setingkat. Oleh karena itu, Bagian Hukum dan Bagian
Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo melakukan
penataan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
dengan tahapan kerja, antara lain melakukan identifikasi, menyusun peta
peraturan yang tidak harmonis atau tidak selaras, menyusun peta peraturan
yang mungkin dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, menyusun peta
peraturan yang perlu direview kembali, menyusun rancangan regulasi dan
deregulasi peraturan, melakukan harmonisasi dan penyelarasan rancangan
peraturan, melakukan regulasi dan deregulasi peraturan, melakukan
sosialisasi peraturan yang telah ditetapkan, melakukan implementasi
peraturan yang telah ditetapkan, serta melakukan monitoring dan evaluasi
peraturan yang telah ditetapkan.

Penataan dan Penguatan Organisasi

Berbagai kendala dan permasalahan dalam penataan dan penguatan
organisasi, antara lain masih terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi
antar unit kerja, serta masih belum tegasnya pembagian kewenangan antar
unit kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja tersebut yang menyebabkan
terjadinya pemborosan dan efisiensi. Selain itu, beban kerja antar unit
organisasi masih belum seimbang, sehingga masih terdapat unit kerja yang
memiliki volume pekerjaan cukup besar sementara masih ada pula unit kerja
yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit organisasi.

Sejalan dengan ditetapkannya reformasi birokrasi yang diarahkan pada
peningkatan layanan, efisiensi, dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK), melalui redefinisi visi dan misi serta Rencana Strategis
Pembangunan Daerah, telah dilakukan kajian dan analisis terhadap kondisi
kelembagaan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Kajian
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tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi semua kegiatan, program, tugas,
dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Perangkat Daerah.
Berdasarkan hasil identifikasi tersebut kemudian akan dilakukan
perhitungan perkiraan beban kerja serta penataan terhadap tugas, fungsi,
dan susunan organisasi yang proporsional, tepat ukuran, dan efisien.

Penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi penataan
unit organisasi perangkat daerah, yang terdiri atas unit utama dan pusat-
pusat serta penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Untuk dapat melihat efektivitas unit organisasi di lingkungan Pemerintah
Daerah, setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi serta organisasi setiap unit kerja sehingga
dapat diketahui keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan tugas dan fungsi
setiap unit Kkerja serta permasalahannya sebagai bahan dalam
penyempurnaan organisasi selanjutnya.

Penataan Tatalaksana

Reformasi tata laksana diharapkan dapat mendukung terciptanya
layanan Pemerintah Daerah yang cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini
tentu memerlukan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang
andal dan aman.

Kegiatan-kegiatan tersebut akan saling terkait dan akan melibatkan
seluruh unit utama mulai dari proses perencanaan, pengembangan,
sosialisasi, implementasi, pengukuran dan evaluasi.

Kriteria keberhasilan reformasi tata laksana, antara lain seluruh data
dan informasi kepemerintahan dan layanan kepada masyarakat dapat
disajikan dalam sebuah portal layanan prima sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, seluruh unit utama di lingkungan
Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan penerapan e-government
secara benar dan terintegrasi antara lain untuk pencatatan Barang Milik
Daerah (BMD), manajemen dokumen, sistem akuntansi keuangan,

perencanaan, dan penganggaran.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan
meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Pemerintah
Daerah. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur, mencakup aspek
perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai, penilaian
kinerja pegawai, penggajian/remunerasi, pelatihan dan pengembangan,
perencanaan karir, penyusunan kompetensi serta sistem prosedur
administrasi kepegawaian. Terkait dengan reformasi birokrasi maka
penguatan SDM tentunya harus memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi sebagai faktor penunjang terlaksananya reformasi birokrasi
secara efektif dan efisien.

Secara umum sistem pengelolaan SDM dapat dikelompokkan menjadi
tiga hal utama, yaitu:
a. perencanaan dan pengadaan;
b. pengembangan; dan
c. pemberhentian pegawai.
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Penguatan Pengawasan

Pengawasan vang kuat dituntut publik untuk mendukung terlaksananya
program dan anggaran Perangkat Daerah sebagai salah satu penerima
anggaran. Sesuai Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Situbondo akan melakukan pembaruan dalam sistem
pengawasan melalui Program Penguatan Pengawasan yang menitikberatkan
pada efektivitas mekanisme kerja antara Inspektorat Daerah dan Satuan
Pengawasan Intermn.

Kriteria keberhasilan reformasi penguatan pengawasan, antara lain ialah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(LAKIP) Pemerintah Daerah memperoleh peringkat terbaik. Ada dua kegiatan
yang akan dilaksanakan, yaitu penerapan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah dan peningkatan peran Inspektorat
sebagai Quality Assurance dan Consulting.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah telah menyiapkan berbagai perangkat peraturan
dengan menata kembali sistem dan prosedur kerja, meningkatkan efisiensi
dan efektivitas kerja, menurunkan potensi konflik kepentingan,
meningkatkan internal check, dan memperbaiki pelindungan terhadap asset.

Reformasi akuntabilitas kinerja diharapkan dapat mendukung
terciptanya manajemen kinerja organisasi yang handal serta layanan yang
cepat, transparan, dan akuntabel.

Reformasi ini digunakan untuk kegiatan pengkajian, pengadaan
infrastruktur, pengembangan sistem dan aplikasi, sosialisasi, implementasi,
pengukuran dan evaluasi. Anggaran reformasi ini diusulkan pada anggaran
Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan
tanggung jawab dan tugas masing-masing.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Daerah meliputi
peningkatan kualitas pelayanan:

a. Peningkatan Pelayanan Barang Publik

Untuk menjamin kepastian pelayanan barang publik, Pemerintah
Daerah mengagendakan reformasi birokrasi bidang pelayanan barang
publik. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menc1ptakan sistem
pelayanan barang pubhk yang prima sebagmmana visi misi Pemerintah
Daerah. Untuk mencapai pelayanan prima tersebut, ada tiga pendekatan
yang dilakukan yaitu, optimasi prosedur, mergerisasi dan penerapan
teknologi. Reformasi bidang pelayanan barang publik diharapkan dapat
mendukung terciptanya layanan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang
tepat dan transparan.

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan peningkatan kualitas
pelayanan publik yang digunakan untuk kegiatan pengkajian, pengadaan
infrastrukutur, pengembangan sistem dan aplikasi, sosialisasi,
implementasi, pengukuran, dan evaluasi, akan diusulkan pada anggaran
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Pemerintah Daerah melalui satuan kerja terkait sesuai dengan tanggung
jawab dan tugas masing-masing.

b. Peningkatan Pelayanan Jasa Publik

Pelayanan jasa publik dimaksud adalah penyediaan jasa publik oleh
Instansi Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari APBD, penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD}, Badan Usaha yang modal pendiriannya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang
dipisahkan, penyediaan jasa publik oleh lembaga swasta tetapi
ketersediaannya menjadi misi daerah yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

Anggaran yang diperlukan seluruh kegiatan ini yang digunakan
untuk kegiatan pengkajian, pengadaan infrastruktur, pengembangan
sistem dan aplikasi, sosialisasi, implementasi, serta pengukuran dan
evaluasi.

¢. Peningkatan Pelayanan Administrasi

Sebagaimana dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah
tindakan administrasi Pemerintah Daerah yang diwajibkan oleh Negara
dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka
mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda warga Negara.

Anggaran yang diperlukan seluruh kegiatan ini yang digunakan
untuk kegiatan pengkajian, pengadaan infrastruktur, pengembangan
sistem dan aplikasi, sosialisasi, implementasi, serta pengukuran dan
evaluasi.

9. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kondisi pada saat ini pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pada dasarnya telah direncanakan oleh setiap satuan kerja ataupun
pelaksanaan kegiatan dari setiap unit kerja. Namun pada kenyataannya
bahwa kegiatan monev dan pelaporan merupakan hal yang masih belum
dilihat sebagaimana fungsinya dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk
melakukan perubahan-perubahan ke depan untuk mencapai hasil seperti
yang kita harapkan. Hal ini bisa terjadi diantaranya disebabkan kegiatan
monev dan pelaporan dilakukan hanya sebatas memenuhi siklus
perencanaan dan menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan
sebelumnya. Dengan kata lain bahwa kegiatan monev dan pelaporan belum
dapat berjalan seperti tugas dan fungsi yang disebabkan oleh pandangan dan
kurangnya pelaksana-pelaksana kegiatan. Dari kondisi ini, maka diharapkan
kegiatan monev dan pelaporan di masa-masa yang akan datang dapat
didudukkan sebagaimana fungsi yang menjadi tugas pokok dari monev dan
pelaporan.

Cakupan program/bidang monev dan pelaporan meliputi delapan bidang
perubahan yang akan dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah. Delapan program/bidang tersebut adalah:

a. Manajemen Perubahan,
b. Penataan Peraturan Perundang-undangan,
c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
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Penataan Sistern Manajemen SDM Aparatur;

Penguatan Pengawasan;
Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Berkaitan dengan rencana program di atas, kegiatan monev dan
pelaporan dapat dikatakan berhasil apabila:
Masing-masing program reformasi birokrasi di dalam pelaksanaannya
dapat berjalan seperti waktu yang telah ditentukan; dan
Adanya masukan atau rekomendasi kepada masing-masing koordinator
program/manajer untuk langkah-langkah perbaikan ke depannya.

Dalam rangka menunjang seluruh kegiatan yang telah direncanakan,
bidang monev dan pengendalian perlu didukung dengan direncanakan untuk
membiayai seluruh kegiatan sampai dengan tahun 2021, Secara umum,
delapan area perubahan tersebut akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu
periode (2017-2021) dengan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,
serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Tabel 1.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Situbondo

NO. DASAR TENTANG

1 2 3

1 | Undang-Undang Nomor 28 Tahun |Penyelenggaraan Negara  yang
1999 Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme

2 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun |Rencana Pembangunan Jangka
2007 Panjang Nasional Tahun 2005-2025

3 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun |Pelayanan Publik
2009

4 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun |Pemerintah Daerah
2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015

5 | Peraturan Presiden RI Nomor 81 Grand Design Reformasi Birokrasi
Tahun 2010 2010-2025

6 | Peraturan Menteri Pendayagunaan |Pedoman Penyusunan Roadmap
Aparatur Negara dan Reformasi Reformasi Birokrasi Pemerintah
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 Daerah

7 | Peraturan Daerah Kabupaten Rencana = Pembangunan Jangka
Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 Panjang Daerah Kabuapten

Situbondo Tahun 2005-2025

8 | Peraturan Daerah Kabupaten Rencana Pembangunan Jangka

Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 Menengah  Daerah = Kabupaten

Situbondo Tahun 2016-2021

Sumber : Hasil Pengumpulan data 2016
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BAB II
GAMEARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Situbondo mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan di bidang pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan
Daerah, sebagaimana diamanatkan tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam melaksanakan tugasnya,
Pemerintah Kabupaten Situbondo menyelenggarakan fungsi:

1.

Sl B o

i

2,

3.

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemerintahan;

Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Situbondo;

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah
Kahupaten Situbondo;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Pemerintah Kabupaten Situbondo di daerah; dan

Pelaksanaan Kegiatan teknis yang berskala kabupaten.

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu:
Dinas Daerah yang terdiri dari:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Dinas Kesehatan;
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Dinas Perhubungan;
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
Dinas Tenaga Kerja;
Dinas Sosial;
. Dinas Perikanan;
Dinas Pariwisata;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Lingkungan Hidup;
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Dinas Ketahanan Pangan;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

SECAnOTVODEIRTIER M0 A0 DP

Lembaga Teknik Daerah, yang terdiri dari:

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

¢. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Lembaga lain, yang terdiri dari:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. Sekretariat Daerah;

c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
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Inspektorat;

Satuan Polisi Pamong Praja;

17 Kecamatan,

4 Kelurahan;

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem;
Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus;
Rumah Sakit Umum Daerah Besuki.

Cererge fh O QL

Semua unit utama didukung oleh Eselon II yang terdiri dari Dinas,
Badan dan Inspektorat, serta 17 Kecamatan yang didukung oleh Eselon III
yang tersebar di seluruh Kabupaten Situbondo. Sebagian UPTD dipimpin oleh
pejabat eselon IV/a.

Pemerintah Daerah pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah
perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas
KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan
belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi
serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu
terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah
Daerah. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah
yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah
dicapai oleh pemerintah kabupaten Situbondo, sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK]) telah memberikan opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Daerah;

2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seiuruh pejabat yang
diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK);

3. Pemerintah Daerah juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;

4, Pemerintah Daerah juga sudah membuka sarana pengaduan untuk
penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dan masyarakat dapat langsung
menyampaikan pengaduannya melalui website (www.situbondokab.go.id ).

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan
kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah
Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat

SLTA;

2. Pemerintah Daerah juga sudah menerapkan sistern Jaminan Kesehatan
bagi penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Situbondo.



14

Inspektorat;

Satuan Polisi Pamong Praja;

17 Kecamatan,

4 Kelurahan;

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem;
Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus;
Rumah Sakit Umum Daerah Besuki.
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terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah
Daerah. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah
yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah
dicapai oleh pemerintah kabupaten Situbondo, sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan {BPK) telah memberikan opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Daerah;

2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang
diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud Kkepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK),

3. Pemerintah Daerah juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP}, yang akan terus dikembangkan;

4. Pemerintah Daerah juga sudah membuka sarana pengaduan untuk
penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dan masyarakat dapat langsung
menyampaikan pengaduannya melalui website (www.situbondokab.go id ).

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan
kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah
Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat

SLTA;

2. Pemerintah Daerah juga sudah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan
bagi penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Situbondo.
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Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan

akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah
Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Daerah sudah berhasil memperoleh nilai
kategori B;

Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Situbondo juga sudah
dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah
dikembangkan e-audit untuk mendukung pengelolaan keuangan yang
lebih akuntabel;

Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah
Daerah juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan
Dokumentasi Daerah (PPID Daerah).

Berbagai hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus

ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus
merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Daerah.

Secara umum tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah terkait dengan 9 (Sembilan) fokus
area reformasi brokrasi tersebut antara lain:

1.

Manajemen Perubahan

Birokrasi yang ada saat ini masih belum diselenggarakan secara
optimal, masih kurang responsif, informatif, accesible, koordinatif,
terbuka, rumit, serta masih kurang efisien. Kondisi saat ini perlu
diperbaiki/dibenahi. Beberapa penataan, seperti tata laksana, organisasi,
dan SDM dalam reformasi birokrasi akan ditingkatkan dalam rangka
menciptakan perubahan yang diharapkan. Manajemen perubahan
merupakan salah satu program yang disusun untuk membantu
Pemerintah Daerah dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan
perubahan-perubahan dimaksud.

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Belum harmonisnya peraturan perundang-undangan berkaitan
dengan Pemerintah Daerah, belum adanya peta peraturan perundang-
undangan yang dibutuhkan, masih adanya peraturan perundang-
undangan yang kadaluarsa, dan masih sering terjadi implementasi
peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan harapan.

Penataan dan Penguatan Organisasi

Belum semua tugas dan fungsi unit kerja mencerminkan misi dan
tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya mengacu
pada tugas dan fungsi unit kerja, masih terdapat tumpang tindih tugas
dan fungsi pada unit-unit kerja akibat pembinaan terhadap komponen-
komponen Pemerintah Kabupaten dilaksanakan terpisah pada tingkatan
Unit Utama, dan tanggung jawab terhadap penjaminan mutu pendidikan
untuk jenjang yang sama tersebar di beberapa Unit Utama, serta
kurangnya pendelegasian wewenang kepada tingkatan manajemen yang
lebih rendah.
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4. Penataan Tata Laksana

Dalam prakteknya masih terdapat layanan pendidikan yang tidak
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Akibatnya tidak ada
kejelasan mengenai waktu, biaya maupun syarat-syarat pemberian
layanan pendidikan. Sebagai contoh, saat ini belum ada infrastruktur
yang memberi kesempatan luas bagi publik untuk mengakses hasil
penelitian dan pengabdian masyarakat padahal hasil penelitian ini sangat
dibutuhkan oleh masyarakat.

Belum adanya Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) secara
elektronik, sekurang-kurangnya mencakup profil penyelenggara
pelayanan publik, profil pelaksana pelayanan publik, standar pelayanan,
maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja,
sesuai ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 4 Tahun 2016.

Belum adanya email resmi pemerintah daerah, sebagai sarana
komunikasi resmi pemerintah daerah, yang menunjang proses
pelaksanaan tugas fungsi serta proses pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, belum optimalnya pemberian pelayanan dengan dukungan
teknologi informasi dan komunikasi.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

SDM Pemerintah Daerah secara kuantitas berlebih namun secara
kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi
dan kompetensi dengan Lkebutuhan organisasi, belum akuratnya
penempatan pegawai sesuai dengan Lkompetensinya, serta belum
efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja.
Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, yakni
rendahnya tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan
pemanfaatannya secara terpadu.

6. Penguatan Pengawasan

Sampai saat ini sistem pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah
masih belum optimal. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) belum efektif, demikian pula halnya dengan kinerja Inspektorat dan
Sistem Pengendalian Intern {SPI) satuan kerja. Hal ini terlihat jelas dari
adanya peringkat opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah yaitu Wajar Dengan Pengecualian. Sistem pengawasan yang
ada juga belum mampu mencegah tindakan KKN dan penyimpangan
pengelolaan keuangan. Beberapa kasus yang termuat di media massa
merupakan realita yang mengemuka dan pada akhirnya menjadi
perhatian dan konsumsi perbincangan publik.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Sampai saat ini kualitas laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan
Pemerintah Daerah masih relatif rendah mengingat bahwa laporan
tersebut belum menggambarkan kondisi yang sebenarmya. Hal ini
disebabkan oleh ukuran kinerja organisasi yang belum jelas, dan
Indikator Kinerja Utama masih belum tersusun secara jelas dan spesifik.
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8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Layanan satuan layanan publik saat ini belum cepat, transparan,
responsif, informatif, accesible, koordinatif, yang ditandai dengan masih
panjang dan kurang terbukanya proses perijinan di daerah mulai dari
pengajuan hingga persetujuan, Standar Pelayanan belum sepenuhnya
dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan, perjjinan untuk tiap
Kecamatan/desa sebagai bentuk dari pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah belum optimal, belum tersedianya peta kebutuhan tiap
jenis perijinan yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan
pemenuhannya terhadap standar, baik minimum, Kabupaten maupun
Propinsi, yang akan menyulitkan implementasi strategi terkait sarana dan
prasarana serta kebutuhan masyarakat.

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sampai dengan saat ini
masih belum dilihat sebagaimana fungsinya dan dilakukan hanya sebatas
memenuhi siklus perencanaan dan menghabiskan anggaran yang telah
dialokasikan sebelumnya.

Sedangkan upaya dalam menjawab tantangan tersebut akan langkah-

langkah pembenahan yang akan dilakukan sebagai berikut :

1.

Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di
lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melaiui pembentukan Tim
Manajemen Perubahan oleh Sekretariat Daerah, penyusunan strategi
manajemen perubahan dan strategi komunikasi, serta sosialisasi dan
intemalisasi budaya kerja sesuai dengan tata nilai Pemerintah Daerah.

. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah
Daerah dilakukan melalui pemetaan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-
undangan, menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan menyusun rancangan
peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi kebijakan
Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah
dilakukan melalui penataan tugas, fungsi, dan organisasi Unit Utama dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan pembagian kewenangan
yang jelas antar masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian visi
dan misi Pemerintah Daerah,

Penataan Tata Laksana

Penataan tata laksana di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan
dengan melaksanakan rekayasa proses, simplifikasi, dan integrasi
prosedur, serta pembangunan e-government dengan mendayagunakan
TIK.
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5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur di lingkungan Pemerintah
Daerah dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme
SDM aparatur, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
SDM aparatur, peningkatan disiplin dan kinerja SDM aparatur, dan
peningkatan kesejahteraan SDM aparatur.

. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan
melalui penguatan peran Satuan Pengawasan Intern dan penguatan
karakter auditor. Penguatan peran Satuan Pengawasan Intern diharapkan
dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program satuan Kkerja,
sedangkan kekuatan karakter auditor diharapkan dapat meningkatkan
integritas dan kepercayaan stakeholder terhadap profesi auditor.

. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah
dilakukan melalui review berkala atas RPJMD dan Rencana Strategis
(Renstra) unit kerja, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang
mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
penyusunan Penetapan Kinerja (PK) di lingkungan unit kerja yang
mengacu pada Renstra, RKT, dan Indikator Kinerja Utama {IKU) yang
telah ditetapkan, penyempurnaan penyajian informasi kinerja dalam
LAKIP unit kerja, peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas
dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk
mempercepat terwujudnya pemerintah yang berkinerja dan akuntabel,
meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja.

. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, telah diterbitkan beberapa kebijakan yang
disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam

Pemenuhan Pelayanan Publik

Perda Nomor 16 Tahun 2011 |Manfaat yang dirasakan adalah
tentang Susunan Organisasi |kejelasan tugas dan  fungsi
dan Tata Kerja Badan |organisasi yang mencerminkan visi
Penanggulangan Bencana idan misi BPBD dalam mewujudkan
Daerah organisasi yang profesional, efektif
dan efisien

Perda Nomor 1 Tahun 2013 [Manfaat yang dirasakan adalah
tentang Pelayanan  Publik |memberi perlindungan bagi setiap
sebagaimana telah diubah jpenduduk dari penyalahgunaan
dengan Perda Nomor 4 Tahun [wewenang di dalam
2016 penyelenggaraan pelayanan publik
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[ Perda Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah

IManfaat yang dira sakan Y

pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah sesuai dengan prinsip tepat
fungsi dan tepat ukuran
berdasarkan beban kerja yang
sesuai dengan kondisi daerah

Perbup Nomor 15 Tahun 2007
tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan di Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
memberi acuan bagi Pemerintah
Daerah  dalam  melaksanakan
kewenangan dalam bidang
kesehatan

Perbup Nomor 5 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan
Minimal {SPM] pada Rumah
Sakit Daerah Dokter Abdoer
Rahman Kabupaten Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
memberikan petunjuk kepada para
pemangku  kepentingan  untuk
memberikan layanan kesehatan
yang bermutu sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan.

Perbup Nomor 60 Tahun 2012
tentang Pedoman Percepatan
Penerapan Standar Pelayanan
Minimal di Pemerintah
Kabupaten Situbondo
sebagaimana telah diubah
dengan Perbup Nomor 22
Tahun 2014

Manfaat yang dirasakan adalah
sebagai landasan atau dasar
hokum bagi Perangkat Daerah
Pelaksana dan Penanggung Jawab
SPM dalam penganggaran dan
perencanaan program kegiatan
SPM

Perbup Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Perda
Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana
telah diubah dengan Perbup
Nomor 6 Tahun 2017

Manfaat yang dirasakan adalah
memberi pedoman penyelenggaraan
pelayanan publik dan acuan
peningkatan kualitas pelayanan
publik

Perbup Nomor 39 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan tugas dan  fungsi
organisasi yang encerminkan visi
dan misi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dalam mewujudkan
lorganisasi yang profesional, efektif
dan efisien.

Perbup Nomor 40 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
idan misi Dinas Kesehatan dalam
mewujudkan  organisasi  yang
profesional, efektif dan efisien.

10

Perbup Nomor 41 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dalam
mewujudkan  organisasi  yang
profesional, efektif dan efisien.
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11

Perbup Nomor 42 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Perumahan dan  Kawasan
Permukiman Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman dalam
mewujudkan organisasi  yang
profesional, efektif dan efisien.

12

Perbup Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan tugas dan  fungsi

|organisasi yang mencerminkan visi

dan misi Dinas Lingkungan Hidup
dalam mewujudkan organisasi yang
profesional, efektif dan efisien.

13

Perbup Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja
Kabupaten Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Satuan Polisi Pamong
Praja dalam mewujudkan
organisasi yang profesional, efektif
dan efisien.

14

Perbup Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial Kabupaten Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan tugas dan  fungsi

organisasi yang mencerminkan visi

dan misi Dinas Sosial dalam
mewujudkan organisasi  yang
profesional, efektif dan efisien.

15

Perbup Nomor 46 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Tenaga  Kerja  Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Tenaga  Kerja
dalam mewujudkan organisasi yang
profesional, efektif dan efisien.

16

Perbup Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan tugas dan fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
dalam mewujudkan organisasi yang
profesional, efektif dan efisien.

17

Perbup Nomor 48 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perikanan Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Perikanan dalam
mewujudkan organisasi  yang

iprofesional, efektif dan efisien.

18

Perbup Nomor 49 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan tugas dan fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Ketahanan Pangan
dalam mewujudkan organisasi yang

Iprofesional, efektif dan efisien.
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| Perbup Nomor 50

tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil = Kabupaten
Situbondo

Tahun 2016 [Manfaat yang dirasakan adalah

kejelasan  tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam
mewujudkan  organisasi yang
profesional, efektif dan efisien.

20

Perbup Nomor 51 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dalam
mewujudkan  organisasi  yang
profesional, efektif dan efisien. ‘

21

Perbup Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
dalam mewujudkan organisasi yang
profesional, efektif dan efisien.

22

Perbup Nomor 53 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Perhubungan
dalam mewujudkan organisasi yang
profesional, efektif dan efisien.

23

Perbup Nomor 54 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian dalam
mewujudkan  organisasi  yang
profesional, efektif dan efisien.

24

Perbup Nomor 55 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro dalam  mewujudkan
organisasi yang profesional, efektif
dan efisien.

25

Perbup Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan tugas dan fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam mewujudkan organisasi yang
profesional, efektif dan efisien.
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tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kerasipan
Kabupaten Situbondo

ebu Nomor 57 Tahun 2016

dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dalam mewujudkan
organisasi yang profesional, efektif
dan efisien.

27

Perbup Nomor 58 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata Kabupaten
Situbondo

imewujudkan

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Pariwisata dalam
organisasi  yang
profesional, efektif dan efisien.

28

Perbup Nomor 59 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan tugas dan fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Tanaman Pangan,
Holtikultura  dan Perkebunan
dalam mewujudkan organisasi yang
profesional, efektif dan efisien.

29

Perbup Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan dalam
mewujudkan  organisasi  yang
profesional, efektif dan efisien.

30

Perbup Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Dinas Perdagangan dan
Perindustrian dalam mewujudkan
organisasi yang profesional, efektif
dan efisien.

31

Perbup Nomor 62 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan  Pembangunan
Daerah Kabupaten Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam
mewujudkan organisasi  yang
profesional, efektif dan efisien.

32

Perbup Nomor 64 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan tugas dan fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan  Sumber Daya
Manusia dalam mewujudkan
organisasi yang profesional, efektif
dan efisien.
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33

Perbup Nomor 65 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kera
Inspektorat Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Inspektorat dalam
mewujudkan  organisasi  yang
profesional, efektif dan efisien.

34

Perbup Nomor 66 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan tugas dan fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Sekretariat Daerah dalam
mewujudkan organisasi  yang
profesional, efektif dan efisien.

35

Perbup Nomor 67 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan visi
dan misi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam
mewujudkan  organisasi yang
profesional, efektif dan efisien.

36

Perbup Nomor 68 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Ker_la
Kabupaten Situbondo

Manfaat yang dirasakan adalah
kejelasan  tugas dan  fungsi
organisasi yang mencerminkan vist
dan misi Kecamatan dalam
mewujudkan  organisasi  yang

|[profesional, efektif dan efisien.

Sumber : Hasil Pengumpulan data 2016

Tabel 2.2 Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam
Pemenuhan Pelayanan Publik

| Pmbmaa_n, Pengawasa_n, " lay
dilaksanakan, antara lain melalui sosialisasi, lokakarya, FGD,
monitoring, evaluasi, kompetisi antar SKPD funit pelayanan publik.

Pembinaan teknis terhadap Perangkat Daerah dan unit pelayanan,
sudah dilaksanakan secara intensif.

Evaluasi kinerja pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik
sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor
1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun
2016.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terhadap 65 bidang perijinan dan 7
bidang non perijinan sudah ada pelimpahan kewenangan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kebijakan penyusunan, penetapan dan penerapan standar
pelayanan serta maklumat pelayanan sudah diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016.
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Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) sudah diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013
tentang tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016, dan
sudah ditunjuk PPID sesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor
188/454/P/004 /2013 tentang PPID Kabupaten Situbondo.

Pelayanan khusus sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Pelayanan Publik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 4 Tahun 2016 dan beberapa Perangkat
Daerah/Unit Pelayanan sudah menerapkan.

Larangan bagi pelaksana yang merangkap jabatan sebagai komisaris,
sudah diatur dalam Pasal 20 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Pelayanan Publik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 4 Tahun 2016.

Peran serta masyarakat sudah diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016.

10

Kebijakan pengembangan dan pemanfaatan e-Government masih
mengatur LPSE (Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2011
tentang LPSE Kabupaten Situbondo}, dan website/situs resmi
Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap informasi yang disajikan
ada yang belum dilengkapi data dan informasinya, antara lain seperti
data layanan ketenagakerjaan, serta belum dibangun mekanisme
pengelolaan pengaduan secara online melalui website tersebut.

11

Survei IKM sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, Pasal 26
dan Surat Edaran Bupati Situbondo No. 065/0362/431.006.1/2013
perihal Pelaksanaan Review Reguler SOP Administrasi Pemerintahan,
dan survei IKM Mandiri pada masing-masing SKPD dan UPP
Pemerintah Kabupaten Situbondo, pada umumnya SKPD/unit
pelayanan sudah melakukan survei IKM, namun rekomendasi hasil
survei IKM belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

12

Baru satu unit pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Situbondo untuk menerapkan PPK-BLU, yaitu RSUD Abdoer Rahem
Situbondo (Keputusan Bupati Situbondo No.
188/632/P/004.2/2009 tentang Penetapan Status Pengelolaan
Keuangan BLUD pada RSUD Abdoer Rahem Situbondo).

13

Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah beserta
outcomenya, sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Situbondo
felah mengatur kemudahan perijinan dengan ditetapkannya
Peraturan Bupati Situbonde No. 12 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten Situbondo.




25

Pada tahun 2011 telah dirumuskan budaya kerja, diharapkan pada
tahun 2013 dapat dilakukan penerapannya. Budaya kerja yang
telah dirumuskan dapat dijadikan sebagai pedoman perubahan di
Pemerintah Kabupaten. Manfaat yang diperoleh ialah melalui
perumusan budaya Kerja, pegawai memiliki karakter unggul yang
selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten untuk
menciptakan pemerintahan yang profesional, bersih, dan bebas
KKN.

15 |Pengelolaan pengaduan sudah diatur dalam Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Kabupaten Situbondo dan Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 dan sebagian besar
Perangkat Daerah/unit pelayanan sudah menerapkan, namun belum
disusun mekanisme pengelolaan pengaduan terintegrasi level
pemerintah daerah serta belum dipantau dan dievaluasi pengelolaan
pengaduannya.

16 {Penerapan SMM dan/atau ISO 9001:2008 dalam pelayanan publik
sudah diterapkan di bidang pelayanan kesehatan (Puskesmas
Panarukan dan Unit Rawat Inap RSUD Abdoer Rahem), bidang
pelayanan pendidikan (6 SMKN) dan bidang pelayanan perijinan.

17 |Untuk mempercepat penerapan SPM, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman
Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah
Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 22 Tahun 2014 (Pada Tahun 2012, capaian SPM
Bidang Pendidikan 50% dan Bidang Kesehatan 67%).

18 |Pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik
sudah diatur dalam Pasal 30 dan 31 Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun
2016.

19 |Launching Pusat Data dan Informasi Kabupaten Situbondo Tahun
2015 yang merupakan Kerjasama kemitraan Antara Pemerintah
Daerah Kabupaten Situbondo Dengan AIPD (Lembaga Donor
Internasional).

Sumber : Hasil Pengumpulan data 2016

9. Monitoring dan Evaluasi
Dalam rangka menjamin tercapai dan terlaksananya rencana RBI,
bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan perlu dibentuk dan perlu
bersinergi dengan bidang quality assurance.

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan
reformasi birokrasi yang lebih sistematik dan sinergi, Pemerintah Daerah
telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari
identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar
pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku
kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi,
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mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-
harapan pemangku kepentingan antara lain:

1.

Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya
memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para
birokrat yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang
diperlukan dalam memberikan pelayanan;

Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah
Daerah diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau
bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan
bebas KKN;

Dari pihak pemangku Lkepentingan internal Pemerintah Daerah,
umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai
negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan
tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas

pelayanan, antara lain:

1.

2.

Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di
daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;

Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan
pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah {OPD). Seluruh jajaran
pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan
kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;

Penegakan reward dan punishment secara tegas untuk mendukung upaya
peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit pelayanan
yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat,
dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang
memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat;

Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam
pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas

dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1.

Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang

diungkap antara lain:

a. Pemerintah Daerah memiliki potensi untuk memperoleh nilai
akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;

b. Penerapan sistemn penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan
kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward dan
punishment bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik
dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih,
sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;

c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan
secara efisien dan efektif;

d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan sta:ndar kompetensi
dan aturan yang berlaku.
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Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, schingga dapat
meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di
Kabupaten Situbondo;

Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan
biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih

banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya
mewnjudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai
permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1.

Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting
penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai
salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan kepemerintahan
yang baik;

Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat
menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;

Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang
melakukan tindakan KKN, sehingga tidak menimbulkan efek jera;

Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang
dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal
yang lebih baik;

Salah satu aspek ketidakjelasan mengenai reward dan punishment,
adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan,
Belum dilaksanakan pencanangan zona integritas dan penetapan pilot
project Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM]);

Evaluasi perumusan kebijakan {kaitan dengan implementasi kegiatan
tertentu};

Belum dilaksanakan penguatan SPIP di masing-masing OPD.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah

yang masih dihadapi antara lain:

1.

Rendahnya kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar
pemerintahan menyebabkan tingginya keluhan masyarakat terhadap
pelayanan publik di Kabupaten Situbondo;

Pelayanan di Kabupaten Situbondo juga dipandang berbelit-belit dan
memakan waktu yang lama;

Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas yang
masih kurang, kualitas guru juga dipandang masih belum sesuai dengan
kebutuhan;

Peraturan perundang-undangan sudah tidak up to date sehingga tidak
bisa memf{asilitasi perkembangan /dinamika yang terjadi di masyarakat;
Peraturan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan belum
menyeluruh,;

Pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik belum
maksimal,

Banyak OPD yang belum menetapkan dan mempublikasikan Standar
Pelayanan (SP} dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
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Pola penyelenggaraan pelayanan publik terkendala oleh :

a] Masih terlalu banyak meja dilalui pemohon layanan dalam bentuk
rekomendasi; dan

b) OPD belum maksimal menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan
dan pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan Sistem Informasi Mangjemen (SIM) belum maksimal karena

sebatas internal (tidak online);

Tiap SKPD membuat Sistem Informasi Manajemen (SIM} tersendiri

namun tidak saling terintegrasi;

Keterampilan SDM di bidang IT masih sangat kurang;

Belum tertanam Budaya Kerja Melayani kepada masyarakat;

Jumlah SDM yang kompeten terbatas.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan Kkapasitas dan

akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1.

o uas

10.
11,

12.

Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan
masih perlu ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja aparatur
lebih besar dibandingkan dengan belanja publik;

Efisiensi terkaif juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang belum
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;

Penerimaan dan penempatan pegawai belum dilakukan secara transparan
schingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang
berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan
unit kerja;

Disiplin pegawai masih rendah;

Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum
sepenuhnya dijalankan dengan baik;

Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP} belum optimal;

Penerimaan dan penempatan belum dilakukan secara transparan
sehingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang
berakibat pada penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit
kerja;

Disiplin masih periu ditingkatkan;

Penerapan pakta integritas terkait dengan maklumat pelayanan belum
sepenuhnya dijalankan dengan baik;

Publikasi pelaporan keuangan daerah di website belum dilaksanakan
{(anggaran dan laporan);

Sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan urusan
wajib dan pilihan disesuaikan dengan struktur organisasi/kelembagaan;
Penempatan Pegawai Negeri Sipil belum dilakukan dengan optimal (belum
sesuai dengan kompetensi Pegawai Negeri Sipil).
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BAB III

AGENDA REFORMASI BIROXKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab
sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo
difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah
merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait
dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang
menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi
meliputi :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

1) umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
sehingga belum mampu menghasiikan kinerja yang tinggi;

2) pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum
dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan
persyaratan jabatan;

3) Pemerintah Daerah juga belum menerapkan sistem pola
karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan
mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;

4) manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;

5) dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya,
kesejahteraan pegawai juga masih rendah,;

6) para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan
contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya,

7) umumnya PNS kurang paham terhadap tugas pokok dan
fungsinya;

8) umumnya penguasaan terhadap teknologi informasi masih
kurang; |

9) umumnya PNS kurang paham terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan;

10) kompetensi pendidikan PNS umumnya tidak sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

11) pemahaman terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) belum
maksimal;

12) tingkat disiplin PNS masih rendah;

13) peningkatan kompetensi Guru belum optimal dilaksanakan;

14) distribusi guru tidak merata.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

1) Belum adanya Piagam Pencanangan Pembangunan Zona
Integritas;

2) Belum ada peraturan tentang reward dan punishment yang
jelas bagi PNS;



3)
4)
5)

6)
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sosialisasi peraturan perundang-undangan masih belum
maksimal; .

pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum
daerah belum dilaksanakan secara maksimal;

beberapa Peraturan Daerah belum ditindaklanjuti dengan
Peraturan Bupati;

pelaksanaan perencanaan legislasi Daerah belum optimal.

¢. Pengawasan

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah
Daerah masih sangat kurang, terlebih lagi untuk mendukung
dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta
mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari
perencanaan;

meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya
belum sepenuhnya maksimal;

tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas masih
rendah sehingga tidak memberikan daya tarik bagi pegawai
untuk mengembangkan karir di jabatan ini;

belum terdapat Standard Operating Procedures (SOP) yang
baku dalam pelaksanaan pengawasan;

belum dilakukannya pencanangan Zona Integritas;

minimnya pemanfaat Teknologi Informatika (TI) dalam
pengawasan;

belum maksimalnya pelaksanaan Whistleblower,

belum adanya audit kinerja pelayanan publik.

d. Tatalaksana

1)

2)

3)

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:
mekanisme koordinasi yang lemah antara Perangkat Daerah
dan wunit kerja di masing-masing Perangkat Daerah,
menyebabkan  timbulnya  berbagai tumpang tindih
pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisienst
meskipun sudah diterapkan sistem e-audit dalam
pengawasan, tetapi penggunaan teknologi informasi belum
sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-
bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada
masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi
proses pelaksanaan tugas dan fungsi;

belum ada standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor
untuk mendorong efisiensi.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai
permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk
mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik.
Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi
antara lain:

a. mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP} dari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

b. pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN]);
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penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi
indikasi terjadinya KKN;

pendidikan gratis sampai tingkat SLTA;

peningkatan kapasitas guru;

saluran internet di sejumlah tempat;

sistem integrasi layanan Jaminan Kesehatan;

pelayanan kesehatan prima;

nilai akuntabilitas kinerja kategori B; dan

penerapan E-audit.

Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.
Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

a. pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan

memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan
peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas
pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah sebagai
berikut :

1) Pendidikan
Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk
ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :
{a) Peningkatan kompetensi guru

Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan

pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang

telah memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan
pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru sehingga
mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama
pada sektor pendidikan di Kabupaten Situbondo.

Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikasi

diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan

kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Situbondo.
(b) Penataan dan pemerataan Guru PNS

Penataan dan pemerataan Guru PNS merupakan

tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Penataan dan pemerataan Guru PNS dilaksanakan dalam

rangka mengurangi kesenjangan pemerataan guru antar

satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis
pendidikan. Selain itu juga untuk memenuhi standarisasi
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pelayanan Perizinan
Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak
keluhan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan proses,
maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan
dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang
menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan,
kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta
koordinasi antar SKPD yang terkait dalamm pemberian
pelayanan, yaitu :
(a) IMB;
(b) Ljin Gangguan;
(c) Ijin reklame,
(d) Jjin bidang Kepariwisataan;
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(e) ljin Jasa Usaha;
(f) Ljin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
(g) Ljin bidang perhubungan.

3) Kependudukan

Pelayanan kependudukan di Kabupaten Situbondo juga
dipandang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama,
sehingga menjadi prioritas untuk dilakukan percepatan dan
penyederhanaan dalam proses pelayanannya. Percepatan dan
penyederhanaan dalam proses pelayanan kependudukan
dilakukan dengan memanfaatkan Kelurahan/Desa sebagai
Unit Pelayanan terdekat dengan masyarakat, sehingga secara
bertahap proses pelayanan kependudukan cukup dilakukan
di Kelurahan dengan memanfaatkan Teknologi Informatika
(TT).

b. Quick Wins.

Jenis pelayanan yang akan dijadikan Quick Wins adalah jenis
pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas
pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya
reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah
Daerah secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang
dipilih menjadi quick wins, dengan pertimbangan :

1) dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk
memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula
dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan
perubahan yang signifikan,

2) perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis
pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra
pelaksanaan reformasi birokrasi dan  peningkatan
kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;

3) Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini memiliki kapasitas
yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah
perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi quick
wins.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi quick wins
adalah sebagai berikut :

1) Pilot Project Pengembangan sistem informasi dan penerimaan
siswa baru SMP berbasis online;

2) Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah
(Penerapan Quick wins ini dilakukan bersamaan dengan
perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan
Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor).

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah
Daerah diambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Situbondo dan Inspektorat Daerah. ‘

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain dipandang paling
banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Meiayani, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapat tugas menjadi
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Perangkat Daerah yang menangani salah satu prioritas peningkatan

pelayanan, yaitu Peningkatan Kompetensi Guru, dan 3 (tiga) prioritas

lainnya di tingkat SKPD, meliputi :

a. penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus;

b. penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas
pendidikan; dan

¢. ruang kegiatan belajar.

Inpektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan
banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan
lebih baik dari unit kerja lainnya.

Prioritas SKPD

Yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing
Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian
Perangkat Daerah dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi
bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Daerah. Prioritas yang
telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku
kepentingan meliputi :

a. Penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus
Pelayanan pendidikan juga harus mampu menyediakan
pelayanan bagi murid-murid yang berkebutuhan khusus. Dalam
kaitan ini, prioritas pelayanan juga difokuskan pada penyediaan
guru dan sarana bagi siswa yang berkebutuhan khusus.

b. Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas
pendidikan

Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan
sarana penunjang yang meliputi penyediaan laboratorium,
perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku
praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di
kalangan pelajar. - ,

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atau terkait
dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dan Badan Kepegawaian Daerah akan menjadi Perangkat Daerah
yang berada di garis depan untuk melakukan perubahan-
perubahan melalui langkah-langkah konkrit sebagaimana
direncanakan dalam dokumen ini.

¢. Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang
kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini
diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatitf dan
inovatif.

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi

prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

1) Listrik
Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang
penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor
lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat
diperhatikan oleh para investor asing yang hendak
berinvestasi di Kabupaten Situbondo. Penyediaan listrik yang
selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum
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sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu
perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keajegannya.

2) Instalasi Air Bersih
Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM
atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu,
juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemenntah
daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air
bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan
berinvestasi di Kabupaten Situbondo.

3) Jalan Kabupaten
Prioritas lain yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah
adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau
perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong
perfumbuhan ekonomi dan kemajuan Kabupaten Situbondo.

4) Jembatan
Kondisi demografis Kabupaten Situbondo yang banyak
terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah
dacrah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-
jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran
transportasi antar Iokasi yang juga akan mendorong
pertumbuhan ekonomi.

5) Penyediaan Drainase
Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas,
agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

6) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh
pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang
menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai
kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka
hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga
akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas
seluruh lapisan masyarakat.

7} Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa
penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah
ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah
daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus,
disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan
menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang bertanggung jawab menangani pelayanan dimaksud.
Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi
yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus
perubahan ini.
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Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus
dipelihara dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas
pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan

sebagai berikut :

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM

Sasaran

Indikator

Target

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

6

Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas SDM
Aparatur
Pmerintah
Daerah

Persentase CPNS
yang direkrut
sesuai dengan
kompetensi yang
dibutuhkan

80%

85%

90%

100%

100%

Persentase
pegawai
ditempatkan
sesual  dengan
standar
kompetensi

yang

70%

80%

90%

100%

100%

Persentase
pegawai  yang
ditingkatkan
kompetensinya
sesuai
kebutuhan unit
kerja

70%

80%

90%

100%

100%

Presentase
Peningkatan
Ketrampilan dan
profesionalisme
Aparatur

60%

70%

80%

90%

100%

Meningkatnya
kinerja pegawai

Prosentase
pegawai
capaian
kinerjanya
sesuai target

yang

60%

70%

80%

90%

95%

Prosentase
kepatuhan
pegawai
memenuhi:
¢ Aturan
disiplin

¢ Penyampaian
LHKPN

s Etika

» Pakta

untuk

: integritas

70%
{rata-
rata)

75%
(rata-
rata)

80%
{rata-
rata)

85%
(rata-

90%
(rata-
rata)




36

Sasaran Indikator Target
2017 {2018 12019 2020 2021
Meningkatnya { Tingkat
kesejahteraan | kepuasan
pegawal f:r%laa":fa‘p 70% | 80% |80% |80% |80%
kesejahteraan
pegawai
Meningkatnya |Tingkat persepsi
pimpinan yang | pegawai
menjadi role | terhadap
model pimpinan  yang 70% |80% | 80% | 80% |80%
dapat dijadikan
role model
b. Pengawasan
Sasaran Indikator Target
2017 12018 {2019 ;2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya |Jumlah auditor 10 12 16 20 25
kualitas dan | Persentase
kuantitas aparat pengawas
aparat yang
pengawas memperoleh 70% | 80% |90% {100% (100%
peningkatan
kompetensi
Meningkatnya | Persentase SKPD
penerapan SPIP | yang
menerapkan 70% {80% {90% [{100% (100%
SPIP
Prosentase
penyimpangan
yang 70% | 80% |[90% (100% |100%
ditindakianjuti
tepat waktu
Prosentase SOP
pengawasan 70% {75% {90% {100% |100%
yang diterapkan
c. Peraturan Perundang-Undangan
-
Sasaran Indikator Target
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya Persentase Perda |100% | 100% | 100% | 100% | 100%
sinkronisasi yang melibatkan
dan partisipasi
harmonisasi masyarakat
produk hukum

daerah
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Persentase
produk hukum
daerah yang
telah
disinkronisasi
dan

5%

10%

15%

20%

25%

Persentase
menurunnya
tumpang tindih
produk hukum
daerah

10%

8%

6%

4%

2%

d.

Tatalaksana

Sasaran

Indikator

Target

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

Meningkatnya

koordinasi antar
SKPD dalam
penyelenggaraan
tugas dan fungsi

Prosentase SOP
penyelenggaraan
pemerintahan
yang diterapkan

75%

90%

100%

100%

Persentase kasus
tumpang tindih
tugas dan fungsi
yang
diselesaikan

80%

90%

100%

100%

Meningkatnya
penerapan
teknologi
informasi dalam
penyelenggaraan
tugas dan fungsi

Prosentase jenis
pelayanan publik
yang sudah
menerapkan
teknologi
informasi

40%

50%

60%

80%

90%

Tingkat
kepuasan
masyarakat atas
keterbukaan
informasi publik

70%

80%

80%

80%

80%

Prosentase
fasilitas
yang
distandarisasikan

kerja

70%

75%

80%

85%

90%
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2. Prioritas yang harus terus dipelihara
a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Sasaran Indikator Target
20172018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7
Diperolehnya Opini BPK
Opini WTP WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
dani BPK
b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan
LHKPN
Sasaran Indikator et
2017 : 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Prosentase 80% | 95% | 100% | 100% | 100%
Pejabat yang pejabat yang
menyerahkan telah
LHKPN menyerahkan
LHKPN
c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi
indikasi terjadinya KKN
Sasaran Indikator Target
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya | Prosentase
efektivitas pengaduan yang
sarana berhasil
pengaduan ditindaklanjuti
untuk 70% | 75% | 80% | 85% | 90%
penyampaian
informasi
indikasi
terjadinya KKN
d. Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA
Sasaran Indikator Target
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Meningkatnya | Tingkat
kualitas kepuasan
pelayanan penduduk atas o
gr'an?; pelayanan 70% | 80% | 85% | 90% | 95%
pendidikan pendidikan
gratis




e. Peningkatan kapasitas guru
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Sasaran Indikator Target
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya | Prosentase guru
kuantitas dan | yang
kualitas guru memperoleh 70% | 80% | 90% {100% {100%
peningkatan
kompetensi
Rasio jumlah
guru dengan | 80% | 80% | 90% [100% {100%
kebutuhan
Prosentase guru
yang telah | 500, 1100% [100% |100% |100%
memperoleh
sertifikasi
f. Saluran internet di sejumiah tempat
Sasaran Indikator Target
2017 (2018 (2019 (2020 (2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya |Jumlah lokasi
pelayanan dengan akses
internet gratis | internet gratis 15 20 25 30 35
di berbagai
lokasi
g. Sistem integrasi layanan Jamkesda
Sasaran Indikator Target
2017 | 2018 {2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya | Tingkat
pelayanan kepuasan
Jamkesda ‘;:ﬁi;’a;kat 70% | 80% | 80% | 80% | 80%
pelayanan
Jamkesda
h. Pelayanan kesehatan prima
Sasaran Indikator Target
2016 (2017 {2018 | 2019 {2020
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya | Tingkat
pelayanan kepuasan
kesehatan masyarakat 70% | 80% | 80% | 80% | 90%
terhadap
pelayanan
kesehatan
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Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Sasaran Indikator T t
2017|2018 | 2019 | 2020 ; 2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Nilai
nilai akuntablitas | akuntabilitas B A A A A
kineria menjadi A | kinerja
j. Penerapan E-audit
Sasaran Indikator Target
2017 {2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Tingkat
kualitas kepatuhan
pengelolaan dalam 80% | 95% { 100% | 100% | 100%
keuangan pengelolaan
keuangan

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan kompetensi guru

Sasaran

Indikator

Target

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

5

6

Meningkatnya
kualitas guru

Prosentase
guru yang
memperoleh
peningkatan
kompetensi

70%

80%

90%

100%

100%

Prosentase
guru yang
telah
memperoleh
sertifikasi

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase
murid yang
memperoleh
nilai UAN di
atas rata-rata
nasional

50%

60%

70%

80%

80%

b. Pelayanan Perizinan

1) IMB

Sasaran

Indikator

Target

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

Meningkatnya
pelayanan IMB

Tingkat
kepuasan
masyarakat
terhadap

. pelayanan IMB

70%

80%

80%

80%

80%




2) Izin Gangguan
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Sasaran Indikator Target
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 S 6 7
Meningkatnya Tingkat
pelayanan 1zin { kepuasan
Gangguan masyarakat | 200 | 80% | 80% | 80% | 80%
terhadap
pelayanan Izin
Gangguan
3) 1zin bidang Kepariwisataan
Sasaran Indikator Target
2017 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Tingkat
pelayanan Izin kepuasan
Gangguan masyarakat
terhadap 70% | 80% | 80% | 85% | 90%
pelayanan
Izin
Gangguan
4) Izin Jasa Usaha
Sasaran Indikator Target
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Tingkat
pelayanan Izin | kepuasan
Jasa Usaha masyarakat
terhadap 70% | 80% { 80% | 85% | 90%
pelayanan
Izin Jasa
Usaha

5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

Sasaran Indikator Target
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Tingkat
pelayanan Izin | kepuasan
bidang masyarakat
perindustrian, terhadap
perdagangan dan | pelayanan Izin ;| 70% | 80% | 80% | 80% | 80%
koperasi bidang
perindustrian,
perdagangan

dan koperasi




6) Izin bidang perhubungan
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Sasaran Indikator Target
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Tingkat
pelayanan Izin | kepuasan
bidang masyarakat
perhubungan terhadap 70% | 80% | 80% | 80% | 80%
pelayanan Izin
bidang
perhubungan
7) Quick Wins

(a) Pilot Project Pengembangan sistem informasi dan
penerimaan siswa baru SMP berbasis online

Sasaran Indikator Target
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatmya Tingkat
kualitas pelayanan | kepuasan
sistem  informasi | masyarakat
dan  penerimaan | terhadap
mﬁs"m n SMP| peganan 70% | 80% | 80% | 80% | 80%
dan penerimaan
siswa baru SMP
berbasis online
(b) Penerapan PTSP
Sasaran Indikator Target
20172018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Tingkat
kualitas kepuasan
pelayanan | masyarakat | 200 | 800, | 80% | 80% | 80%
perizinan melalui| terhadap
PTSP pelayanan
melalui PTSP
4. Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Sasaran Indikator Target
2017|2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 S 6 7
Meningkatnya Jumlah Unit
Unit Kerja yang | Kerja yang se
ditetapkan ditetapkan _ mua
sebagai Zona | sebagai Zona 5 10 20 30 SK
Integritas menuju | Integritas PD
WBK/WBBM menuju
WBK/WBBM
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Meningkatnya Tingkat

kualitas kepuasan

pelayanan pemda | masyarakat | 7q0, | 8005, | 80% | 80% | 80%
terhadap
pelayanan
pemda

5. Prioritas SKPD

Sasaran maupun target-target diserahkan kapada masing-
masing Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan Perangkat
Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana
aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi
birokrasi.

C. Kegiatan-Kegiatan
1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah
a. SDM

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini
meliputi :

1) melakukan analisis jabatan,;

2) melakukan analisis beban kerja;

3] merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi
jabatan untuk seluruh jabatan di Perangkat Daerah sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;

4] merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan
beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing
Perangkat Daerah, termasuk rencana rekruitmen setiap
tahun,;

5) memperbaiki sistem rekruitmen pegawai,

6) melaksanakan rekruitmen sesuai sistem rekruitmen baru dan
kebutuhan rekruitmen pegawai setiap tahun sesuai dengan
rencana kebutuhan dan kompetensi;

7) melaksanakan sistem rekruitment terbuka untuk jabatan-
jabatan tertentu;

8} melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai
untuk mengetahui peta potensi terkini;

9) menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai,
meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;

10) melaksanakan pengembangan pegawai sesual rencana
pengembangan pegawai;

11) menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai,
termasuk pola karier jabatan fungsional;

12) melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;

13} menyusun sistern manajemen Kkinerja pegawai termasuk
sistem penilaian prestasi kerja pegawai;

14} menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk
pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;

15) mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan
merencanakan penerapannya;

16) menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi
kewajiban pegawai;

17) menyusun rencana pengembangan kepribadian role model,;
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18) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

19) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

20) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

Catatan: Kegiatan angka 1) sampai dengan angka 7) merupakan

b.

C.

prioritas jangka pendek yang juga menjadi prioritas -
nasional.
Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini
meliputi :
1) menyusun prosedur penyusunan produk hukum daerah;
2) melakukan penataan peraturan perundang-undangan;
3) melakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum
daerah;
4) meningkatkan kapasitas aparatur perancang peraturan
perundang-undangan;
5) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan Kkegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalamn rangka
mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini

meliputi :
1) menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban
kerja;

2) merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi
kebutuhan auditor setiap tahun;

3) merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;

4) melaksanakan penerapan SPIP;

5} melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi
kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini WTP
dari BPK, dan penerapan SPIP;

6) memperbaiki SOP pengawasan;

7) menerapkan SOP Pengawasan,;

8) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

9) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

10) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini
meliputi :

1) memetakan proses bisnis penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

2) menyusun mekanisme Kkerja penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

3} menyusun SOP;
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4) menyusun pedoman diskresi pejabat Pemerintah Daerah;

5) melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan
fungsi; :

6) memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi;

7) melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi
informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;

8) menerapkan keterbukaan informasi publik;

9) menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;

10) menerapkan standarisasi fasilitas kantor;

11) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

12) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

13) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WIP dari BPK

b.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi :

1} menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan
laporan keuangan,

2) mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;

3) meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;

4) melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal,

5) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencana,

6} melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

7) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan
LHKPN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan
LHKPN meliputi:

1} Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;

2} Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;

3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang
diwajibkan; '

4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan. :

Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi
indikasi terjadinya KKN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mempertahankan penyediaan sarana pengaduan untuk
penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN meliputi :
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1} Merencanakan pengembangan sarana pengaduan;

2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;

3) Mengelola pengaduan;

4) Memonitor tindak lanjut pengaduan;

5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana,

6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mempertahankan Penyediaan pendidikan gratis sampai tingkat
SLTA meliputi:

1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis dan
memastikan ketersediaan anggaran dimaksud,

2) Mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan gratis;

3) Melanjutkan pelaksanaan sistem pendidikan gratis sampai
tingkat SLTA,

4} Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem
pendidikan gratis;

5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem
pendidikan gratis;

6} Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas guru

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
peningkatan kapasitas guru meliputi:

1) Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan
pendidikan dan prediksi hingga tahun 2019;

2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;

3) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap
tingkatan pendidikan;

4} Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kapasitas guru;

5) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas
gury;

6) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas
guru;

7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

Saluran internet di sejumiah tempat

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
penyediaan saluran internet di sejumlah tempat, meliputi:

1} Mengidentifikasi tempat-tempat strategis yang akan diberikan
akses internet gratis;

2) Menyusun rencana penambahan akses internet gratis di
jokasi strategis beserta pembiayaannya;

3) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang
berkepentingan;

4} Melaksanakan seluruh rencana;
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Memonitor pelaksanaan rencana,

Melakukan evaluasi;

Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

Sistem integrasi layanan Jaminan Kesehatan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem

integrasi layanan jaminan kesehatan, meliputi:

1)
2)
3)
4

S}
6)

Melakukan survei untuk mengetahui tingkat kualitas
pelayanan jaminan kesehatan;

Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan jaminan
kesehatan terintegrasi dan pembiayaannya;

Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan jaminan
kesehatan;

Memonitor pelaksanaan rencana;

Melakukan evaluasi;

Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

Pelayanan kesehatan prima

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem

integrasi layanan jaminan kesehatan , meliputi:

1)

2)

Melakukan survei untuk mengetahui tingkat Lkualitas
pelayanan kesehatan;

Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan
kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan di
berbagai unit pelayanan kesehatan;

Memonitor pelaksanaan rencana;

Melakukan evaluasi;

Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka

mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja
menjadi A, meliputi:

1)

2)
3)
4}
5)
6)

Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk
berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi,
misi, tujuan dan sasaran,

Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen Kinerja,
Memperbaiki berbagai berbagai aspek dalam sistem
manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran;

Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian
prestasi kerja pegawai,

Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan
mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya,

Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan
evaluasi akuntabilitas kinerja;
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7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas
kinerja;

8) Memonitor pelaksanaan rencana;

9) Melakukan evaluasi;

10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

Penerapan E-audit

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
penerapan E-audit, meliputi:

1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem e-audit untuk
perbaikan;

2) Menyusun rencana perbaikan;

3) Mengembangkan sistem e-audit yang terintegrasi dengan
rencana monitoring dan evaluasi pengawasan,;

4) Melaksanakan e-audit sesuai dengan rencana monitoring dan
evaluasi pengawasan,;

5} Memonitor pelaksanaan rencana;

6) Melakukan evaluasi,

7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

b.

Peningkatan kompetensi guru

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
peningkatan kompetensi guru meliputi:

1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap
tingkatan pendidikan;

2} Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;

3) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi
guru;

4) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi
gury;

5) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi
gury;

6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

Pelayanan Perizinan
1) IMB

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi:

(a) Melakukan telaahan pelayanan IMB, termasuk telaahan
kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan
pelayanan;

(b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas
pelayanan IMB, menyangkut penyederhanaan proses,
percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan
perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi
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informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang
terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan
daerah yang dianggap menghambat;

Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan
IMB;

Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh  pelaksanaan kegiatan untuk menjaga
konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2) Izin Gangguan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan meliputi:

(a)

(b)

(c)
(d)
(e)
()

Melakukan telaahan pelayanan Izin Gangguan, termasuk
telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan
percepatan pelayanan;

Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas
pelayanan Izin Gangguan, menyangkut penyederhanaan
proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan
perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi
informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang
terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan
daerah yang dianggap menghambat;

Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan
Izin Gangguan;

Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencana,

Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh  pelaksanaan  kegiatan untuk menjaga
konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3) Izin bidang Kepariwisataan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisataan
meliputi:

(a)

(b}

Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang
Kepariwisataan, termasuk telaahan kebijakan dalam
rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas
pelayanan Izin bidang Kepariwisataan, menyangkut
penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi
biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan,
penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi
antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai
peraturan perundangan daerah yang dianggap
menghambat;
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Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan
Izin bidang Kepariwisataan;

Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh  pelaksanaan kegiatan untuk menjaga
konsistensi perbaikan berkelanjutan.

4) Izin Jasa Usaha

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha, meliputi:

(a)

(b)

(c)
(d)
(e)
()

Melakukan telaahan pelayanan Izin Jasa Usaha,
termasuk  telaahan  kebijakan  dalam  rangka
penyederhanaan dan percepatan pelayanan;

Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas
pelayanan Izin Jasa Usaha, menyangkut
penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi
biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan,
penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi
antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai
peraturan perundangan daerah yang dianggap
menghambat;

Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan
Izin Jasa Usaha,;

Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
rencana,;

Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh  pelaksanaan kegiatan untuk menjaga
konsistensi perbaikan berkelanjutan.

B) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian,
perdagangan dan koperasi, meliputi:

(a)

(b)

{c)

Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang
perindustrian, perdagangan dan koperasi, termasuk
telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan
percepatan pelayanan,

Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas
pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan
koperasi, menyangkut penyederhanaan proses,
percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan
perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi
informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang
terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan
daerah yang dianggap menghambat;

Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan
Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
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(d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencana,

{e} Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
rencana,

() Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh  pelaksanaan kegiatan untuk menjaga
konsistensi perbaikan berkelanjutan.

6) Izin bidang perhubungan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan,
meliputi:

{a) Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang
perhubungan, termasuk telaahan kebijakan dalam
rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;

(b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas
pelayanan Izin bidang perhubungan, menyangkut
penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi
biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan,
penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi
antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai
peraturan perundangan daerah yang dianggap
menghambat;

(c) Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan
Izin bidang perhubungan;

{d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

(e) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

() Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh  pelaksanaan  kegiatan untuk menjaga
konsistensi perbaikan berkelanjutan.

7) Quick Wins

(a) Pidot Project Pengembangan sistem informasi dan
penerimaan siswa baru SMP berbasis online.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam
rangka Pilot Project Pengembangan sistem informasi dan
penerimaan siswa baru SMP online, meliputi:

(1) Mengidentifikasi user requirement sistem informasi
dan penerimaan siswa baru SMP berbasis online;

(2) Menyusun sistem;

(3) Melakukan uji coba;

{4) Menyempurnakan sistem,

(5) Penerapan sistem,

(6) Monitoring;

(7) Evaluasi;

{8) Tindak lanjut perbaikan.

(b} Penerapan PTSP

{1) Melakukan telaahan penerapan PTSP (mencakup
kelembagaan, mekanisme koordinasi dan hubungan
kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang
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dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan dan
diskresi, kebutuhan SDM, penerapan teknologi
informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi
pegawai, perubahan  peraturan  perundang-
undangan yang dianggap menghambat/menjadi
kendala, dan lainnya);

(2) Memilih jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan
dalam PTSP;

{3) Menyusun rancangan PTSP;

(4) Melakukan uji coba;

{5} Menyempurnakan PTSP hasil uji coba;

{6) Menerapkan PTSP untuk jenis pelayanan tertentu,

(7) Melaksanakan monitoring;

(8) Melaksanakan evaluasi;

(9) Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan
evaluasi;

(10} Mengembangan PTSP untuk jenis-jenis pelayanan

8) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

(a) Penyiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan
Inspektorat Daerah sebagai unit yang ditetapkan untuk
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM,;

(b} Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM,;

(c} Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan;

(d) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM pada tahun berikutnya;

(e) Monitoring;

() Evaluasi;

{g8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh  pelaksanaan  kegiatan untuk menjaga
konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke

dalam program-program sebagai berikut:

Program Kegiatan
1. | Peningkatan 1} Analisis Jabatan
Manajemen  SDM | 2] Analisis beban Kerja
Aparatur . 3) Penyusunan ulang/penyempurnaan
standar kompetensi jabatan

4) Penyusunan rencana kebutuhan
pegawai sesuai beban kerja dan
kompetensi yang dibutuhkan SKPD
(termasuk tenaga auditor dan guru)

5) Penyempurnaan sistem rekruitmen
pegawai .
6) Pelaksanaan rekruitmen dengan sistem

baru




53

Kegiatan

7) Penerapan sistem rekruitmen terbuka
untuk jabatan-jabatan tertentu

8) Pelaksanaan assessment kompetensi
terhadap seluruh pegawai

9) Penyusunan training need (termasuk
untuk tenaga guru dan auditor)

10} Pelaksanaan pengembangan pegawai
sesuai kebutuhan (termasuk untuk
tenaga guru dan auditor)

11) Penyusunan rencana penempatan dan
poia karier pegawai

12) Penyusunan sistem manajemen kinerja
- pegawai

13) Penerapan sistem manajemen kinerja
pegawai

14) Sosialisasi berbagai kebijakan
kepegawaian dan merencanakan
penerapannya

15) Penerapan kebijakan kepegawaian yang
baru berlaku

16) Penyusunan Rencana pengembangan
kepribadian role model

17) Monitoring

18) Evaluasi

19) Tindak  lanjut  perbaikan  hasil
monitoring dan evaluasi

20) Penyusunan prioritas baru serta
kegiatan-kegiatan yang harus
dilakukan dalam rangka mewujudkan
target-target prioritas dimaksud sesuai
dengan  perkembangan  kemajuan
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam
program Peningkatan Manajemen SDM
Aparatur Pemerintah Kabupaten
Situbondo

Penataan Peraturan
Perundang-
Undangan

1} Asistensi Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah

2) Workshop Rancangan Peraturan Daerah
Inisiatif DPRD

3) Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah

4) Harmonisasi dan Sinkronisasi
Rancangan Peraturan Bupati dan
Rancangan Keputusan Bupati

5) Harmonisasi dan Sinkronisasi
Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati

6) Redokumentasi Produk Hukum Daerah

7) Monitoring dan evaluasi

8) Tindak lanjut perbaikan  hasil
monitoring dan evaluasi

9) Penyusunan prioritas baru serta
kegiatan yang harus dilakukan dalam
rangka mewujudkan target prioritas
dimaksud sesuai dengan
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Kogiatan

perkembangan kemajuan pelaksanaan
reformasi birokrasi dalam program
Penataan Peraturan Perundang-
undangan Pemerintah  Kabupaten
Situbondo

3.

Penguatan
Pengawasan

1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor
(diintergasikan dengan kegiatan nomor
3 dalam Program SDM)

2) Penyusunan rencana pengembangan
auditor (diintegrasikan dengan kegiatan
nomor 8 dalam Program SDM}

3) Penyusunan rencana peningkatan
penerapan SPIP

4) Penerapan SPIP

5) Pengembangan auditor (diintegrasikan
dengan kegiatan nomor 9 Program
SDM)

6} Penyusunan rencana  monitoring
pengelolaan keuangan untuk seluruh
SKPD

7) Sosialisasi tertib administrasi
keuangan

8) Pelaksanaan monitoring pengelolaan
keuangan di SKPD

9) Sosialisasi LHKPN

10) Asistensi penyusunan LHKPN bagi
pejabat

11) Penyusunan rencana pengembangan
sarana  pengaduan  penyampaian
informasi indikasi terjadinya KKN

12) Penerapan sarana pengaduan
penyampaian informasi indikasi
terjadinya KKN

13) Tindak lanjut pengaduan informasi
indikasi terjadinya KKN

14) Monitoring

15) Evaluasi

16) Tindak  lanjut  perbaikan  hasil
monitoring dan evaluasi

17) Penyusunan prioritas baru serta
kegiatan-kegiatan yang harus
dilakukan dalam rangka mewujudkan
target-target prioritas dimaksud sesuai
dengan  perkembangan  Kkemajuan
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam
program Penguatan Pengawasan di
Pemerintah Kabupaten Situbondo

4.

Penataan
Tatalaksana

1) Pemetaan proses bisnis
penyelenggaraan pemerintahan

2) Penyusunan mekanisme kerja antar
SKPD




S5

Kegiatan

3} Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk
SOP pengawasan dan penyusunan
laporan)

4) Penyusunan pedoman diskresi pejabat
pemerintah Kabupaten Situbondo

5) Penataan terhadap tugas dan fungsi
yang tumpang tindih

6) Penyusunan/penyempurnaan rencana
penerapan teknologi informasi
(termasuk penyempurnaan e-audit)

7) Pelaksanaan  pengembangan  dan
penerapan teknologi informasi pada
sektor-sektor yang belum menerapkan
_(termasuk e-audit)

8} Penerapan  keterbukaan  informasi
publik

9) Penyusunan pedoman standarisasi
fasilitas kantor

10) Identifikasi tempat-tempat strategis
untuk pemberian pelayanan akses
internet gratis

11) Penyusunan rencana penambahan
akses internet gratis

12) Kerjasama dengan pihak
berkepentingan untuk pembukaan
akses internet gratis

13) Pembukaan akses intermet gratis baru

14) Monitoring

15) Evaluasi

16) Tindak  lanjut  perbaikan  hasil
monitoring dan evaluasi

17) Penyusunan prioritas baru serta
kegiatan-kegiatan yang harus
dilakukan dalam rangka mewujudkan
target-target prioritas dimaksud sesuai
dengan  perkembangan  kemajuan
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam
program Penataan Tatalaksana
Pemerintah Kabupaten Situbondo

Penguatan
Akuntabilitas

1) Review rencana strategis pemerintah
daerah

2) Penyempurnaan sasaran, indikator
kinerja dan penetapan kinerja untuk
tahun berikutnya

3) Penyusunan rencana perbaikan sistem
mangjemen kinerja

4) Penyempurnaan sistem manajemen
kinerja

5} Pelaksanaan manajemen kinerja

6) Integrasi sistem manajemen kinerja
dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai

7) Pengumpulan, perbaruan, dan
pengelolaan data kinerja
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Kegiatan

8) Monitoring

9) Evaluasi

10) Tindak lanjut  perbaikan hasil
monitoring dan evaluasi

11) Penyusunan prioritas baru serta
kegiatan-kegiatan yang harus
dilakukan dalam rangka mewujudkan
target-target prioritas dimaksud sesuai
dengan  perkembangan  kemajuan
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam
program Penguatan Akuntabilitas di
Pemerintah Kabupaten Situbondo

Peningkatan
Kualitas Pelayanan

1) Survei kepuasan masyarakat terhadap
berbagai jenis pelayanan (termasuk
pelayanan  pendidikan,  perizinan,
kesehatan, sarana dan prasarana)

2) Identifikasi kebutuhan  perbaikan
manajemen pelayanan

3) Penyusunan rencana peningkatan
kualitas pelayanan menyangkut:
penyederhanaan proses, percepatan
pelayanan, efisiensi biaya, perubahan
perilaku petugas pelayanan,
penggunaan teknologi  informasi,
mekanisme koordinasi antar instansi
yang terkait, penyatuan dalam
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP),
dan perubahan berbagai peraturan
perundangan daerah yang dianggap
menghambat

4) Pengkajian penerapan PTSP

5) Pengembangan PTSP

6] Penerapan teknologi informasi

7) Pelaksanaan perbaikan manajemen
pelayanan untuk peningkatan kualitas
pelayanan  (termasuk  penyusunan
standar pelayanan, maklumat
pelayanan, pengelolaan pengaduan,
dan sertifikasi internasional}

8} Monitoring

9) Evaluasi

10) Tindak  lanjut perbaikan hasil
monitoring dan evaluasi

7.

Quick Wins

a.

Pilot Project
Pengembangan
sistem
informasi dan
penerimaan
siswa baru

SMP berbasis
online

1) Identifikasi user requirement sistem
informasi dan penerimaan siswa baru
SMP berbasis online

2) Penyusunan sistem

3) Uji coba sistem

4) Penyempurnaan sistem

S) Penerapan sistem

6©) Monitoring

7) Evaluasi
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8) Tindak lanjut perbaikan  hasil
monitoring dan evaluasi

9) Pemeliharaan dan  pengembangan
secara berkelanjutan untuk menjamin
dan menjaga kualitas pelayanan yang
baik

b. Penerapan

PTSP

1) Pengkajian penerapan PTSP (dilakukan
secara terintegrasi dengan kegiatan
nomor 4) program  Peningkatan
Kualitas Pelayanan)

2) Penentuan jenis pelayanan yang dapat
diintegrasikan dalam PTSP dalam
waktu singkat

3] Penyusunan rancangan PTSP
(menyangkut kelembagaan, mekanisme
koordinasi/proses bisnis, SOP,
prosedur pelayanan, pengaturan
kewenangan, diskresi, kebutuhan
SDM, penggunaan teknologi informasi,
lokasi, sarana dan  prasarana,
kompetensi pegawai, dan lainnya)

4} Uji coba

5) Penyempurnaan hasil uji coba

6) Sosialisasi

7) Pembukaan PTSP

8) Monitoring

9) Evaluasi

10) Tindak lanjut hasil monitoring dan
evaluasi

11) Pemeliharaan dan  pengembangan
secara berkelanjutan untuk menjamin
dan menjaga kualitas pelayanan yang
baik

c. Penetapan
Wins
tahun
berikutnya

Quick
untuk

1) Identifikasi pelayanan strategis yang
dapat dijadikan gquick wins tahun
berikutnya

2) Perancangan gquick wins untuk
pelayanan strategis yang dipilih

3) Uji coba

4) Penyempurnaan hasil uji coba

5) Sosialisasi

6] Penerapan

7) Monitoring

8) Evaluasi
9) Tindak lanjut hasil monitoring dan
evaluasi

10) Pemeliharaan dan  pengembangan
secara berkelanjutan untuk menjamin
dan menjaga kualitas pelayanan yang
baik.
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8. | Zona Integritas 1) Penyiapan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebagai unit yang
ditetapkan untuk Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM;

2) Pencanangan Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM; _

3) Pelaksana Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

4) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM pada

tahun berikutnya

5) Monitoring

6) Evaluasi

7) Melakukan berbagai perbaikan yang
diperlukan terhadap seluruh

pelaksanaan kegiatan dalam rangka
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
untuk menjaga konsistensi perbaikan
berkelanjutan.

4. Prioritas SKPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk
mewujudkan target-target pada masing-masing SKPD diserahkan
pada masing-masing yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait
sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud
dalam melakukan renformasi birokrasi.

Bagi SKPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya
untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi
Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di

atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana tersebut dalam
Lampiran II.
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BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam
rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan
terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi
prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah
tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah
sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1.

a.

b.

M L0

pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat
Daerah setidaknya setiap dua minggu sekali;

survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan
yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah;

survei rutin secara on line;

pengelolaan pengaduan;

pengukuran target-target yang telah ditetapkan;

laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan
terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan
dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :

a.

o

oo

pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja
yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum
dilakukan rapat pleno;

pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok
kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi,
paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan;

survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas
pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;

pengelolaan pengaduan;

pengukuran target-target yang telah ditetapkan;

laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh
masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut :

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai
berikut :

a.

setdap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk
mengkordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi
birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan
monitoring secara terus-menerus terhadap kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya,

hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah
secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal
penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung
dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;

Kepala Perangkat Daerah bersama tim Perangkat Daerah, wajib
merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak
lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah
dirumuskan;

Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup
Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada
tingkat kelompok kerja dan pleno;
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Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja
Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat
Daerah.

2. Pada lingkup Pemerintah Daerah, mekanisme dilakukan sebagai
berikut :

a.

setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus-
menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi
birokrasi Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya,
hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan
disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi
yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;

hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan
langkah-langkah perbaikan yang diperiukan;

kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai
tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinsikan
oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan

dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan
terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi
prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah
tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah
sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1.

a.

b.

c.
d.
e.

f.

pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat
Daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;

survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan
yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah;

survei rutin secara on line;

pengelolaan pengaduan;

pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam
bulan sekali;

laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi
dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan
terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan
dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :

a.

pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja
yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat
pleno;

pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok
kerja yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi,
paling tidak dilakukan enam bulan sekali;

survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas
pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;

pengelolaan pengaduan,;

pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam
bulan;

Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh
masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan
untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.
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Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut :

1. Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai
berikut :

a.

setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk  untuk
mengkordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi
birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan
evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya;

hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
Kepala Parangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah,
wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan
tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah
dirumuskan;

permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup
Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada
tingkat kelompok kerja dan pleno;

seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja
Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat
Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Daerah, mekanisme dilakukan sebagai

berikut :
a. setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam

bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka
reformasi birokrasi Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung
jawabnya,

hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan
disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi
yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;

hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan
langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;

kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai
tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan
oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.
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BAB V
PENUTUP

Dokumen KRoad Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Situbondo 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan
reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran
Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dokumen ini tidak memiliki makna
Jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan
sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena
itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat
Daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang di
dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing
dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor
sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo 2017-2021
dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku
kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Situbondo 2017-
2021 dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini
sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi
yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru
yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai
permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi
monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus
melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individu aparatur,
pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus-
menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam
rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus
dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan
banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda.
Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Situbondo
harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang
baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah komitmen
untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Dengan telah diselesaikannya Dokumen Road Map Reformasi
Birokrasi ini, maka diharapkan tahapan-tahapan sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada
Pemerintah Daerah, dapat diselesaikan pula. Hal tersebut dimaksudkan
agar Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi ini menjadi dasar hukum
bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

C =

DADANG WIGIARTO
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Lampiran II Peraturan B

rangsn <o 4 PR 4011

Nomor :

\ Tahun 2017

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo

II.1. Tahun 2017
Indikator Bulan Penanggung Anggaran
No Program/Keglatan Tahapan jawab/SKPD {Rp.)
Tazget 213 4 | 8|6 |7 9 10 11 12 terkait )
1. Pembinaan dan Peagembangan

Aparatur

1) Pelaksanaan Analisis Jabatan | Dokumen hasil Anjab | a. Penyusupan rencana Bagian -
dan Analisis Beban Kerja dan ABK pelaksanean Anjab dan ABK Organisasi

2 Dokumen b. Pelaksanaan Anjab dan ABK BKPSDM
¢. Penyusunan Hasil ;ﬁ;-l:_iemm
d. Penerapan hasil pada jabatan Perubahen dan
¢. Monitoring dan tindak lanjut Penataan
hasil monitoring Bistemn
f. Evaluasi Manajemen
g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2018 SDM Aparatur
2] Penyempummaan standar Dokumen atandar | a. Penyusunan rencana Bagian -
kompetensi jabatan kompetensi jabatan penyempurnaan standar Organisasi

kompetensi jabatan BK’I?SDM

b. Pelsksanaan  penyusunan Pokja
standar kompetensi jabatan Manajemen

1 dokumen ¢, Penyusunan hasil Perubahan
d. Penerapan hasil pada jabatan g?:ml’cna
¢. Monitoring dan tindak lanjut Manajemen
|__hasil monitoring SDM Aparatur

f. Evaluasi

g _Tindak lanjut hasil evaluasi 2018 _

3] Penyusunan rencana Dokumen rencana | a. Penyusunan rencana BKPSDM Sesuai  Pagu
kebutuhan PNS sesuai beban | kebutuhan PNS Pelaksanaan  Penyusunan Bagian Indikatif
kgrja dan kompetensi yang rencana kebutuhan PNS Organisasi Anggaran dalam
dibutuhkan SKPD, termasuk | 1 dokumen b. Penyusunan rencana Pokja RPIMD
rencana rekruitmen aetiap kebutuhan PNS Manajemen Kabupaten
tahun. c. Penerapan  hasil _ pada Perubahan Situbonde 2016-

rekruitmen dan Penataan | 2021
d. Monitoring dan tindak lanjut Sistem
| hasil monitoring Manajemen
e. Evaluasi SDM Aparatur
f. Tindak lanjut haail evaluasi 2018
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Penanggung

Iadikator Anggaran
Program /Kegiatan Taha jawab/SEFPD
/ Teagot pan 10 | 11 | 12 terkedt ®p-)
4) Penyempurnaan sistem Sistem rekruitmen a. Penyusunan rencana BKPSDM Sesuai =~ Pagu
rekruitmen PNS penyempurnaan sistemn Pokja Indikatif
rekruitmen Manajemen dalam
1 aistem b. Kajian penyempurnaan Perubahan RPJMD
sistem dan Penataan | Kabupaten
c. Penyusunan sistem baru Sistem Situbondo 2016-
= Manajemen 2021
d. Uji coba SDM_Aparatur _
5] Pelaksanaan rekruitmen % CPNS yang direkrut | a. Pelaksanaan rekruitmen BKPSDM Sesuai ~ Pagu
sesuai sistem rekruitmen sesuai dengan dengan sistem baru Pokja Indikatif
baru dan kebutuhan kompetensi yang Manajemen dalam
reloruitmen PNS setiap tahun | dibutuhken Petrubahan RPJMD
sesuai dengan rencana 100% b. Monitoring dan tindak lanjut dan Penataan | Kabupaten
kebutuhan dan kompetensi hasil monitoring Sisteﬂ_'l Situbondo 2016-
¢. Evaluasi Manajemen 2021
SDM Aparatur
d. Tindak lanjut hasil evaluasi
6] Penerapan sistem rekruitmen | 70 9% pejabat yang | a. Penyusunan rencana BKE_‘SDM Sespai ) Pagu
tarbuka untulk jabatan- direkrut sesuai dengan penerapan sistem rekruitmen Pokja' Indileatif
jabatan tertentu kompetensi yang terbuka untuk  jabatan- Manajemen Anggaran dalam
dibutuhkan jabatan tertentu Perubahan RRIMD
T0% b. Penentuan jabatan-jabatan dan Penataan | Kabupaten

yang aken dibuka

c. Pencrapan sistem dalam
lingkup internal Pemda

d. Monitoring dan tindak lanjut
haail monitoring :

e. Evaluasi

f. Tindak lanjut hasit evaluasi

7} Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan

Dokumen hasil evaluasi

a. Penyusunan rencana evaluasi

jabatan jabatan
1 Dokumen

b, Pelaksanaan evaluasi jabaten

Siatem
Manajemen
SDM Aparatur

Situbondo 2016-
2021

c. Penyusunan hasil evaluasi
jabatan,

d. Penerapan  hasil  evaluasi
jabatan

€. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring

f. Evaluasi

g- Tindak lanjut hasil evaluasi

Bagian
Organisas
BKPSDM
Pokja
Manajemen

Perubahan
dan Penataan
Sistem
Manajemen
SDM Aparatur
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No. Program /Ksgiatan Indliator Tahapan Jjawab/SEPD {Rp.)
) Target 1i2(8|a|s8|6fj7]|8|9|[1} 1112 torkait _

8) Pelaksanaan assessment | % pejabat yang seauai ! a. Penggunaan hasil assessment BKP_'SDM Ise;i‘;;ltif Pag
kompetensi terhadap | dengan kompetensi kompetensi untuk P°k3ﬂ_ An an
seluruh PNS yang dibutuhkan pengelolaan SDM Mansjemen o | RPD dalam

70% b. Monitoring dan tindak lanjut Perubahan bupate
hasil monitoring Penataan Sistem | Kabupaten
= Evaluasi Manajemen SDM Situbondo 2016-
’ Aparatur 2021
d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2018 ) N

9)  Penyusunan kebutuhan dan | Dokumen  fencana | a. Penyusunan rencana BKPSDM it Pagu
rencana pengembangan PN8, | kebutuhan dan rencana penyusunan kebutuhan Pok]a. dalam
meliputi kepemimpinan, | pengembangan pegawai pengembangan PNS Mansgjemen dan w
manajerial, fungeional dan | 1 dokumen b. Penyusunan rencana Mbahmsistem Kabu n
teknis kebutuhan  pengembangan Penataan si FE‘HO 2016-

PNS Manajernen SDM | Situbond
Aparatur 2021
¢. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut haail evaluasi . -
10) Pelaksanaan pengembangan | % pegawai yang | a. Pelaksanaan pengembangan BKP:SDM lSesl_uIalﬁ[ Peg
PNS sesuai kebutuhan mengikuti PNS Pokja. dalam
ngem awai Manajemen A;ﬁ%:gm
2% b, Momitoring dan tindak lanjut kmbﬂ’ans_ f:; Eabu ren
hasil monitorng pelaksanaan Pepataan 518 ? bga o 2016-
ngembengan PNS Manajemen SDM | Situbondo
pe Aparatur 2021
c. Evaluasi
d. Tindak lanjut heail evaluasi -

11} Penyusunan rencana | Aplikasi rencana | a. Penyusunan rencana BKP_SDM ]Ses_ua.lﬁr Pagu

penempatan dan pola karier | penempatan dan pola penempatan dan pola karier Bagian ndika

PNS

karier PNS PNS, termasuk pola karier Organisasi
Jjabatan fungsional ' Pokja
1 Aplikasj b. Penerapan rencana Manajemen

Perubahan dan

penempaten dan pola karier Sistem

PNS, termasuk pola karier

jabatan funssiona] Manajemen SDM
¢. Monitoring dan tindak lanjut Aparatur
d. Evaluasi

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Anggaran dalam
RPJMD
Kabupaten
Situbondo 2016-
2021
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Indilmtor Bulan Penanggang Anggaran
No. Program/Kegiatan Taha h/SKPD
Target i I etkatt (RP)
12} Pelaksanaan rencana | % pejabat yang sesuai | a. Penerapan rencana BKPSDM Sesuai Pagu
penempatan dan pola karier | dengan kompetensi | penempatan dan sistem pola Bagian Indikatif
PNS yang dibutuhkan karier pada Sistem Organisasi Anggaren dalem
Manajemen SDM Pokja RPIMD
TO% b. Pembaruan data rencana Manajemen Kabupaten
penempatan den pola karier Perubahan dan | Situbondo 2016-
€. Monitoring dan tindak lanjut Penataan Sistem | 2021
hasil monitoring Manajemen SDM
d. Evaluaai Aparatur
e. Tindak lanjut haail evaluasi 2018
13) Penyusunan siatem | Sistem manajemen | a. Penyusunan rencana BKPSDM Sesuai Pagu
manajemen kinerja PN3 kinerja pembangunar aistem Bagjan Indikatif
manajermen kinerja PNS dan Organisasi Anggaran dalam
pengembangannya Pokja RPJMD
1 sistem b, Penyusunan Sistem Manajemen Kabupaten
Meanajemen kinerja PNS dan Perubahan dan | Situbondo 2016-
| pengembangannya Penataan Sistem | 2021
¢, Uji eoba Manajemen SDM
d. Penyempurnaan hasil uji coba Aparatur
«. Tindak lanjut hasil
penyempurnean 2018
14) Sosialisasi berbagai | Jumlah sosialisasi a. Penyusunan rencana BKPSDM Sesuei Pagu
kebijakan kepegawaian sosialisasi Pokja Indikatif
2 kali b. Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen dalam
¢. Monitoring dan tindak lanjut Perubahan dan | RRIMD
hasil monitoring Penataan Sistem | Kabupaten
d. Evaluasi Manajemen SDM Situbondo 2016-
Aparatur 2021
&. Tindak lanjut haail evaluasi
15} Pencrapan kebijakan | Jumlah kebijakan | a. Penyusunan rencana BKPSDM Sesuai Pagu
kepegawaian kepegawaian yang pencrapan aturan kebijakan Pokja Indikatif
diterapkan kepegawaian yang menjadi Manajemen Anggaran dalam
kewajiban PNS Perubahan dan | RRIMD
1 Peraturan b, Penerapan  (setelah melalui Penataan Sistem | Kabupaten
sosialisasi) Manajemen SDM | Situbondo 2016-
c. Monitoring dan tindak lanjut Aparatur 2021
hasil monitoring
d. Evaluasi
¢. Tindak lanjut hasil evaluasi 2018
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No Program/Kegiatan Indfiator Tahapan jawub/SEPD (Rp.)
' Target 2 10! 11 | 12 terkait _

16) Penyusunan Rencana | % Pejabat  yang | a. Penyusunan rencana BKD ?“!"mﬁr Pagu
pengembangan kepribadian | memperoleh pengembangan  kepribadian Pokja ndika dal
role model pengembangan role model Manajemen

kepribadian Perubahan dan | RPJMD
100%% b. Pelaksanaan pengembangan Penataan Sistem | Kabupaten

role model bagi para pejabat

¢. Penerapan role model bagi
scluruh pejabat

d. Moenitoring dan tindak lanjut

e. Evaluaai
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
17) Monitoring dan tindak | % kegiatan yang | a. Monitoring terhadap
lanjut hasil monitoring | dilaksanakan sesuai pelaksanaan seluruh kegiatan
scluruh kegiatan program | target SDM
SDM 8056 b. Tindak lanjut hasil monitoring

18) Ewvaluasi aclurub kegiatan
dalam program SDM

% kegiatan yang
dilaksanakan aesuai

target
BO%

Evaluasi terhadap pelaksanaan
seluruh kegiatan program SDM

19) Tindek lanjut perbaikan
hasil monitoring  dan
evaluasi seluruh kegiatan
dalam program SDM

% kegiatan yang
dilaksanakan geanai

a, Tindak lanjut terhadap hasil
moenitoring dan evaluasi

| _target
80%

b. Perbaikan kegiatan-kegiatan
program SDM

20) Kegiatan-kegiatan yang
harus dilakukan dalam
rangka mewujudltan target-
target prioritas dimaksud

% hasil mnitoring dan
evaluasgi yang
ditindeklanjuti melaluj
penetapan prioritas,

a. Identifikasi berbagai kegiatan
baru yang perlu dilaksanakan
untuk tahun berikutnya
scsuai hasil evaluasi

sesuai dengan | dan kegiatan baru

perkembangan  kemajuan

pelaksanaan reformasi

birokrasi dalam program

Pembinaan dan b. Penyusunan prioritasi
PensemP_ :hnsan K:xp’:::; 100% - Penctapen k:neslatan yang
Bitubondo -

d. Perbaikan/penyusunan
kembali/pencantuman
kegiatan daelam rencana aksi
tahun berikutnya

Manajemen SDM

Situbondo 2016-

Aparatur 2021
Folga Sesuai  Pagu
Manajemen Indikatif

Perubahan dan
Penataan Sistem
Manajemen SDM

Anggaran dalam
RPIMD
Kabupaten

Aparatur Situbondo 2016-
2021
SKPD terkait Sesuai Pagu
Pokja Indikatif
Manajemen Anggaran dalam
Perubahan dan | RPJMD
Penataan Sistem | Kabupaten
Manejemen SDM | Situbondo 2016~
Aparatur 2021
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hagil monitoring pelakesanaan
kegiatan

d. Evaluasi

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Indikator Bulen Penanggnng Anggaran
No. Program [ Kegia wab/SEKPD
[Regiatan Target Tehapan 1(2]3[a[s[e6[7[8]9[10]| 1|12 p ehait Rp-)
a. Peningkatan disiplin aparatur _ ]
1} Penyusunan dan Penerspen | Persentase PNS8 yang | a. Penyusunan rencana BKP_SDM Sﬁ}lm‘ Pagu
sistern  penilaian  kinerja | memperoleh nilai pembangunan sistern Baglan Indikatif
PNS Kineja  di  bawah penilaian kinerja PNS Organisasi Anggaran dalam
standar b. Pembangunan sistemn Pokja RPJMD
penilaian kinerja PNS Manajemen K{abupaten
25% C. Uj; coba Perubahan dan Situbondo 2016-
Penataan Sistem | 2021
d. Penyempurnaan  hasil  uji Manajemen SDM
coba Aparatur
e. Pencrapan sistem penilaian
kinerja PNS
f. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
| g Evaluasi
h. Tindak lanjut hasil evaluasi 2018 _
2) Pembinasn Disiplin Pegawai | Persentase a. Penyusunan rencana BKFSDM See‘ual‘ Pagu
Negeri Sipil disiplin PNS yang teiah pelaksanaan pembinaan Inspektorat Indikatif
ditindaklanjuti disiplin PNS Poltja. dalam
100% b. Pembentukan Tim pembinaan Manajemen RPJMD
disiplin PNS Perubshan dan | Kabupaten
¢. Pelaksanaan pembinaan Penataan Sistem | Situbondo 2016-
disiplin PNS Manajemen SDM | 2021
Aparatur
d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaicsanaan
kegiatan
| . Evaluasi
f. Tindak Janjut hasil evaluasi 2018
3. | Ponataan Peraturan
Porundang-undangan
1}  Asistensi Pembahasan | Jumlah Rancangan } a. Penyusunan rencana kerja 9'8?"‘““*‘“"‘ )
Rancangan Peraturan | Peraturan Daerah agistensi pembahasan Pokja Penataan
Daerah dalam asistensi Rancangan Peraturan Dagrah Peraturan
pembahasan b. Pelaksanaan asistensi Perundang-
pembahasan Rancangan undangan
Peraturan Dacrah
30 Ranperda ¢. Monitoring dan tindak lanjut
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0. Program / Kegiatan . pan terkait Rp:)
2) Workshop Rancangan | Tingkat partisipasi | a. Penyusunan rencana Bagian Hukum )
Peraturan Dacrah Inisiatif | masyarakat dalam |  pelaksanaan kegiatan Polga Penataan
DPRD workshop  Rancangan workshop Peraturan
Peraturan Daeerah | b. Pelaksanaan kegiatan Perundang-
Inisiatif DPRD workshop Rancangan undangan
Peraturan Daerah Inisiatif
DPRD
70% ¢. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
3) Fasilitasi Rancangan | Jumlah Rancangan | a. Penyusunan rencana Bagian Hukum )
Peraturan Dacrah Peraturan Deerah |  harmonisasi dan sinkronisasi Pokja Penataan
usulan SKPD yang Rancangan Peraturan Daerah Peraturan
telah dilakukan | usulan SKPD Perundang:-
sinkronisasi dan | b. Pelaksanaan harmonisasi dan undangan
diharmonisasikan sinkronisasi Rancangan
Peraturan Daerah  usulan
SKPD
10 Ranperda c. Penyusunan rekormnendasi
hazil harmoniaasi dan
sinkronisasi Rancangan
Peraturan Daerah usulan
SKPD
d. Menitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan
c. Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2018 _ -
4) Harmonieasi dan | Jumlah Ranperbup dan | a. Penyusunan rencana Bagian Hukum
Sinkronisesi ~ Rancangan | Rankepbup yang telah |  harmonisasi dan sinkronisasi Pokja Penataan
Peraturan Bupati dan | dilakukan ainkronisasi Ranperbup dan Rankepbup Peraturan
Keputusan | dan diharmonisasikan usulan SKPD Perundang-
Bupati b. Pelaksanaan harmonisasi dan undangan
ainkronisasi Ranperbup dan
Rankepbup uaulan SKPD
+ve.. Ranperbup c. Penyusunan rekomendasi
«vs. Rankepbup hasil harmonisasi dan

sinkronigasi Ranperbup dan
Rankepbup usulan SKPD
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No.

Program/Kegiatan

Indikator

Tahapan

d- Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan

__ kegiatan

¢. Evaluasi

10

11

. Tindak lanjut hasil evaluasi

2018

12

Penanggung
jawab/SKPD
terkait

(Ry-)

5)

Harmonisasi

Sinkronisasi Peraturan
Daerah dan Peraturan

Bupati

Jumlah Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati yang
telah dilakukan

sinkronisaasi
dihermonisasikan

dan

a. Identifikasi Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati yang
ju dilakul 1 o

dan sinkronisasi

b. Penyusunan rencana
harmonisasi dan sinkronisasi
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati

20 Perda
20 Perbup

¢. Pelaksanaan harmonisasi dan
sinkronisasi Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati

d. Penyusunan rekomendasi
hasil harmonisasi dan
sinkronisasj Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati

c. Monitoring dan tindak lanjut
hasil moenitoring pelaksanaan
kegiatan

if. Evaluasi

g Tindak lanjut hasil evaluasi

€

Redokumentasi Produk

Hukum Daerah

Jumlah dokumen Produk

Hukum
disusun

Daerah

yang

a. Identifikasi produk hukum
daerah yang peria
didokumentasikan kembali

5 Dokumen

b. Penyusunan rencana
pendokumentasian  kembali
produk hukum dasrah

Bagian Hukum
Pokja Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan

c. Pelaksanaan
pendokumentasian  kembali
produk hukum daeerah

d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
| kegiatan

e. Evaluasi

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

2018

Bagian Hukum
Fokja Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan
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Indikator Bulan Penanggung
. awab/SKPD
o Frogram/Kegiatan Target Tahapan 1]2]s]|4]|6c]6 10 111 12 | eeetait ®p)

7} Monitoring dan  tindak | %  kegiatan  yang | h. Monitoring terhadap Pokja Penataan | Sesuai ~ Pagu
lanjut hasil monitoring | dilaksanakan  sesuai pelaksanaan seluruh kegiatan Peraturan Indikatif
seluruh kegiatan program | target program Penataan Peraturan Perundang- Anggaran dalam
Penataan Peraturan Perundang-undangan undangan RPJMD
Perundang-undangan 80% i Tindak  lanjut hasil Kabupaten

monitoring Situbondo 2016-

8) Ewaluasi seluruh . kegiatan | % kegiatan  yang | Evaluasi terhadap pelaksanaan 2021
dalemn program Penataan | dilaksanakan sesuai | seluruh  kegiatan  program
Peraturan Perundang- | target Penataan Peraturan Perundang-
undangan 80% undangan

9) Tindek lanjut perbaikan | % kegiatan yang | a. Tindek lanjut terhadap hasil
hasil  monitoring  dan | dilaksanakan  sesuai monitoring dan evaluasi
evaluasi scluruh kegiatan | target
dalam Penataan | 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan
Peraturan Perundang- program Penataan Peraturan
undangan Perundang-undangan

10} Kegiatan-kegiatan yang | % hasil mnitoring dan | a. Identifikasi berbagai kegiatan
harus dilakukan dalam | evaluasi yang baru yang perlu dilaksanakan
rangka mewujudkan target- | ditindaklanjuti melalui untuk  tahun  berikutnya
target prioritas dimaksud | penetapan prioritas, sesuai hasil evaluasi
sesuai dan kegiatan baru
perkembangan  kemajuan | 100% b. Pelaksanaan koordinasi kerja
pelaksanaan reformasi sama permasatahan
birokrasi dalam program peraturan perundang-

Penataan Peraturan. undangan
Perundang-undangan ¢. Monitoring dan tindak lanjut
Pemerintah Kabupaten hasil monitoring pelaksanaan
Situbondo kegiatan
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
4, Peagustan Pengawasan

1) Penyusunan  kebutuhan | Jumlah Auditor BKPSDM Se’f‘lmﬁf

:lemm f;;smml Auditor [ orang Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 3 Program Pembinaan dan gfé:mm o Indika dalam
pau Jumlah P2UPD Pengembangan Aparatur Pengawasan dan | RPJMD
Kinerja Situbondo 2016-

2) Penyusunan rencana | Persentase Auditor dan ansKPSDM . 2021
pengembangan Auditor dan | P2UPD yang pektoral
P2UPD memperoleh Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 10 Program Pembinaan dan Pokja Penguatan

peningkatan Pengembangan Aparatur Pengewasan dan
| kompetensi Akuntabilitas
100% I Kinerja
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Indikator Peananggung Anggaran
No. Program/Kegiatan Tahapan Jjawab /SEPD
Target 2 10 | 11 [ 12 terkait (Rp-)
3) Penyusunan rencana | % evaluasi SPIP SKPD | a, Penyusunan rencana evaluasi Inspektorat Sesuai Pagu
peningkatan penerapan penerapan SPIP Pokja Penguatan | Indikatif
SPIP 100% b. Sosialisasi inatrumen wasan dan | Anggaran dalam
evaluasi SPIP Akuntabilitas RPJMD
Kinerja Kabupaten
4]  Penerapan SPIP % SKPD yang | a. Penerapan SPIP di SKPD Inspektorat Situbondo 2016-
menerapkan SPIP Pokja Penguatan | 2021
100% b. Monitering dan eviuasi Pengawasan dan
c. Tindak lenjut hasil Akuntabilitas
monitoring dan evaluasi Kinerja
5)  Penyusunan rencana | Opini BPK Penyusunan rencana monitoring BPPKAD
monitoring pengelolaan Inspektorat
keuangan berbasis akrual | WIP Pokja Penguatan
untuk seluruh SKPD Pengawasan dan
Akuntabilitas
Kinerja
6} Sosmialisasi tertib | Jumiah Sosialisasi Sosialisasi tertib administrasi BPPKAD
administrasi  pengelolaan [ an pengelolaan keuangan Inspektorat
keuangan berbasia akrual Pokja Penguatan
Pengawasan dan
. Akuntabilitas
Kinerja
7}  Pelaksanann monitoring | Opini BPK a. Pelaksanaan monitoring BPPKAD
pengelolaan keu pengelolaan  keuangan  di Inspektorat
berbasis akrual di SKPD seluruh SKPD Pokja Penguatan
WTP b. Tindak lanjut hasil Pengawasan dan
monitoring Akuntabilitaa
Kinerja
8  Sosialisasi LHKPN Jumlah Sosialisasi Sosialisasi LHPKN BKPSDM
2 kali Inspektorat
9]  Asistensi Pengisian LHKPN | Perascntase pejabat yang | & Asistensi Pengisian LHKPN Pokja Penguatan
bagi pejabat telah  menycrahkan | bagi pejabat Pengawasan dan
LHKPN Akuntabilitas
100% b. Monitoring penyerahan Kinerja
LHKPN
10) Penyusunan rencana | Persentase pengaduan | Penyusunan rencana Inspektorat
pengembangan sarana | yang ditindaklanjuti pengembangan sarana Pokja Penguatan
pengaduan  penyampaian | 100% pengaduan penyampaian Pengawasan dan
informasi indikasi informasi indikesi terjadinya Akuntabilitas
terjadinya KKN KKN Kinerja
11) Penerapan sarana | Persentase pengaduan | Pencrapan asarana pengaduan

pengaduan  penyampaian
P ; indikasi
terjadinya KKN

penyampaian informasi indikasi
terjadinya KKN
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Indikntor Bulan Peaanggung
Ko. Program/Kegiatan Taha awab/SKPD ]

° d Target pas 1[:34367591ounjmmt f"“
12) Tindak lanjut pengaduan | Persentase pengaduan | Tindak  lanjut  pengaduan Sesuai ~ Pagu
informasi indikasi | yang ditindaklanjuti informasi  indikasi terjadinya Indikatif 4

terjadinya KKN 100% KKN ;%an alam
13) Penerapan wistleblower % jumlah pengaduan ; a. Penyusunan rencana Kabupaten
yang berhaail penerapan wistleblower Situbondo 2016-
ditindaklanjuti 2021
100% b. Penyusunan pedoman
pelaksanaan uistieblower
c. Sosialisasi
d. Penerapan wistleblower
&. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
{. Evaluasi
g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2018
14] Monitoring dan tindak | % kegiatan yang | a. Monitering dan tindak lanjut
lanjut hasil monitoring | dilaksanakan sesuai hasil monitoring
scluruh  kegiatan pada | target
Prograin Penguatan | 80% b. Tindak lanjut hasil monitoring
_Pengawasan
15) Evaluasi seluruh kegiatan | % kegiatan  yang | BEvaluasi seluruh kegiatan dalam
dalam program Penguatan | dilaksanakan sesuai { program Penguatan Pengawasan
Pengawasan | target
80%%
16) Tindak lanjut hasil evaluasi | % kegiatan  yang | a. Tindak lanjut terhadap haail
seluruh  kegiatan dalam | dilaksanakan seauai evaluasi
program Penguatan | target
Pengawasan 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan
program penguatan
pengawasan
5. Peningkatan Profesionalisme
tenagn pemeriksa dan aparatur
pengawasan
1}  Pelatihan  pengembangan | Persentase tenaga BKPSDM Sesuai  Fagu
tenaga  pemeriksa  dan | pemeriksa dan Hpﬂrt:;:;" Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 10 Program Pembinaan dan L’le(l;:mt ~tan Indikatif ol
aparatur pengawas was
an i:nggapatinm?;:guhm Pengembangan Aparatur ngmumg dan | RPIMD
I 70% i Akuntabilitas l{abmn 2016
inery 8it o -
9 Pelat teknis Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 10 Program Pembinaan dan fonene 2:'!;1
pengawasan dan penilaian o
akuntabilitas kinerja Pengembangan Aparatur




No Program/Keglatan [ndiiator Teha an Jawab/SKPD
Target pan 1(2[a[4]s[6]7]8]o 10| 1|12 terkait {Rp-)
6. Pengembangan Sistem dan
Prosedur Eetstalaksansan dan
Peluyanan Publik
1) Penyusunan sistem dan | Jumlah kebijakan | a. ldentifikasi kebutuhan .
prosedur tetap terkait sistern dan kebijakan terkait sistem dan
_prosedur tetap prosedur tetap
5 Ranperbup b. Penyusunan sistem dan
prosedur tetap
¢. Pembahasan rancangan
kebijakan aistern dan
prosedur tetap dengan
stakeholder
d. Penetapan sistem dan
prosedur tetap
e. Penerapan aistemn dan
prosedur tetap
f. Menitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
g. Evaluasi
h. Tindak lanjut hasil evaluasi
2) Penyusunan Standar | Jumlah Standar | a. ldentifikasi jenis pelayanan *
Pelayanan (SP) Pelayanan yang telah yang memerlukan Standar
disusun sesuai Pelayanan
ketentuan b. Penyusunan Standar
Pelayanan
10 8P ¢. Pembahaszan SBtandar
Peluyanan bersama seluruh
stakeholder
d. Penetapan Standar
Pelayanan
¢. Penerapan Standar
Pelayanan
f. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
| & Evaluaasi
h. Tindak lanjut hasil evaluaasi -
3) Penyusunan Standar | Jumlah Standar | a. Identifikasi kebutuhan SOP Scauai Pagu
Operasional Prosedur (SOF) | Operasional  Prosedur yang akan disusun Indikatif 1
(80P yang telah | b. Identifikaai berbagai D
disusun informasi yang diperlukan RPJM
untuk menyusun SOP Kabm:fn 2016-
30 SOP c. Analisis ferhadap alternafif. Situbondo

alternatif prosedur yang
berhaasil diidentifilkaai wntuk
dibuatkan standarnya

2021
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Indikator Bulan Anggaran
No. tan Taha jawab/SKPD
Frogram/Kegla Targot pan 2 78 10| 11| 12 terkait (Rp-)
d. Penulisan SOP
e. Pengujian dan review
f. Pengesahan dokumen SOP
g Penerapan 8OP dalam
praktek pen_yclcnggaraan
tugas dan fungsi
h. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
i. _Evaluasi
J. _Tindak lanjut hasil evaluasi 2018
4] Penyusunan Sistern | Dokumen Naskah | a. Perencanaan penyusunan DPMPTSP b
Penyelenggarasn Pelayanan | Akadernis dan sistemn penyelenggaraan Bagian Hukum
Terpadu Satu Pintu Perda pelayanan terpadu satu pintu Baglan
2 Dokumen b. Pengkajian penerapan sistem Organisas1
PTSP Bagian Kerja
¢, Penyusunan Naskah Sama dan
Akademis dan  Ranperda Penanaman
sistem penyelengparaan PTSP Moc!al
d. Pembahasan dengan Pokja Penataan
melibatkan seluruh seluruh Tatalaksana,
stakeholder U
- T T rganisasi, an
e. 'l;;:;:man lanjut haail Peni.r.zgkatan
f. Penyampaian ke Bagian g:l:hm
Hukum untuk proses legislasi Publlik
8. Legislasi Rancangan Perda 2018
3) Penyusunan Tata Cara | Rancangan Peraturan | a. Perencanzan penyusunan DP"_‘H‘SP -
Pencabutan Izin dan Non | Bupati Rancangan Peraturan Bupati Bagian Hukum
Izin 1 Ranperbup b. Penyusunan Rancangan Bagian
Peraturan Bupati Organisasi
c. Workshop pembahasan Pokja Penataan
Rancangan Peraturan Bupati Tatalak:::a.
d. Tindak lanjut hasil workshop Penguatan
z : Organisasi, dan
e. Penyampaian ke  Bagian Peningkatan
Hukum untuk proses Kualitas
penetapan Pelayanan
Pubtik
f. Penerapan pelayanan

Pencabutan Izin dan Non Izin
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Indikator Bulan Wl st;g %)
No. Program/Kegiatan . Tahapan 2 71819 | 10|11 12 terkait (Rp-
g Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
h. Evaluasi
i. Tindak lanjut hasil evaluasi 2018
T Peningkutan Knalitas
Pelayanan Publik
1) Peninjavan lapangan dan [ Rekomendasi Tim | a. Penyusunan rencana D_PMPTSP Teknis ’
penyusunan pertimbangan | Teknis untuk peninjauan lapangan T‘m. . e
teknia permohonan izin Penerbitan [zin terhadap permohonan izin Perizinan
.. Rekom b. Pembentukan Tim Teknis Pokja Penataan
Perizinan Tatalaksana,
c. Pelaksanaan peninjauan Penguabanl dan
lapangan dan penyusunan m
pertimbangan teknia Kuall?g:a
permohonan izin Pelay
Publik
d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
e. Evaluaai
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
2) Peninjauan lapangan dan | Rekomendasi Tim | a. Penyusunan rencana D‘PMFISP )
pengawasan izin Pengawasan Perizinan peninjauan lapangan Tim ?;ngawasan
terhadap izin yang diterbitkan Terpa_ adu
«essr. Rekom b. Pembentukan Tim Penzinan
Pengawagsan Perizinan Pokja ~Penataan
c. Pelaksanaan peninjauan ']l;:;alakst:nnm
lapangan dan penyusunan guatarn don
pertimbangan teknis hasil Organisash
pengemaser oo
d. Monitoring dan tindak lanjut ﬁ:m oman
haail monitoring Publik
e. Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi BTEF -
3] Pelayanan Mobil Keliling Layanan izin trayek | a. Penyusunan rencana layanan DFM
Kelili mobil keliling Polja Penataan
....kali/bulen b. Penyiapan sarana, prasarana Tatalaksana,
dan ! Penguatan
¢. Pelaksanaan layanan Drgmmh dan
d. Monitoring dan tindsk lanjut Poningiatan
hasil monitoring Pela
e. Evaluasi Fubhk:"I

f.

Tindak lanjut hasil evaluasi
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Indikator Bulan Ponanggung
JEKPD
No. Program/Kegiatan Tahapan 2 = T8 TERTERT .iﬂw::m {Rp.}
4} Pengembangan SIM | SIM Perizinan a. identifikasi _ permasalahan DPMPTSP ;
Perizinan s operasional SIM Perizinan Pokja Penataan
1 aplikasi b. Perancangan model Tatalaksana,
pengembangan aplikasi SIM Penguatan
Perizinan Organisasi, dan
c._Uji coba SIM Perizinan Peningkatan
d. Penyempurnaan SIM Kualitas
Perizinan Pelayanan
c. Penerapan SIM Perizinan Publik
f. Monitoring pelaksanaan SIM
g Tindak lanjut terhadap hasil
monitoring
h. Evaluasi terhadap penerapan
i. Tindak lanjut terhadap hasil 2018
evaluasi :

5) Survei kepuasan | Tingkat kepuasan | a. Penyusunan rencana survei Ba,gm.n Sesual Pagu
masyarakat terhadap | masyarakat terhadap kepuasan masyarakat Organusast Indikatil dalam
berbagai jenis pelayanan pelayanan Pemda tethadap  seluruh  jenis SKFD terkait

pelayanan xgxlzk::nn:taan gﬁ;m
80% b. g:::y:;:g;zn u;:trumm survei Penguatan Situbondo 2016-
¢. Pelaksanaan survei Orgals.niaasl Il' dan | 2020
d. Pengolaha.n data dan analisis ;T:;htaa
hasil survei _ Pelayanan
e. Penyusunan rekomendasi Publik

6] Penerapan teknologi | Tingkat kepuasan | a. Penyusuan rencana DP MPTSP i

informasi masyarakat terhadap pencrapan teknologi Dinas Kominfo
pelayanan Pemda informasi pada sistem Pokja Penataan
F’El_ﬁIﬂ_-".‘ﬂ Tatalaksana,
80% b. Identifikansi wuser requirement Penguatan
¢._Uji coba sistem OrganBasi,
d. Penerapan teknologi iu"" Mh“".‘“gkam
informasi peda jenis Pela
pelayanan yang masuk PTSP Publiylﬂtm
dan menjadi quick wins
e. Monitoring dan tindak lanjut
pencrapan
f, Evaluagi
g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2018
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Penanggung
Indikator Bulan
/SKPD
No. Program/Kegiatan Tahapan 2 T8 o |11 | 12 wt’;m': (Rp.)
7) Monitoring dan evalueai | Persentase Unit | a. Penyusunan rencana Bagian Sesuai ~ Pagu
pelayanan publik Pelayanan yang telah pelaksanaan monev ke Unit Organisass Indikatif
melakukan pelayanan Pelayanan dalam rangka Inspektorat dalam
aesuai standar pelayanan publik Pokja Penataan RP&I:‘IDte
b. Pembentukan Tim  Monev Tatalaksana, P 016-
pelayanan publik Penguatan Situ e
Organisasi, dan | 2021
60% ¢. Penetapan parameter monev Peningkatan
pelayanan publik Kualitas
d. Pelaksanaan monev Pelayanan
pejayanan publik Publik
€. Monitoring dan tindak lanjut
penerapan
f. Evaluasi
g Tindak lanjut hasil evaluasi 20138 i . o
8]  Monitoring  dan _ tindak | %  Kematan  yang | a. Monitoring terhadap Pokja Penatasn | Sesual — Pegu
lanjut hasil monitoring | dilaksanekan sesuai pelaksanaan seluruh Tatalaksana, Indikati
seluruh  kegiatan pada | target kegiatan program Penguatan Anggaran dalam
Program Peningkatan Peningkatan kualitas Orgenisasi, dan | RRIMD
kualitaz Pelayanan Publik Pelayanan Publik Peningkatan Kabupaten
30% b. Tindak  lanjut  hasil Kualitas Situbondo 2016-
ttor ayanan
monitoring Publik
9) Evaluasi acluruh kegiatan | % kegiatan yang | Evaluasi terhadap pelaksanaan
dalam program Peningkatan | dilaksanakan sesuai | seluruh kegiatan program
kualitas Pelayanan Publik | target Peningkatan kualitas Pelayanan
BO% Publik
10) Tindak lanjut hasil evaluasi | % kegiatan yang | a. Tindak lanjut terhadap hasil
seluruh  kegiatan dalam | dilaksanaken  seauai monitoring dan evaluasi
program Peningkatan | target
kualitas Pelayanan Publik 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan
program Peningkatan
kualitas Pelayanan Publik _ .
11) Kegistan kegiatan  yang | 9% hasil monitoring dan | & Identifikasi berbaga; kegiatan Bagian Sesuai
harus dilakukan dalam | evaluasi yang baru yang perlu Organisasi Indikatif dal
rangka mewujudkan target- | ditindaklanjuti melalui dilaksanakan wuatuk tahun SKPD terkait Anggaran dalam
target prioritas dimaksud | penetapan  prioritas, berikutnya  sesuai  hasil Pokja Penataan | RPJMD
sesuai dengan | dan kegiatan baru evaluasi Tataleksana, KPb“Pﬂ:;-'ﬂ 2016-
perkembangan  kemajuan b. Penyusunan prioritas Penguatan Sltullaon o
pelaksanaan reformasi | 100% c. Penetapan kegiatan yang Organisasi, dan | 202
birokrasi dalam program akan dilakukan Peningkatan
Peningkatan kualitas d. Perbaikan/penyusunan Kualitas
Pelayanan Publik kembali/ pencantuman ,
Pemerintah Kabupaten kegiatan dalam rencana aksi Publik
Situbondo tahun berikutnya
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~ Program/Keglatan ndliator Taha — ;e"‘"»'m Rp.)
> Target pan 1}2]314]5]5]7[319]1o|n[12 terkait (Rp-
8. Pelaksanasn Penglmjian dan

Penerapan Standar Manajemen

Mutu .

1} Sertifikasi Standar | Persentaac Unit | a. Penyusunan Siatem SKPD ?“Pmtj.f Pagu
Manajemen  Mutu ISO | Pelayanan yang telah Manajemen Muty ISO 9001 : penyelenggara ;‘d’ka an
9001-2008 memiliki Sertifikat 1SO 2008 geul:g:“’“ R’;ﬁa’n dalam

S9001:2008 b. lznaglsemmtam 180 5001 Pokia Kabupaten
it Internal Tatalaksana, Situbondo 2016-
c. Audit In tan 2021
30% d. Perbaikan hasil audit internal &m dan
. Rapat Tinjauan Manajemen Kualitas
f. Audit Ekaternal/Sertifikasi Pelayanan
g Tindakan perbaikan haasil Publik
Audit Sertifikasi - P

2) Pemeliharaan Standar | Persentase Unit | a. Review dokumentasi Sistem SKPD Ise;};i:tjf
Manajemen Mutu ISO | Pelayanan yang telah Manajemen Mutu ISO 5001 : penyelenggara ndi
9001:2008 memiliki Sertifikat ISO | 2008 gﬁlgﬁ:“m RPoaD datam

9001:2008 b. ggglsmmtasl IS0 9001 Pokia Kab‘;g;amgom
T Tatalaksana, Bitu o -
30% c. Audit Internal Penguatan 2021
d. Perbaikan hasil audit internal Organisasi, dan
e. Rapat Tinjanan Manajemen Kualitas
f. Audit Eksternal/Sertifikasi Pelayanan
g Tindakan perbeikan hasil Publik
Audit Sertifikasi
9. Penataan Admisistrasd

Kepoendudulian =5

1) Pelayanan administrasi | Tingkat kepuasan | a. Penyusunan rencana Dinas d 830.000.000,
kependudukan masgyarakat  terhadap administrasi W,P;mdmtatanl

layanan  administrasi kependudukan dan
kependudukan b. Persiapan sarana, prasarana Sipil Penat
dan SDM pelaksana P°l"']al 1
polayanan ., Penguatan
8C% c. Pelaksanaan pelayanan gu dan
administrasi kependudukan wl"gkatan
d. Monitoring dan tindak lanjut Kualitas
pelaksanasn uat
o Evaluasi Pelayanan
. Publik

f. Tindak lanjut haeil evalusasi
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Indikator Penanggung
ten jawab/SKPD ;
Program /EKeglal Tabhapan 2 10 11 12 torkalt {Rp.)
2) Pengelolaan  Maintenance | Joringan dan alat-alat | a. Penyusunan pengelolaan Dinus 119.400.000,00
Jaringann  dan  alat-alat | Pelayanan Administrasi maintenance jaringan  dan Kependudukan
Administrasi | kependudukan alat-alat pelayanan dan Pencatatan
kependudukan administrasi kependudukan Slpl!
1 Jaringan Pelayanan | b. identifikasi Trouble Shoofing Pokja Penataan
Administrasi jaringan Tatalaksana,
kependudukan c. Maintenance jaringan dan Penguatan
alat-alat pelayanan Organisasi, dan
adminiatrasi kependudukan Peningkatan
d. Monitoring dan tindak lanjut Kualitas
| pelaksanaan Y
e. Evaluasi Publik
f. Tindak lanjut haszil evaluasi
3] Penyusunan arsip Digital | Dokumen arsip digital | a. Penyusunan rencana Dinas Ses}ta.i.' Pagu
administrasi kependudukan | kependudukan penyusunan  arsip  digital Kependudukan | Indikatif
administrasi kependudukan dan Pencatatan .;:;‘%‘agan delam
1 Dokumen b. Penyusunan arsip Digital Sipil
administragi kependudukan Pokja Penataan l{abub;pﬁ:ien 2016-
c. Monitoring dan tindak lanjut Tatelaksana, Situbondo
pelaksanaan Penguatan 2021
d. Evaluasi Orgenisasi, dan
Peningkatan
e. Tindak lanjut haasil evaluasi Kualitas
Pelayanan
Publik _

4} Monitoring, evaluasi dan | Dokumen hasil monev | a. Penyusunan Tencana Dinas Sesual Pagu
pelaporan administrasi | dan pelaporan | monitoring, evaluasi dan Kependudukan | Indikatif
kependudukan administraai pelaporan adminiatrasi dan  Pencatatan

kependudukan kependudukan Sipil Eapﬂrp[;ten
. a Penataan
o= > ks soreh o honar " | Shobonds 2016
pelayanan adminiatrasi Penguatan 2021
kependudukan Organisasi, dan
c. Evaluasi terhadap Pem“m
seluruh Kualitas
pelayanan administrasi Pelayanan
kependudukan Publile
d. Tindak lanjut terhadep hasil
monitoring dan evaluasi
¢. Penyusunan

pelaporan
administrasi kependudukan
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Program Penanggung
Indikator Bulan
No. Kegiatan Taha jawab/SKPD
/ Target pan 1]2|3]4]s]6[7]s[9[10]n}i terkait (Rp-)
10. | Quick Wins
1) Pengembangan aistem | Tingkat kepuasan | a. ldentifikasi Kelurshan untuk Dinas Sesum Pagu
informasi pelayanan | masyarakat terhadap penerapan sistem informasi Kependudukan | Indikatif
kependudukan di | pelayanan pelayanan kependudukan dan Pencatatan dalam
Kelurahan kependudukan  di | berbasis onfine (diselarasken Sipil . RPJMD
Kelurahan dengan kegiatan nomor 1 Dinas Kominfo Kabupaten
Program Penataan Administrasi Kelurahan Situbondo 2016-
Kependudukan) Polja Penataan | 2021
80% b. Penyusun sistem Tatalaksana,
e. bji coba sistem Penguatan
d. Penyempurnaan aistem Organisasi, dan
e. Penerapan aistem Peur:hngkatan
% aktivitas pencrapan | f. Monitoring pelaksanaan sistem Kualitas
aistem yang | g Tindak lanjut terhadap hasil Publik
dilaksanakan sesuai monitoring
target h. Evaluasi terhadap penerapan
sistem
0% i. Tindek lanjut terhadap hasil
evaluasi
}- Perbeikan terhadap sistem
untuk  pelaksanaan tahun
berikutnya
perizinan pararef | Bagian
8) Pengkajian pelayanan Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 dan 6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Organisasi
__perizinan pararel . i Bagian Hukum
b) Penentuan jenis | [ : ?kt;?aksmm
pelayanan yang dapat . ' a ang,
diiny A |P° Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomeor 4 dan 6 Pr Penguatan
pelayanan perizinan Peningkatan Kunalitas Pelayanan Publik Organisasi, dan
pararel Pemr_xgkatan
c} Penyusunan rancangan Kualitas
parare} {menyangkut Publik
mekaniame
koordinaai isni
SOP, ’P’“";,z:;‘,‘:; Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 dan 6 Program
pelayanan, pengaturan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
kewenangan,  diskresi,
kebutuhan EDM,
teknologi
informani, lokasi, sarapa
prasarana,
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- , . -~ Indikrator Taha ;:“b /SKPD {Rp.}
o. Program / Kegla . pan 2 t
d) Uji coba '
¢} Penyempurnaan hasil uji
coba
f) Bosialisas]
& Pembukaan dan | Tingkat kepuasan | {1) Pembukaan pelayanan
Penerapan pelayanan | masyarakat terl_‘lgdap perizinan pararel
perizinan pararel pelayanan  perizinan
pararel
80% {2) Penecrapan pelayanan
perizinan parare}
h) Monitoring % aktivitas penerapan | (1) Monitoring
sistem yang
dilaksanakan sesuai
90% (2] Tindak lanjut hasil monitoring
i) Ewvaluasi
j} Tindak lanjut  hasil
monitoring den evaluasi
11. Zona Integritas Menujn
WBK/WBBM 500.600.00
1) Penandatanganan Pakta | Jumlah SKPD yang | Penandatanganan Pakta Integritas g‘:g;kmt 200.000.000,
Integritas telah menandatangani

Pakta [ntegritas
100 SKPD
2) Penyiapan SKPD sebagai j Jumlah SKPD yang | Penyiapan 7 SKPD sebagai unit
unit yang ditetapkan untuk ( disiapkan untuk | yang ditetapkan untuk Zona
Zona Integritas Menuju | ditetapkan sebagai | Integritas Menuju WBK/WBBM
WBK/WBBM Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
7 SKPD
3) Pencanangan Zona | Jumlah SKPD yang Zona Integritas
Integritas Menuju | ditetapkan sebagni | Menuju WBK/WBBM
WBK/WBBM Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
7 SKPD
4) Pelaksanaan Zona | Tingkat kepuasan | Pencanangan Zona Integritas
Integritas Menuju | masyarakat terhadap | Menuju WBK/WEBM pada 7 SKPD
WBK/WBBM pelayanan pemda
80%

Pokja Penguatian
Pengawasan dan
Akuntabilitas
Kinerja
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lndikator Penanggung Anggaran
. Program Taha awab/SKPD
o /Kogiatan Target pan 2 o 1]z} terkait Rp.)
5) Monitoring dan Evaluasi Persentase  aktivitas | a. Monitoring Inspektorat Seauas| Pagu |
penerapan sistem Pokja Penguatan | Indikatf
yang  dilaksanakan Pengawasan dan | Anggaran dalam
sesuai target Akuntabilitas RPJMD
80% b. Evaluasi Kinerja Kabupaten
6) Pelaksanaan  perbaikan | Persentase aktivitas | a. Tindak lanjut terhadap hasil Inspektorat_ Situbondo 2016~
yang diperiukan terhadep ; penerapan sistern evaluasi SKPD terkait 2021
seluruh pelaksanaan | yang  dilaksanakan Pokja Penguatan
kegiatan dalam rangka | sesuai target Pengawasan dan
Zona Integritas Menuju | 80% b. Perbaikan terhadap sistem Akuntabilitas
WBK/WBBM untuk untuk pelaksansan tahun Kinerja
menjaga konsistensi berikutnya
perbaikan berkelanjutan
7} Penyiapan SKPD lain | Tingkat kepuasan | a. Penyusunan rencana
scbagai Zona Integritas | masyarakat terhadap penctapan Zona Intcgritas
Menuju WBK/WBBM pada | pelayanan pemgda menuju WBX/WBBM untuk
tahun berikutnya SKPD lainnya
80% b. Penetapan  SKPD  untuk
menerapkan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
12. | Penataan Ketatalaksanaan
1} Fenatean kctatalaksanaan | %  dari  Jumlah | & Identifikasi berbagai peraturan Bagian Sesuai =~ Pegu
yang terkait dengan | kebijakan perundangan daerah  yang Organisasi Indikatif
pelayanan dalam rangka | ketatalaksanaan baru dipandang kurang mendukung Bagian Hukum | Anggaran dalem
mendukung  pelaksanaan | yang diterbitkan pelaksanaan dan pelaksanaan SKPD terkait RRJMD
quick wins scbagai pengganti quick wins Pokja Penataan [{_abupatm
kebijaken b. Penyusunan rencana Tatalaksana, Situbondo 2016~
ketatalaksanaan yang pembahasan penataan Penguatan 2021
dipandang  kurang [ ¢, Perumusan kebijakan Organisasi, dan
mendukung perubahan untuk peraturan Peningkatan
pelaksanaan yang  dipandang  kurang Kualitas
pelayanan mendukung pelaksanaan dan Pelayanan
pelaksanaan quick wins Publik
60% d. Penctapan kebhjakan
e, Implementasi _
2} Penyempurnaan e Tingkat kepuasan | a. Penyempurnaan e-procurement hﬁE Isﬂﬂ}‘mﬁf Pagu
procurement pelaysnan pengadaan | b. Lanjutan peners; a- . nd
barang dan jasa pror.{ureme;p:etn pan Pokja Penataan | Anggaran dalam
80% c. Monitoring dan tindak lanjut Tatalaksana, RPJMD
hasil monitoring Penguatan Kabupaten
d. Evaiuasi Organisasi, dan | Situbondo 2016-
Peningkatan 2021
¢. Tindak tanjut hasil evaluasi Kualitaa
Pelayanan
Publik
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Indikator Bulan Penanggung Anggaran
- Program /Kegiatan Taha; nwab,
Ko / Target pant 1/2]3J4]s]e[7]s[o[10]nn]| 12 jmﬂ?n (Rp.)
13. Penguatan dan Ponatasn
Orgunisasi
1) Penataan organisasi yang | Persentase organisasi | a. ldentifikasi berbagai peraturan Bagian Sesuai Pagu
terkait dengan pelayanan | Perangkat Daerah perundangan  daerah  yang Organisasi Indikatif
dalam rangka mendukung | yang ditata dipandang kurang mendukung SKPD terkait dalam
pelaksanaan quick wins pelaksanaan guick wins Pokja Penataan | RFIMD
80% b. Penyusunan rencana Tatalaksana, Kabupaten
pembahasan penataan Penguatan Situbondo 2016-
¢. Perumusan kebijakan Organisasi, dan | 2021
perubahan  untuk  peraturan Peningkatan
yang dipandang kurang Kualitas
mendukung pelaksanaan guick Pelayanan
wins Publik
d. Penetapan kebijakan
e. Implementasi
2] Penataan terhadap tugas | Persentase kasus | a. Penyusunan rencana penatasn Bagian Sesuai
dan fungsi yang tumpang | tumpang tindih tugas terhadap tugas dan fungsi Organisagj Indikatif
tindih dan fungsi yang dengan dasar hasil pemetaan SKPD terkait Anggaran dalam
i i proaes bisnis Pokja Penataan | RRIJMD
100% b. Perumusan penataan terhadap Tatalaksana, Kabupaten
tugas dan fungsi yang tumpang Penguatan Situbonde 2016-
tindih (termasuk menata Qrganisasi, dan | 2021
kelembagaan) Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
c. Penerapan hasil penataan
d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring 2018
e. Evaluas:

f. Tindak lanjut hasil evaluasi
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I1.2. Tahun 2018
Ho Program/Kegiatan Indikcator Taha b/BKPD
Target pan 1 78 10 | 11§12 hw;,;.u (Rp.)
1. Pembinaan dan Pengembangan B
Aparatur
1) Penyempurnaan hasil Dekumen hasil analisis | a. Penyempurnaan Hasil Bagian -
Analisis Jabatan jabatan yang sudah analisis  jabatan sesuai Organisasi
disempurnakan dengan hasil monitoring dan BKPSDM
evaluasi yang telah dilakukan Pokja
1 Dokumen b. Penerapan hasil Manajemen
penyempurnaan pada jabatan Perubahan dan
c. Monitoring dan tindak lanjut Penataan
haail monitoring Sistern
d. Evaluasi Manajemen
e. Tindak lanjut hasil evaluasi SDM Aparatur
2) Penyempurnaan Hasi] Dokumen hasi! analisis | a. Penyempurnaan hasil ABK Bagian -
Analisis Beban Kerja beban kerja yang sudakh sesuai dengan hasil Organisasi
disempurnakan . monitering dan evaluasi yang BKPSDM
telah dilakukan Pokja
1 Dokumen b. Penerapen hasil pada jabatan Manajemen
dan kebutuhan pegawai Perubahean dan
¢. Monitoring dan tindak lanjut Penataan
hasil monitoring Sistem
d. Evaluasi Manajemen
¢, Tindak lanjut hasil evaluasi SDM Aparatur
3) Penyempumaan standar Dokumen standar | a. Penyempurnean standar Bagian -
kompetensi jabatan kompetensi jabatan kompetensi jabatan Organiaasi
yang sudah [ b. Penerapan hasil pada jabatan BKPSDM
disempurnakan ¢. Monitoring dan tindak lanjut Polga
hasil monitoring Manajemen
1 Dokumen d. Evaluasi Perubahan
e. Tindak lanjut hasil evaluasi gmm: enataan
Manajemen

BDM Aparatur
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No Program /Kegiatan Teha wab/SKPD Anggaran
] Target pes 1 it Rp.}
4) Penyusunan job grading Dokumen job grading a. Pernyusunan rencana Bagian -
penyusunen job grading izasi
1 Dokumen b. Penyusunan job grading BKPSDM
untuk seluruh jabatan sesuai Pokja
dengan hasil evaluaasi jabatan Manajemen
¢. Menitoring dan tindak lanjut Perubahan
hasil monitoring penyuaunan dan Penataan
d. Penerapan hesil job grading Manajemen
pada  penentuan  sistem SDM Aparatur
PCREEANAn
e. Monitoring dan tindak lanjut
penerapan
f. Evaluasi
g _Tindak lanjut hasil evaluasi
5] Review (penyempurnaan) Dokumen rencana | a. Review {penysmpurnaan) BKPSDM Seauai Pagu
rencana kebutuhan PNS kebutuhan PNS yang rencana  kebutuhan PN$ Bagian Indikatif
sesuaj beban kerja dan sudah disempurnakan sesuai beban kerga dan Organisasi Anggaran dalam
kompetensi yang kompetensi yang dibutuhkan Pokja RPJMD
dibutuhkan SKPD (sesuai SKPD (sesuai dengan Manajemen Kabupaten
dengan perkembangan perkembangan terakhir) Perubahen Situbondo 2016-
terakhir) 1 dokumen b. Penerapan hasil pada dan Penataan | 2021
rekruitmen Sistem
¢. Monitoring dan tindak lanjut Manajemen
hasil monitoring SDM Aparatur
d. Bvaluasj
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
6) Penyempurnaan sistern Siatem rekruitmen yang | a. Penyempurnaan sistem BKXPSDM
rekruitmen PNS {persiapan { sudah diperbaiki rekruitmen pegawai Pokja
untuk rekruitment 2017} (persiapan untuk rekruitmen Manajemen
2017) Perubshan
1 sistem b. Uji coba sistem baru dan Penataan
Sistem
Manajemen
SDM Aparatur
7] Pelaksanaan rekruitmen 9% CPNS yang dirckrut | a. Pelaksanasan rekruitmen BKPSDM
dengan sistem baru (tahun | sesuai dengan dengan sistem baru Pokja
2017} kompetensi yang Mangajemen
dibutuhkan Perubahan
100% b. Monitoring dan tindak lanjut dan Penataan
hasil monitoring Sistemn
c. Evaluasi Manajemen
SDM Aparatur

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

2019
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No. Program fEegixtan N —— Tabapan
Target
12) Pelalsanaan pengem! % pogawai yang mengikuti | a Pelaksanasn pengembangan PNS
PNS sesuai kebutuhan pangemhangan pegawai
3,2% b. Monitoring dan tindak lanjut hasfl
monitorng ann
| pengembangan PNS
o, Evalunsi
d. Tindak lanjut kasil evalunsi
13) Penyusunan rencana | Aphlikasi rencana | a Penyusunan rencana penempatan

psnempatan dan pola karier
FNS

penempatan dan  pola
karier PNS

dan pola karier PNS, termasuk
pola karier § fungsional

1 Aplikasi

Penerapan rencana penempatan
dan pela karier PNS, termasuk
pola karier jabatan fungaional

11

Pepanggong
Jomal/ARTD (Rp-)
oalonit
BKPSDM Sesuai Pagu
Pokja indikatif Anggaran
Manajemen dalam RPJMD
Perubahan dan | Kabupaten

Penataan Sistern
Manajemen SDM

Situbonde 2016~
2021

. Monitering dan tindak lanjut hasil

monitoring

. Evaluasi

»

Tindak lanjut haeil evaluasi

14} Penerapan rencana penempatan

% pejabat yang sesuai

Penerapan rencana penempatan

dan pola karier dengan kompetensi yang dan aistem pola karier pada Sistem
dibutuhkan Manajemen SDM
70% b. Pembaruan data rencans
penempatan dan pola karier
c. Monitoring dan tindak lamjut haajl
monitoring
d. Evaluasi
#. Tindak lanjut hasil avaliasi
15) Penyusunan sistem manajemen | Sistern manajemen kinerja | & Penyusunan rencans
kinerja PNS pembangunan sistsin manajemen
kinerja PNR dan
pengambangannya
1 sistem b. Pemyusunan Sistemn Manejermen
kinerjm PNS dan
pengembangannya
Ufi coba

als

. Penvemnpurnaan hasil uji coba

Aparatur

BKFSDM Sesusi Pagu
Bagian Indikatif Anggaran
Organi dalam RPJMD
Polga Kabupaisn
Manajemen Situbonde 2016~

Parubahan dan
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Apearatur

BKPSDM
Bagian
Orgeniaani
Pokjn
Manajemen
Perubahan dan
Penataan Sistermn
Manajemen SDM

Aparstur

2021
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11

12

Penanggung
jawab/SHPFD
terkait

(Rp.)

/ tan Tahy
Program /Kegia . pan 1 o
16) Lanjutan Penerapan sislem | % SKPD yang | a. Pencrapan sistemn manajemen
manajemen kinerja pegawai | menerapkan Sistem kinerja pegawai
100 b. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
¢. Evaluaai
d. Tindak lanjut hesil evaluasi
17} Scsialisasi berbagai | Jumlah sosialisasi a. Penyusunan rencana
kebijakan kepegawaian sosialisasi
4 kali b. Pelaksanaan Sosialisasi
c. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
d. Evaluasi
¢, Tindak lanjut hasil evaluasi
18} Penerapan kebijakan | Jumlah kebijakan | a. Penyusunan rencana
kepegawaian  yang baru | kepegawaian yang pencrapan aturan kebijakan
berlaku diterapkan kepegawaian yang menjadi
kewajiban PNS
Disesuaikan dengan | b. Penerapan {setelah melalui
kebijakan yang terbit sosialisasi)
c. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
19) Lanjutan Pelaksanaan | % Pejabat yang | a. Lanjutan Pelaksanaan
pengembangan kepribadian | memperoleh pengembangan  mle  model
role model pengembangan bagi para pejabat
kepribadian
100% b. Penerapan role model bagi
seluruh pejabat
¢. Monitoring dan tindak lanjut
hasil menitoring
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
20) Monitoring dan tindek ; % kegiatan yang | a. Monitoring terhadap
lanjut hasil monitoring | dilaksanakan sesuai pelaksanaan seluruh kegiatan
seluruh kegiatan program | target program SDM
SDM 80% b. Tindak lanjut hasil monitoring

BKPSDM
Organisasi
Pokja
Manajemen
Perubahan
dan Penataan
Siatem
Manajemen
SDM A tur
BKPSDM
Pokja
Manajemen
Perubahan
dan Penataan
Sistem
Manajemen
8DM Aparatur

BKPSDM

Pokja
Manajemen
Perubahan
dan Penataan
Sistemn
Manajemen
SDM Aparatur

BKPSDM
Pokja
Meanajemen
Perubahan
dan Penataan
Sistemn
Manajemen
SDM Aparatur

Sesuai Pagu
Indikatif
Anggaran dalam
RPJMD
Kabupaten
Situbondo 2016-
2021
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Ko /Keglatan tor Tah Bulan wab/SKPD Anggaran
. Program apan a
Target pe 1 7 o] 1] 1|’ terkait (Rp-}
21) Evaluasi seluruh kegiatan | % kegiatan  yang | Evaluasi terhadap pelaksanaan BKPSDM Sesuai Pagu
dalam program SDM dilaksanakan sesuai | seluruh kegiatan program SDM Pokja Indikatif
| _target Manajemen Anggeran dalam
BO%6 Perubahan RPJMD
22) Tindak lanjut perbaikan | % kegiatan yang | a. Tindak lanjut terhadap hasil dan Penataan | Kabupaten
hasii  monitoring  dan | dilaksanakan  sesuai monitoring dan evaluasi Sistem Situbondo 2016-
evaluasi seluruh kegiatan | tarpet Manajemen 2021
dalam program SDM 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan SDM Aparatur
program SDM
23) Kegiatan-kegiatan yang | % hasil mnitoring dan | a. Identifikasi berbagai kegiatan
harus dilakukan dalam | evaluasi yang baru yang perlu dilaksanakan
rangka mewujudkan target- | ditindaklanjuti melalui untuk tahun berikutnya
target prioritas dimaksud | penstapan prioritas, sesuai hasil evaluasi
aesuei dengan | dan kegiatan baru b. Penyusunan prioritasi
perkembangan m::l 100% ¢. Penetapan kegiatan yang
birokrasi dalam program akan c.hlakulmn
Pembinaan dan d. ::crbgﬂahcsn}pmyusunan
em pencanturnan
ca s gl oo kegiatan dalam rencana aksi
Situbondo tahun berikutnya
2. Peningkatan disiplin aparatur
1) Lanjutan Penerapan sistem | Persentase PN8 yang [ a. Lanjutan penerapan sistem BKPSDM Sesuai Pagu
penilaian kinerja PNS memperoleh nilai penilaian kinerja PNS Bagian Indikatif
kinerja dibawah | b. Monitoring dan tindak lanjut Organisasi Anggaran dalam
stander hasil monitoring Pokja RPJMD
20% c. Evaluasi Manajemen Kabupaten
Perubahan Bitubondo 2016-
dan Penataan | 2021
d. Tindak lanjut hasil evaluasi Siatem
2019 Manajemen
SDM Aparatur
2) Lanjutan Pembinaan | Persentase pelanggaran | a. Lanjutan pelakaanaan BKPSDM
Diaiplin Pegawai Negeri Sipil | disiplin PNS yang telah pembinaan disiplin PNS Inspektorat
ditindaklanjuti Pokja
100% b. Monitoring dan tindak lanjut Manajemen
hasil monitoring pelaksanaan Perubahan
kegiatan dan Penataan
¢. Evaluaai Sistem _
d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2019 Manajemen
SDM Aparatur
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° ® % Targot ' 1[2]afa[s[e[7]8[9[10] 1112 jam (RP)
3. Penataan Peratoran
Perundang-undangan
1)  Asistenai Pembahasan | Jumlah Rancangan | a. Penyusunan rencana kerja Bagian Hukum -
Rancangan Peraturan | Peraturan Daerah asistensi pembahagan Pokja
Daerah dalam asistensi Rancangan Peraturen Daerah Penataan
pembahasan b. Pelakapnean asistensai Peraturan
pembahasarn Rancangan Perundang-
Peraturan Daerah undangan
30 Ranperda ¢. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksansan
kegiatan
d. Evaluesi
e. Tindak lanjut hasil evaiuasi
2) Workshop Rancangan | Tingkat partisipasi | a. Penyusunan rencana Bagian Hukum -
Peraturan Daerah Inisiatif | masyarskat dalam pelaksanaan kegiatan Pokja
DPRD workshop  Rancangan workshop Penataan
Peraturan Daerah | b, Pelaksanaan kegiatan Peraturan
Inisiatif DPRD workshop Rancangan Perundang-
Peraturan Daerah Inisiatif undangan
DFRD
75% ¢. Monitering dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan
d. Evaluesi
e, Tindak lanjut hasil evaluasi
3} Fasilitasi Rancangan | Jumlah Rancangan | a. Penyusunan rencana Bagian Hukum -
Peraturan Daerah Peraturan Daerah harmonisasi dan sinkronisasi Pokja
usulan SKPD yang Rancangan Peraturan Deerah Penataan
telah dilakukan usulan SKPD Peraturan
sinkronisasi dan | b. Pelaksanaan harmonisasi dan Perundang-
diharmonisasikan sinkronisasi Rancangan undangan
Peraturan Daerah usulan
SKPD
30 Ranperda ¢. Penyusunan rekomendasi

hasil harmonisasi dan
sinkronisasi Rancangan
Peraturan Daerah usulan
SKPD

d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil momnitoring pelaksanaan
kegiatan

e. Evaluasi

f. Tindak lanjut hasil evaluasi




" /Kegiatan — Taba jawab/SKPD
0. Program
Target pes 12 terkait
Harmonisasi dan | Jumlah Ranperbup dan | a. Penyusunan rencana Bagian Hukum
Sinkronisasi Rancangan | Rankepbup yang telah harmonisasi dan sinkronisasi Pokja
Peraturatn  Bupati dan | dilakukan sinkronisasi Ranperbup dan Rankepbup Penataan
Rancangan Keputusan | dan diharmonisasikan usulan SKPD Peraturan
Bupati b. Pelaksanaan harmonisasi dan Perundang-
sinkronisasi Ranperbup dan undangan
Rankepbup usulan SBKPD
.... Ranperbup ¢. Penyusunan rekomendasi
..... Rankepbup hasil harmonisasi dan
sinkronisasi Ranperbup dan
Rankepbup usulan SKPD
d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan
e. Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
Harmonisasi dan | Jumlah Peraturan | a. Ildentifikasi Peraturan Daerah Bagian Hukum
Sinkronisasi Peraturan { Dacrah dan Peraturan dan Peraturan Bupati yang Pokja
Daerah dan Peraturan | Bupati yang  telah perlu dilakukan harmonisasi Penataan
Bupati dilakukan asinkronisasi dan sinkronisasi Peraturan
dan diharmonisasikan b. Penyusunan rencana Perundang-
harmonisasi dan sinkronisasi undangan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
20 Perda ¢. Pelaksanaan harmonisasi dan
20 Perbup sinkronisasi Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati
d. Penyusunan rekomendasi
hasil harmonisasi dan
sinkronisasi Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati
¢. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
iatan
f. Evaluasj
. Tindak tanjut hasil evaluasi
(6] Redokumentasi Produk | Jumlah dokumen | a. Identifikasi produk hukum Bagian Hukum
Hukum Daerah Produk Hukum Daerah daerah yang petlu Pokja
yang disusun didokumentasikan kembali Penataan
5 Dokumen b. Penyusunan rencana Peraturan
pendokumentasian  kembali Perundang-
produk hukum daerah undangan
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No / tan Indikater Taha wab/BKPD
. a
Program/Kegix Target pas 1 7 o | u iz |? terkait (Rp)
¢. Pelakeanaan .
pendokumentasian  kembali
produk hukum daerah
d. Monitoring dan tindak lanjut
hasi! monitoring pelaksanaan
kegiatan
2. Evaluasi
. _Tindak lanjut hasil evaluasi 2019
7) Monitoring dan tindak | %  kegiatan  yang | h. Monitoring terhadap Bagian Hukum | Sesuai Pagu
lanjut hasil monitoring | dilaksanakan  sesuai pelaksanaan seluruh kegiatan Polkja Indikatif
seluruh kegiatan program | target program Penatasan Peraturan Penataan Anggaran dalam
Penataan Peraturan Perundang-undangan Peraturan RPJMD
Perundang-undangan 80% i. Tindak lanjut haail Peruncdang- Kabupaten
monitoring undangan Situbondo 2016-
2021
8] Evaluasi seluruh kegiatan | % kegiatan yvang | Evaluasi terhadap pelaksanaan
dalam program Penataan | dilaksanakan sesuai | seluruh  kegiatan  program
Peraturan Perundang- | target Penataan Peraturan Perundang-
undangan 80% undangan
9) Tindak lanjut perbaikan | % kegiatan yang | a. Tindak lanjut terhadap hasil
hasil  monitoring  dan | dilaksanakan sesuad monitoring dan evaluasi
evaluasi seluruh kegiatan | target
dalam program Penataan | 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan
Peraturan Perundang- program Penataan Peraturan
undangan Perun -undangan
10) Kegiatan-kegiatan yang | % hasili mnitoring dan | a. Identifikasi berbagai kegiatan Bagian Hukum
harus dilakukan dalam | evaluasi yang baru yang perlu dilaksanakan SKPD terkait
rangka mewujudkan target- { ditindaklanjuti melalui untuk  tahun  berikutnya Pokja
target prioritas dimaksud | penetapan prioritas, sesuai hasil evaluasi Penataan
sesuai dengan | dan kegiatan baru Peraturan
perkembangan  kemajuan Perundang-
reformasi undangan
birokresi dolorn  program | 100% h. Pelaksanann koordinasi
Penatann Peraturan kerjasama permasalahan
Perundang-undangan peraturan perundang-
Pemerintah Kabupaten undangan
Situbondo ¢

Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan

d. Evaluasi

e. Tindak lanjut hasil evaluasi
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/ tan Indikator Tuh jawab/SRPD
. Program / Kegia a
e Tergot pes 1 (2 s a8 6 769 10] 11 ] 12 | reskmit (Rp)
4, Pengnatan Pengawasan
1} Penyuaunan kebutuhan | Jumlah Auditor BKPSDM Sesuai Pagu
tenaga ional i Diintegrasikan dalam kegiatan nom ogram binaan dan Inspektora Indikatif
dan P2 i Auditer | 10 orang ke or 5 Pr Pem Pl;sk'a ' Annggamn dalam
o PAOFD Jumiah P2UPD Pengembangan Aparatur Penguatan RPIMD
7 orang — Pengawasan Kl;.l';fuptlf.cﬂ201‘5
i L dan Situbonda -
2 Penyusunan renicana | Persentase Auditor dan .
: pengembangan Auditor dan | P2UPD yang Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan A!‘unf:bihm 2021
P2UPD memperoleh Pengembangan Aparatur 3
peningkatan P
kompetenai
100%
3) Penyusunan rencana | % evaluasi SPIP SKPD a. Penyusunan rencana evaluasi Inslgektorat
peningkatan penerapan penerapan SPIP Pokja
SPIP 100% b. Sosialisas; Thetrumen Sudah disusnn/dilaksanakan tahun 2014 Penguatan
evaluasi SPIP Pengawasan
4) Lanjutan Penerapan SPIP % SKPD yang | a. Lanjutan Penerapan SPIP di dan »
menerapkan SPIP SKPD A.l_cunfablhm
100% b. Monitoring dan evaluasi Kinerja
c. Tindak lanjut hasil
monitoring dan evaluasi
S) Penyusunan rencana | Opini BPK Penyusunan rencana monitoring BPPKAD
menitoring pengelolaan Inagcktorat
keuangan berbasis akrual | WTP Pokja
untuk seluruh SKPD Penguatan
6} Sosialisasi tertib | Jumlah Sosialisasi Soagialisasi tertib administrasi Pengawasan
administrasi  pengelolaan [ pengelolaan keuangan dan -
keuangan berbasis akrual Akuntabilitas
7) Pelaksanaan monitoring | Opini BPK a. Pelaksanaan monitoring Kinerja
keuangan pengelolaan  keuangan di
berbasis akrual di SKPD seluruh SKPD
WTP b. Tindak lanjut hasil
monitori
8) Sosialisasi LHKPN Jumlah Sosialisasi Sosialisasi LHPKN Sudah dila) kan tohun 2014 IBKPSl[c)t::I .
2 kali nspektora
9)  Asistensi Pengisian LHKPN | Persentase pejabat yang | a. Asistenai Pengisian LHKPN Pokja
bagi pejabat telah menyerahkan bagi pejabat Penguatan
LHKPN mgawasan
100% b. Monitoring penyerahan .
LHKPN Akuntabilitas
Kinerja
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No ! tan tor Taha
. Program [ Hegin " pan
10} Penyusunan rencana | Persentase pengaduan | Penyusunan rencana
pengembangan sarana | yang ditindaklanjuti pengembangan sarana
pengaduan  penyampaian [ 100% pengaduan penyampaian
informasi indikasi informasi indikasi terjadinya
terjadinya KKN KKN

11)

Lanjutan penerapan Sarana

Persentase pengaduan

Penerapan sarana pengaduan

Angguran
(Rp-)

pengaduan  penyampaian | yang ditindaklanjuti penyampaian informasi indikasi
informasi indikasi | 100% terjadinya KKN
terjadinya KKN
12) Tindak lanjut pengaduan | Persentase pengaduan | Tindak lanjut pengaduan
informasi indikaai | yang ditindaklanjuti informasi  indikasi terjedinya
terjadinya KKN 100% KKN
13) Lanjutan Penerapan | % jumiah pengaduan | a. Lapjutan penerapan
wistleblower yang berhasil wistieblower
ditindaklanjuti
100% b. Monitering dan tindak lanjut
hasil monitoring
c. Evaluasi
d. Tindak lanjut haasil evaluasi
14} Monitoring dan tindek | % kegiatan yang | a. Monitoring dan tindak lanjut

lanjut hasil monitoring

seluruh  kegiatan  pada | target

Program Penguatan

Pengawasan

dilakaanakan acanai

hasil monitoring

B80%

b. Tindak lanjut hasil monitoring

Evaluasi seluruh kegiatan
dalam program Penguatan
Pengawasan

% kegiatan yang
dilaksanakan sesuai

target
80%

Evaluasi seluruh kegiatan dalam
program Penguatan Pengawasan

16)

Tindak lanjut hasil evaluasi
scluruh  kegiatan dalam

program Penguatan
Pengawasan

% kegiatan yang
dilaksanakan aesuai

a. Tindak lanjut terhadap hasil
evaluasi

target
80%

b. Perbaikan Lkegiatan-kegiatan
program penguatan
PENgAWASAn

Sesuai Pagu
Indikatif
Anggaran dalam
RPIMD
Kabupaten
Situbondo 2016-
2021
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N Program /Kegiatan toe Taha /8KPD
o. jawab
Target pas 1|2[s[a]s[a][7][8]9o]10] 1] 12 terkait {Rp-)
8. Peningkatan Profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
1) Pelatihan pengembangen | Persentase tenaga BKPSDM Sesuai  Pagu
tenaga eriksa  dan meriksa dan aparatur Inspektorat Indikatif
aparatur xnmsam ‘;ngawm yang telah Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pok?: Penguatan | Anggaran
mendapatkan pelatihan Pengembangan Aparatur Pengawasan dan | dalam RPJMD
70% ! Akuntabilitas Kabupaten
2) Pelatihan teknis Kinerja Situbondo
pengawasan dan penilaian Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan 2016-2021
akuntabilitas kinerja Pengembangan Aparatur
6. Pengombangan Sistem dan
Prosedur Hetatalakmanaan dan
Pelayanan Publik
1) Lanjutan penyusunan | Jumlah kebijakan | a. Identifikasi kebutuhan Bagian -
siatem dan prosedur tetap terkait sistem dan kebijakan terkait sistem dan Organisasi
prosedur tetap prosedur tetap Inspektorat
5 Ranperbup b. Penyusunan sistem dan SKPD terkait
prosedur tetap Pokja Penataan
¢. Pembahasan rancangan Tatalaksana,
kebijakan  sistem  dan Penguatan
prosedur tetap dengan Organisasi, dan
stakeholder Peningkatan
d. Penetapan  sistem  dan Kualitas
prosedur tetap Pelayanan
e. Penerapan siatem  dan Publik
prosedur tetap
{. Monitoring dan tindak lanjut
haail monitoring
| g._Evaluasi
h. Tindak lanjut hasil evaluasi 2019
2] Lanjutan penyusunan | Jumlah Standar | a. Identifikasi jenis pelayanan SKPD terkait Sesuai  Pagu
Standar Pelayanan (SPy Pelayanan yang telah yang memerlukan Standar Bagian Indikatif
disusun sesuai Pelayanan Organisaai Anggaran
ketentuan b. Penyusunan Standar Inspektorat dalam RPJMD
Pelayanan Pokja Penataan { Kabupaten
20 SP c. Pembahasan Standar Tatalaksana, Situbondo
Pelayanan bersama seluruh Penguatan 2016-2021
stakeholder QOrganisasi, dan
d. Penetapan Standar Peningkatan
Pelayanan Kuslitas
€. Penerapan Standar A
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Indikator Anggaran
Program /Kegiatan Tahapan " {Rp.)
f. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
g Evaluasi
h. Tindak lanjut hasil evaluasi 2019
3} Lanjutan penyusunan | Jumiah Standar | a. Identifikasi kebutuhan SOP SKPD terkait Sesuai Pagu
Standar Operasional | Pelayanan yang telah yang akan disusun Pokja Penataan | Indikatif
Prosedur (SOP) disusun b. ldentifikasi berbagai Tatalaksana, Anggaran
informasi yang diperlukan Penguatan dalam RPJMD
untuk menyusun SOP Organisasi, dan | Kabupaten
125 SOP ¢. Analisia terhadap aiternatii- Peningkatan Situbondo
alternatif prosedur yang Kualitas 2016-2021
berhasil diidentifikasi untuk Pelayanan
dibuatkan standarmya Publik
d. Penulisan SOP
| ¢. Pengujian dan review .
| f. Pengesahan dokumen SOP
g Penerapan S0P dalam
praktek penyelenggaraan
tugas dan fungsi
h. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
i. _Evaluasi
j._Tindak lanjut hasil evaluasi 2019
4) Penyusunan Sistem | Dokumen Naskah | a. Perencanaan penyusunan DPMPTEP
Penyelenggaraan Pelayanan | Akademis dan sistem penyelenggaraan Bagian Hukum
Terpadu Satu Pintu Rancangan Perda pelayanan terpadu satu pintu Bagian
2 Dokumen b. Pengkajian penerapan sistem Organisasi
PT3P Bagian Kerja
¢. Penyusunan Naskah Sama dan
Akademnis dan Ranperda maﬂ
sistem lenggaraan PTSP
d. pﬂnbahp:;‘ay: dengan Sudah disesun tahun 2013 Pokja Penataan
melibatkan seluruh Tatalaksana,
stakeholder Penguatan
e. Tindek lanjut  haail Organisasi, dan
pernbahasan Peningkatan
. Penyampaian ke Bagian Kualitas
Hukum untuk proses legislasi ;:tg;naﬂ

g Legislasi Rancangan Perda
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Indikator
. SKPD
No. Program Keglatan Tabapan 1 10 11 12 J.'t::illt Rp-}
5) Penyusunan Tata Cara | Rancangan Peraturan | a. Perencansan penyusunan DPMPTSP
Pencabutan Izin dan Non | Bupati Rancangan Peraturan Bupati . Bagian Hukum
Izin 1 Ranperwal b. Penyusunan Rancangan Bagian
Peraturan Bupati Organisasi

c. Workshop pembahasan Pokja Penataan
Rancangan Peraturan Bupati Tatalaksana,

d. Tindak lanjut hasil werkshop Penguatan

. P - ke  Bagi grenga_amsas:, dan
Hukum untuk proses ingkatan

Kualitas
penctapan Pelayanan

f. Penerapan Publik
Pencabutan Izin dan Non Jzin

g- Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring

h. Evaluasi

i. Tindak lanjut hasil evaluasi

7. | Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1} Peninjauan lapangan dan | Rekomendasi Tim | a. Penyusunan rencana DPMPTSP -
penyusunan pertimbangan | Teknis untuk peninjauan lapangan Tim Teknis
teknis permohonan izin Penerbitan Izin terhadap permchonan izin Perizinan
11.482 Rekom b. Pembentukan Tim Teknis Pokja Penataan
Perizinan _ Tatalaksana,

c. Pelakaanaan peninjauan Penguatan
lapangan dan penyusunan Organisasi, dan
pertimbangan teknis Peningkatan
permohonan izin Kualitas

d. Monitoring dan tindak lanjut Pelayanan
hagil monitoring Publik

e. Evaluasi

Tindak lanjut hasil evaluasi
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Indikator Bulan Penanggung
No. Program / Kegiatan - Tahapan jawab/SKPD Anggaran
Target 1 7 10| 11 | 12 terkait (Rp.)

2) Peninjauan lapangan dan | Rekomendasi Tim | a. Penyusunan rencana DPMPTSP -

pengawasan izin Pengawasan Perizinan peninjauan lapangan Tim Pengawasan
terhadap izin yang diterbitkan Terpadu
11.482 Rekom b. Pembentukan Tim Perizinan
Pengawasan Perizinan Pokja Penataan
¢. Pelaksanaan peninjauan Tatalaksana,
lapangan dan penyusunan Penguatan
pertimbangan teknis  hasil Organisasi, dan
pengawasan Peningkatan
d. Monitoring dan tindak lanjut Kualitas
hasil monitoring _ Pelayanan
e. Evaluasi f Publik
f. Tindak lanjut hasi! evaluasi 2019
3] Pelayanan Mobil Keliling Layanan izin trayek | a. Pelaksanaan layanan mobil DPMPTSP -
keliling kelili Pokja Penataan
4 kali/bulan b. Monitoring dan tindak lanjut Tatalaksana,
hasil monitoring Penguatan
c. Evaluasi | Organisasi, dan
d. Tindak lanjut hasil evaluasi Peningkatan
Kualitas
2019 Pelayanan
Publtk
4) Penerapan SIM Perizinan Tingkat kepuasan | a. Penerapan SIM Perizinan DPMPTSP -
masyarakat terhadap Pokja Penataan
yanan perizinan Tatalaksana,
85% b. Monitoring pelaksanaan SIM Penguatan
Perizinan Organisasi, dan
¢. Tindak lanjut terhadap hasil Peningkatan
monitoring gulalitas
d. Evaluasi terhada era elayanan
P penerapan Publik
e. Tindak lanjut terhadap hasil
evaluasi 2019 .

S) Surver kepuasan | Tingkat kepuasan [ a. Penyusunan rencana survei Bagian Sesuai Pagu
masyarakat terhadap | masyarakat terhadap kepuasan masyarakat Organisasi Indikatif
berbagai jenis pelayanan pelayanan Pemda terhadap  seluruh  jenis SKPD terkait Anggaran dalam

pelayanan Pokja Penataan | RPIMD
80% b. Penyusunan instrumen survei Tatalaksana, Kabupaten
dan uji cobanya Penguatan Situbondo 2016~
¢. Pelaksanaan survei Organisasi, dan | 2021
d. Pengolahan data dan analisis o ngkatan
hasil survei P:ahtas
e. Penyusunan rekomendasi Pub!gik
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-—
Indikator
No. Program /Keglatan Tehapan Bulan jnwab/SKPD Anggaran
Turget 1 7 10 | 11 | 12 terkait (Rp-)
6) Pengkajian penerapan PTSP | Tingkat kepuasan | a. Pengkajian penerapan PTSP DPMPTSP -
masyerakat terhadap | b. Penyusunan kerangka sistem Bagian Hukum
pelayanan Pemnda PTSP Bagian
80% ¢. Penyusunan rencansa Organisasi
penerapan Pokia Penataan
d. Penerapan  PI'SP  sesuai Tatalaksans,
rencana Penguatan
e. Monitoring dan tindak lanjut Organisesi, dan
penerapan Peningkatan
f. Evaluasi g:lalim
. Ti ] i i ayanan
g- Tindak lanjut hasil evaluasi 2019 Publik
7) Pengembangan PISP untuk | Tingkat kepuasan | a. Pencrapan  PTSP  haasil DPMPTSP -
Quick Wins masyaraket terhadap rumusan {sebagaimana SKPD terkait
pelayanan Pemda dihasilkan dari  kegiatan Bagian
nomor 6] Organisasi
80% b. Monitoring dan tindak lanjut Pokja Penataan
penerapan Tatalaksana,
c. Evaluasi Penguatan
d. Tindak lanjut hasil evaluasi Organisasi, dan
Peningkatan
2019 Kualitaa
Pelayanan
Publik
8) ?encrapa_n teknologi | Tingkat kepuasan | a. Penerapan teknologi DPMFTSP Sesuai Pagu
informmaj masyarakat terhadap informaaii pada jenis Dinas Kominfo Indikatif
pelayanan Pemnda pelayanan yang masuk PTSP Pokja Penataan | Anggaran dalam
dan menjadi guick wins Tatalaksana, RPJMD
80% b. Monitoring dan tindak lanjut Penguatan Kabupaten
penerapan Orgenisasi, dan | Situbondo 2016-
c. Evsluasi Peningkatan 2021
d. Tindak lanjut hasil evaluasi Kualitas
2019 Pelayanan
— Publik
9) Monitoring dan evaluasi | Persentase Unit | a. Penyusunan rencana Bagian
pelayanan publik Pelayanan yang telah monev ke Unit Organisasi
melal-:.uksn pelayanan Prlayanan  dalam rangka Inspektorat
sesuai standar pelayanan publik Pokja FPenataan
b. Pembentukan Tim Monev Tatalaksana,
pelayanan publik Penguatan
¢. Penetapan parameter monev Organisasi, dan
pelayanan publik Peningkatan
d. Pelaksanaan monev Kualitas
pelayanan publik Pelayanan
Publik
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Indikator Taha Bulan jawah/SKPD e—
Yo Program/Kegiatan Target pan 1 7 10 | 11 | 12 terkait {Rp.)
e. Monitoring dan tindak lanjut
penerapan
f. Evaluaai
._Tindak lanjut hasil evatuasi 2019 -
10) Monitoring dan tindak | %  kegiatan  yang | 2. Monitoring terhadap Pokja Penataan | Sesuai it agu
lanjut hasil monitoring | dilaksanakan  sesuai pelaksanaan seluruh Tatalaksana, Indikal
seluruh  kegiatan pada | target kegiatan program Penguatan Anggaran b
Program Peningkatan Peningkatan kualitas Organisasi, dan dalam RPJM
kualitas Pelayanan Publik Pelayanan Publik Peningkatan Kebupafim
80% b. Tindak  lanjut  hasil Kualitas Situbondo
monitoring Pelayanan 2016-2021
Publik
11) Evaluasi seluruh kegiatan | %  kegiatan  yang | Eveluasi terhadap pelaksanaan Pokja Penataan
dalam program | dilaksanakan sesuai 1 seluruh kegiatan  program Tatalaksana,
Peningkatan kualitas | target Peningkatan kualitas Pelayanan Penguatan don
Pelayanan Publik 80% Publik Organisasi,
12) Tindek lanjut hasil evaluasi | % kegiatan yang | a. Tindak lanjut terhadap hasil Pet:hngkatan
seluruh kegiatan dalam | dilaksanakan  sesuai monitoring dan evaluasi IP(:la tas
program Peningkatan | target e
kualitas Pelayanan Publik 30% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan
program Peningkatan
kualitas Pelayanan Publik .
13) Kegiatan-kegiatan yang | % hasil mnitoring dan | a. Identifikasi berbagai kegiatan SKPD terkait
harus dilakukan dalam | evaluasi yang baru yang perlu Bagian
rangka mewujudkan target- | ditindaklanjuti melalni dilaksanakan untuk tahun E iy
target prioritas dimaksud | penetapan  prioritas, berikutnya  sesuai  hasil Pokja Penataan
sesuai dengan | dan kegiatan baru evaluasi Tatalaksana,
perkembangan  kemajuan b. Penyusunan prioritasi Pcnguatan 4
aan reformasi | 100% c. Penetapan kegiatan yang Organisasi, dan
birokrasi datam program akan dilakukan Pcmngkatan
Peningkatan kualitas d, Perbaikan/penyusunan Kualitaa
Pelayanan Publik kembali/pencantuman Pel‘;ﬁnan
Pemerintah Kabupaten kegiatan dalam rencana aksi Pu
Situbondo tahun berikutnya
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—1
Indikator Bulan Penangguing
No. Program/Kegiatan Taha Jawah/SKPD
Target pat 1Jz2]a]a]s]e]7]8]0o] 101112 terknit {Rp-)
8. Polaksansan Ponghkajian dan
Penorapan Standar Mansjemen
Mutu
1}  Sertifikasi Standar | Persentase Unit | a. Penyusunan Sistem SKPD Sesuai  Pagu
Manajemen Mutu IS0 | Pelayanan yang telah Manajemen Mutu [80 900] : penyclenggara Indikatif
9001-2008 memiliki Sertifikat I1SO 2008 Pelayanan Anggarafi
9001:2008 b. Implementasi 1S0 9001 Publik dalam RPJMD
2008 Polga Penataan | Kabupaten
¢. Audit internal Tatalaksans, Situbondo
Penguatan 2016-2021
35% d. Perbaikan hasil audit internal Orsfmisa:::n dan
e. Rapint Tinjauan Manajemen Kualitas
f. Audit Eksternal/Sertifikasi Pelayanan
g Tindakan perbaikan hasil Publik
Audit Sertifikasi
2] Pemeliharaan Standar | Persentase Unit | a. Review dokumentasi Sistem SKPD
Manajemenn Mutu ISC | Pelayanan yang telah Manajemen Mutu 1SO 9001 : penyelenggara
9001:2008 memiliki Sertifikat 1SO 2008 Pelayanan
5001:2008 b. Implementas; 1SO 9001 : Publik
2008 Pokja Penataan
35% ¢. Audit Internal Tatalakaans,
d. Perbaiken hasil audit internal rniaas:, dan
e. Rapat Tinjauan Manajemen Peningkatan
f. Audit Eksternal/Sertifikasi Kualitas
g. Tindaken perbaikan hasil x;‘hik"m'
Audit Sertifikasi
9. Penataan Administrasi
Kependudukan
1} Pelayanan administrasi | Tingkat kepuasan | a. Pelayanan administrasi Dinas Sesuai  Pagu
kependudukan masyarakat terhadap kependudukan Kependudukan | Indikatif
layanan kependudulcan dan Pencatatan | Anggaran
BO% b. Monitoring dan tindak lanjut Sipil dalam RPJMD
pelaksanaan Pokja Penataan | Kabupaten
¢. Evaluasi Tatalaksana, Situbondo
Penguatan 2016-2021
Organisasi, dan
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik

d. Tindak lanjut haasil evaluasi
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Indikatar Bulan Penanggung Anggaran
. wab/SKFD
No Program/Kegiatan pe— Tabapan 1 aTs (sl 718 o 1 [ 11 12| *reriait ®p.)
2) Pengembangan SIM data | SIM Data base | a. ldentifikasi permasalahan Dinas Sesuai  Pagu
base kependudukan kependudukan operasional SIM data base Kependudukan Indikatif
kependudukan dan Pencatatan | Anggaran
1 sistem b. Perancangan model Sipil dalam RPJMD

pengembangan aplikasi SIM Pokja Penataan | Kabupaten
data base kependudukan Tatalaksana, Situbondo

c. Ujicoba SIM  data base g:’g‘gr‘;:t:; dan 2016-2021
kependudukan : ’

d. Penyempumaan SIM  data Pemngkatan
base kependudukan Kualitas

€. Peneraspan 8IM daia base Pela)_ranan
kependudukan _ Publik

f. Monitoring pelaksanaan 81
data base kependudukan

g Tindak lanjut terhadap haail
monitoring

h. Evaluasi terhadap pensrapan

i. Tindak _lanjut terhadap hasil 2019
evaluasi

3} Pengelolaan  Mammpenance | Jaringan dan alat-alat | a. Pepyusunan pengelolaan
Jaringan dan  alat-alat | Pelayanan Administrasi maintenance jaringan dan
Pelayanan Administrasi [ kependudukan alat-alat pelayanan
kependudukan administrasi kependudukan

b. Identifikasi Trouble Shooting
sari
1 Jaringan Pelayanan | ¢. Maintenance jaringan dan Sudah dilaksanaken tahun 2014
Administrasi alat-atat pelayanan
kependudukan administrasi kependudukan
d. Monitoring dan tindak lanjut
pelaksanaan
e. Evaluasi
. Tindak lanjut hasil evaluasi _

4] Pengembangan Siatemn | Sistem Informasi | 8. Penyusunan refncana Dinas Ses}lm' Pagu
informasi Antrian  dan | Antrian dan Pantauwan pengembangan Siatem Kependudukan Indikatf
Pantauan Pelayanan Pelayanan Informasi  Antrian  dan dan Pencatatan | Anggaran

Pantauan Pelayanan 8ipil dalam RPJMD
1 sistem b. Persinpan  sarana  dan Pokja Penataan | Kabupaten
prasaran Sistem Informasi Tatalaksana, Situbondo
Antrian  dan Pantauan Penguatan 2016-2021
Pelayanan Orgt}maaal, dan
¢. Uji coba Peningkatan

d. Penyempunaan hasil uji coba

. Penerapan Siastermn Informasi

Antrian dan Panttauan

Pelayanan
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Indikator Bulan Peaanggung
No. tan SHPD
Frogram/Resls Target Tabapan 1] 2]3/alsfej7r]s]9]10)n |12 P it (Rp-)
f. Monitering dan tindak lanjut
penerapan
g. Evaluasi
h. Tindak lanjut hasil evaluasi
5] Monitoring, evaluasi dan | Dokumen hasil monev | a. Penyusunan rencana Dinag Sesuai  Pagu
pelaporan administrasi | dan pelaporan monitoring, evaluasi dan Kependudukan Indiketif
kependudukan administrasi pelaporan administrasi dan Pencatatan | Anggaran
kependudukan kependudukan Sipil dalam RPJMD
2 Dokumen b. Menitoring terhadap Pokja Penataan | Kabupaten
pelaksanaan seluruh Tatalaksana, Situbondo
pelayanan administrasi Penguatan 2016-2021
kependudukan Organisasi, dan
c. Evaluasi terhadap Peningkatan
pelaksanaan seluruh Kualitas
pelayanan administrasi F
kependudukan Publik
d. Tindak lanjut terhadap hasil
monitoring dan evaluasi
¢, Penyusunan pelaporan
administrasi kependudukan
10. | Quick Wins
1} Pengembangan sistern | Tingkat kepuasan | a. Identifikasi Kelurahan untuk Dinas Sesuai  Pagu
informasi pelayanan | masyarakat terhadap penerapan sistem informasi Kependudukan Indikatil
kependudukan di { pelayanan pelayanan kependudukan dan Pencatatan | Anggaran
Kelurahan kependudukan di berbasis online (diselaraskan Sudah dilaksanakan tahun 2014 Sipil dalarn RPJMD
Kelurahan dengan kegiatan nomor 1 Dinas Kabupaten
Program Penataan Komunikasi, Situbondo
Administrasi Kependudulkan) Informatika & | 2016-2021
85% b. Penyusun sistem Il:ilm:l?:zn
c. Uji coba sistem ur
d. sistern Pokja Penataan
e. Penerapan sistem Tatalaksana,
% aktivitas penerapan | f. Monitoring pelaksanaan Penguatan
aistem sistem Organisasi, dan
dilaksanakan  sesuai | g Tindak lanjut terhadap hasil ﬁ":;.‘g"““"
target monitoring P:la tas
90% h. Evaluasi terhadap penerapan Publyﬂ:n o
gyatemn
i. Pemeliharaan/pengembanga
n aystem
J- Lanjutan penerapan sistem
informasi
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N Program[Kegintan Indikmtor Taha jawab/8SEPD
©. n wel
Target P 1[2[aJalsfe[7[8]o]10[mn 12 terkait Rp)
2 Penerapan pelayanan DPMPTSP Sesuai  Pagu
perizinan parare] Bagian Indikatif
a) Pengkajian pelayanan Organisasi Anggaran
perizinan pararel Bagian Hukum dalam RPJMD
b} Penentuan jenis Pokja Pensataan | Kabupaten
pelayanan yang dapat Tatalaksana, 8itubondo
diintegrasikan dalarn Penguatan 2016-2021
pelayanan perizinan Organisasi, dan
pararel Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
c) Penyusunan rancangan Publik
pelayanan perizinan
pararel
d) Uji coba
¢} Penyempumaan hasil uji
coba
f) Sosialisasi
g Lanjutan Penerapan Tingkat kepuasan | Penerapan pelayanan perizinan
pelayanan perizinan | masyarakat tcrha.dap pararel
parare} pelayanan perizinan
85%
h)] Monitoring % ektivitas penerapan | (1) Monitoring
sistemn yang
dilaksanakan sesuai
target
90% (2) Tindak lanjut haail
monitoring
i} Evaluasi
j) Pemeliharaan dan (1} Pemenharaan  pelayanan
pengembangan perizinan  pararel yang
pelayanan perizinan sudah berjalan baik
pararel (2) Pengembangan pelayanan

perizinan pararel untuk
fenis-jenis pelayanan baru

{3) Penerapan pelayanan
perizinan pararel
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Indikator Bulan Penanggung
. jawab/SKPD
No Program/Kegiatan - Tahapan iT2]a a8 6785|1011 ] 12 terkait (Rp-)
11. |Zona  Integritas  Menuju
WBK/WBBM
1) Penandatanganan  Pakta | Jumlah SKPD yang | Penandatanganan Pakta Inapektorat Sesuai  Pagu
Integritas telah menandatangani | Integritas SKPD terkait Indikatif
Pakta Integritas Pokja Penguatan | Anggaran
100 SKPD Pengawasan dan | dalam RPJMD
) Penyiapan SKPD sebagai | Jumiah SKPD yang | Penyiapan 1 SKPD scbagai unit Aml.‘:;‘?;b‘“‘” Kebupaten
unit yang ditetapkan untuk | disiapkan untuk | yang ditetapkan untuk Zona 2 2016-2021
Zona Integritas Menuju | ditetapkan sebagai | Integritas Menuju WBK/WBBM
WBK/WBBM Zona Integritas rnenuju
WBK/WBBM
1 S8KPD
3) Pencanangan Zona | Jumlah SKPD yang | Pencanangan Zona Integritas
Integritas Menuju | ditetapkan sebagai | Menuju WBK/WBBM
WBK/WBBM Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
1 SKPD
4) Pelaksana Zona Integritas | Tingkat kepuasan | Pelaksana Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM di 8 | masyarakat terhadap | Menuju WBK/WBBM di 7 SKPD
SKPD yang baru ditetapkan | pelayanan pemda
untuk menerapkan Zona | 80% Pelaksana Zona Integritas
Integritas menuju Menuju WBK/WBBM di 1 SKPD
WBK/WBBM tahun 2017 tahun 2017
S) Monitoring dan Evaluasi Persentase  aktivitas | a. Monitoring Inspektorat
penerapan sistem yang Pokja Penguatan
dilaksanakan  sesuai ?A;ﬂsagg?madm
target untabili
80% b. Evaluasi Kinerja
6) Pelaksanaan perbaikan | Persentase  aktivitas | a. Tindak lanjut terhadap hasil Inspektorat
yang diperlukan terhadap | penerapan sistem yang evaluasi SKPD terkait
seluruh pelaksanaan | dilaksanakan  sesuai Pokja Penguatan
kegiatan dalam rangka | target Pengawasan dan
Zona Integritas Menuju | 80% b. Perbaikan terbadap sistem Aluntabilitas
WBK/WEBM untuk untuk pelaksanaan tahun Kinerja
menjaga konsistenai berikutnya
__perbaikan berkelanjutan
7) Penyiapan SKPD  lain | Tingkat kepuasan | a. Penyusunan rencana Inspektorat
sebagai Zona Integritas | masyarakat terhadap penetapan Zona Integritas SKPD terkait
Menuju WBK/WBBM pada | pelayanan pemda menuju WBK/WBBM untuk Pokja Penguatan
tahun berikutnya SKPD lainnya Pengawasan dan
80% b. Penetapan SKPD untuk Akuntabilitas
menerapkan Zona Integritas Kinerja

menuju WBK/WBEM
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Indikator Penanggung
No. Program/Kegiatan Tahapan Bulan jawab/SKPD
Target 1]2]afa[s]e[7][8]9][10] 1| 12 terkait (Rp-)
12, Penatasn Hetatalaksanean
1) Penataan ketatalaksanaan | % dari Jumlah | a. Identifikasi berbagai Bagian Sesuai  Pagu
yang terkait dengan | kebijaken peraturan perundangan QOrganisaai Indikatif
pelayanan dalam rangka | ketatalaksanaan baru daereh yang  dipandang Bagian Hukum Anggaran
me_ndulgung pelakaanaan | yang diterbitlkan kurang mendulkung Sudah dilaksanakan tabhun 2014 SKPD terkeit dalam RPJMD
quick wins acbagai pengganti pelaksanaan dan Pokja Penataan | Kabupaten
kebijakan pelaksanaan quick wins Tatalaksana, Situbondo
i;,letatalaksanaan yang Penguatan 2016-2021
ipanden kurang | b. Penyusunan rencana Organisasi, den
mendukang ¢ pembahasan penataan Sudah dilaksanakan tahun 2014 P;‘f“ngkam
pelekaanaan pelayanan | ¢ lLanjutan perumusan Kualitas
kebijakan perubahan untuk
peraturan yang dipandang Publik
kurang mendukung
pelaksanaan dan
__pelaksanaan guick wins
T0% d. Penctapan kebijakan
¢. Implementasi
2] Penyempurnaan e- Tingkat kepuasan | a. Penyempurnaan e- LPSE
procurement pelayanan  pengadaan procurement ULP
barang dan jasa b. Lanjutan penerapan e- Pokja Penataan
procuremerit Tatalaksana,
B85% ¢. Monitoring dan tindak lanjut Penguatan
haasil moenitoring Organisasi, dan
d. Evaluasi Penmgkatan
e. Tindek lanjut hasil evaluasi Kualitas
tahun 2016 Pelayanan
Publik
13, Penguatan dan Penataan
Organisasi
1) Penataan organisasi yang | Persentase organisasi { a. Lanjutan Pelaksanaan Bagian Sesuai  Pagu
terkait dengan ayanan | Perangkst Daerah yang perubahan kebijakan yang Organtsasi Indikalif
dalam rangka mendukung | ditata dianggap menghambat BKPD terkait Anggaran
pelaksanaan quick wins pelayanan dan menghambat Pokja Penataan | dalam RPIJMD
penerapan quick wins Tatalaksana, Kabupaten
70% { b Monitoring Penguatan Situbendo
¢. Tindak lanjut hasil monitori Organisasi, dan | 2016-2021
d. Bvaluasi Peningkatan
¢. Tindak lanjut hasil evaluasi Kualitas
Pelayanan
Publik
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]
Indikator Bulan Penanggung Anggaran
Program /Kegiatan Taha) jawab/SEPD
Target pes 1]2[3[afe][s[7[8]9o]10] 11|12 teriait Rp)
2) Penataan terhadap tugas | Persentase kasus | a. Penyusunun rencana Bagian ?cﬁuﬂiﬁf Pagu
dan fungsl yang tumpang | tumpang tindih tugaa penataan terhadap tugas dan Organisasi ndika
tindih dan fungsi yang fungsi dengan dasar hasil Sudsh dileksanakan tahun 2014 SKPD terkait Anggaran
Hiseleaaikan pemetaan proses bisnis _ Pokja Penataan | dalam RPJMD
80% b. Perumusan penataan Tatalaksans, Ki_lbupatcn
terhadap tugas dan fungsi Penguatan Situbondo
yang tumpang tindih Sudah dilaksanaken tabun 2014 Organisasi, dan { 2016-2021
(termasuk menata - Peningkatan
kelembagagn) Kualitas
. Penerapan hasil penataan Pelayanan
© pan Publik
d. Monitoring dan tindak lanjut
i S tort
¢, Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
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I1.3. Tahun 2019
Indikator Penanggung Anggaran
No. Program /Kegiatan Taha Jawub/SKPD
° ! : Target pos 1 10 [ 11 | 12 terkait (Rp.)
1. Pembinean dan Peagembangan
Aparatar
1} Penyempurnaan hasil Dokumen heasil anelisia | a. Penyempumaan Hasil Bagla.n . -
Analisis Jabatan jabatan yang sudah analisis  jabatan  sesuaij Organisasi
disempurnakan -dengan hasil monitoring dan BXPSDM
evaluasi yang telah dilakukan Pokja
1 Dokumen b. Pencrapan haail Manajemen
' penyempwnasan pada jabatan Perubahan dan
¢. Monitoring dan tindak lanjut Penataan
hasil monitoring Sistem
d. Evaluasj Ma.;a_]emen
e. Tindak lanjut hasil evaluasi SDM Aparatur
2}  Penyempurnaan Hasi) Dokumen hasil analisis | a. Penyempumaan hasil ABK Bagian -
Analisia Beban Kerja beban kerja yang sudah sesuai dengan hasil Organizasi
disempumakan monitoring dan evaluasi yang BKPSDM
telah dilakukan Pok_la.
1 Dokumen b. Pensrapan hasil pada jabatan Manajemen
dan kebutuhan i Perubahan dan
c. Monitoring den tindak lanjut Penataan
hasil monitoring Bistemn
d. Evaluasi Manajemen
e. Tindak lanjut hasil evaluasi SDN‘I Aparatur
3 Penyempurnaan standar Dokumen standar | a. Penycmpurnaan standar BGS'B“ -
kompetensi jabatan kompetensi jabatan kompetensi jabatan Organisasi
yang sudah | b. Penerapan hasil pada jabatan BKPSDM
disempurnakcan c. Monitoring dan tindak lanjut Polja.
hasil monitoring PmManm
1 Dokumen d. Evaluasi dan  Pena
e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Bistem
Manajemen
SDM Aparatur
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Indikntor ) Penangguag Anggusan
Mo. tan Jowabh/SKPD
4) Penyempurnaan job grading { Dokumen job grding | a. Pernyusunan rencana Bagian -
yang disempurnakan penyempurnaan job grading Organisasi
1 Dokumen b. Penyempumnaan job gruding BKF,'SDM
untuk seluruh jabatan sesuai Pokja,
dengan hasil evaluasi jabatan Manajemen
c. Monitoring dan tindak lanjut Perubahan
hasil monitoring dan Penataan
penyempurnaan job gruding Sistern
d. Penerapan hasil job grading Manajemen
pada  penentuan  sistem SDM Aparatur
| PEnggajian
€. Monitoring dan tindak lanjut
petterapan
f. _Evaluasi
g Tindek lanjut hasil evaluasi
tzhun 2017 dan 2018
5] Review (penyempurnaan) Dolumen rencana | a. Review {penyempurnaan) BKPSDM Sesuai Pagu
rencana kebutuhan PNS kebutuhan PNS yang | rencana kebutuhan PNS Bagian Indikatif
sesuai beban kerja dan sudah disempurnakan sesuai beban kerja dan Orgarisasi Anggaran dalam
kompetensi yang _ kompetensi yang dibutuhkan Pokja RPJMD
dibutuhkan SKPD (sesuai SKPD {sesuai dengan Manajemen Kabupaten
dengan perkembangan parkembangan terakhir) Perubahan Situbondo 2016-
terakhir) 1 dokumen b. Penerapan hasil pada dan Penataan | 2021
rekruitmen Sistemn
c. Monitoring dan tindak Janjut Manajemen
hasil monitoring SDM Aparatur
d, Evaluasi
¢. Tindak lanjut hasil evaluasi
2017 - 2018
6) Penyempurnaan sistem Sistem rekruitmen yang | a. Penyempurnaan sistern BKPSDM
rekruitmen PNS (persiapan sudah diperbaiki rekruitmen pegawai Pokja
untuk rekruitmen 2018) {persiapan untuk rekrujtmen Manajemen
1 sistern b. Uji coba sistern baru dan Penataan

Bistem
Manajemen
SDM Aparatur
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No Program /Keglatan Indikntor Taha)
Target pas 1
7)  Pelaksanaan rekruitmen Persentase CPNS yang | a. Pelaksanaan rekruitmen
dengan sistemn baru {tahun direkrut sesuai dengan sistern baru
2018) dengan  kompetenst
| yang dibutuhkan
10086 b. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
c. Evaluaai
d. Tindak lanjut hasil evaluasi
2017 - 2018
8) Penyempurnaan Penerapan Persentase pejabat | a. Penyempurnaan Penerapan
sistem rekruitmen terbuka yang direkrut sesuai sistem rekruitmen terbuka
untuk jabatan-jabatan dengan  kompetensi untuk jabatan-jabatan tertentu
tertentu | yang dibutuhkan
90% b, Penentuan jabatan-jabatan
yang akan dibuka
¢. Penerapan gistem dalam
lingkup internat Pemda
d. Monitoring dan tindek lanjut
e. Evaluasi
f. Tindak l!anjut hasil evaluasi
2017 - 2018
9) Penyermpurnaan Hasil Dokumen hasil | a. Lanjutan  Penerapan  hasil
Evaluasi Jabatan evaluasi jabatan evaluasi jabatan pada Sistem
Manajemen SDM Aparatur
1 Dolkumen b. Monitoring dan tindak lanjut

10

11

12

Jarmub/GEPD (Rp.)
BKPSDM Seauat Pagu
Pokja Indikatif
Manajemen Anggeran dalam
Perubahan RPJMD

dan Penataan | Kabupaten

hasil monitoring

¢. Evaluasi

d. Tindak lanjut hasil cvaluasi
2017 - 2018

10)

Review penggunasn  hasil
assessment kompetensi
untuk pengelolaan SDM

Persentase pejabat
yang scsuai dengan

a. Review  penggunaan  hasil
assessment kompetensi untuk

kompetenai yang pengelolaan SDM
dibutuhkan b. Penggunean hasil assessment
untuk pengelojaan SDM
T0% c. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
d. Evaluasi

e. Tindak lanjut hasil evaluaai

2017 - 2018

Situbondo 2016-
2021

Organisasi
BKPSDM
Pokja
Mansjemen
Perubahan
dan Penataan
Sistem
Manajemen
SDM Aparatur

BKPSDM

Pokja
Manajemen
Perubahan
dan Penataan
Sistem

SDM Aparatur

Sesuai Pagu |
Indikatif
dalam

RPJMD

Kabupaten
Situbondo 2016-
2021
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" tan m:nnm Taha jawab/SKPD Anggsran
o. Program/Eegia A pan 1 (2 10| 1| 12 terkait ®e-)

11) Updating kebutuhan dan | Dokumen rencana | a. Penyusunen rencana BKPSDM Sesuai i« Pagu
rencana pengembangan | pengembangan PNS penyusunan kebutuhan P°kJB_ Indikati dalam
PNS untuk tahun 2019- pengembangan PNS Manajemen Anggl:gn
2020 1 dokumen b. Penyusunan rencana Perubahan RPJ

kebutuhan pengem " | Smbondo 2016-

12] Lanjutan  Pelaksanaan | Persentase pegawai yang | a. Pelaksanaan pengembangan i’;::::’ emen 2521 ™
pmge‘nkclhmbuigmhmmi PNS rnengik.uti pengem PNS SDM '}\paratur
sesuai pegawai

5,29% b. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitorng pelaksanaan
pengembangan PNS

¢. Evaluasi
d. Tindak lanjut hasil evaluasi

13) Penyusunan rencana | Aplikasi rencana | a. Penyusunan rencana
penempatan dan pola | penempatan dan pola karier penempatan dan pola karier
karier PNS PNS PNS, termasuk pola karier

jabatan fungsional

1 Aplikasi b. Peperapan rencana penempatan
dan pola karier PNS, termasuk
pola karier jabatan fungsionat

c. Monitering dan tindak lanjut
hasil monitoring
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi .
14) Lanjutan Penerapan | Persentase pejabat yang | a. Penerapan rencana penempatan BKP,SDM Sesuat Pagu
rencana penempatan dan | sesuai dengan kompetensi dan sistem pola karier pada Bagian Indikatif dal
pola karier | yang dibutuhkan Sistem Manajemen SDM Organisas T am
70% b. Pembaruan  data  rencana m:jmm gbupmn
penempatan dan pola karier 3 ~
¢. Monitoring dan tindak lanjut Perubahan gg;i"’““ 2018
d. Evaluasi Sistem

— . - _ Manajemen
¢. Tindak lanjut hasil evaluasi SDM Aparatur

15) Penyusunan sisten | Sistem mansjemen kinegja a. Penyusunan rencana
manajemen kinerja PN8 pembangunan sistem

manajemen kinerja PNS

1 sistem b, Penyusunan Sistem Manajemen

kinerja PNS dan
pengembangannya
¢. Uji coba

d. Penyempurnaan hasil uji coba




113

Indikator Penanggung Anggaran
Target wab/SEPD
Program/Iteglatan Tehapan 1 10 | 11 | 12 o m{mt (Rp.)
16} Lanjutan Pencrapan sistem | Persentase SKPD yang | a. Penerapan sistem manajemen BKPSDM Seauai  Pagu
manajemen Kinerja pegawai | menerapkan Sistem Kinerja pegawai Bagian Indikatif
100% b. Monitoring dan tindak lanjut Organisasi Anggaran dalam
hasil monitoring Pokja RPJMD
<. Evaluasi e | Sitbando 2016
d. Tindak lanjut hasil evaluasi Peru 1 -
2017 - 2018 da.n Penataan | 2021
Siatemn
Mansajemen
8DM Aparatur
17) Bosialisasi berbagai | Jumlah scsialisasi a. Penyusunan rencana BKPSDM
kekbijakan kepegawaian sosinlisasi Pokja
3 kali b, Pelaksanean Sosialisasi Manajemen
c. Monitoring dan tindak lanjut Perubahan
hasil monitoring dan Penataan
d. Evaluasi shs!II:.t'Lti:.:_;:lemlsn
e. Tindak lanjut hasil evaluasi SDM Aparatur
18) Penerapan kebijakan | Jumlah kebijakan | a. Penyusunan rencana
kepegawaian kepegawaian yang penerapan aturan kebijakan
diterapkan kepegawaian yang menjadi
kewajiban PNS
1 Peraturan b. Penerapan ([setelah melaluj
gosialisasi)
c. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
2017 - 2018
19} Lanjutan Pelaksanaan | Persentase Pejabat yang | a. Lanjutan Pelaksanaan
pengembangan kepribadian | memperoleh pengembangan  role  model
rola model pengembangan bagi para pejabat
kepribadian
100% b. Pelaksanaan pengembangan
role model bagi para pejabat

c. Pencrapan mole model bagi
seluruh pejabat

d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring

e. Evaluasgi

f. Tindak lanjut hasil evaluasi
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d. Tindak lanjut hasil evaluasi

“ / tan Indikator Taha Bulan
0. Program / Kegia paz 1 7 10

20) Monitoring dan tindak | Persentase kegiatan | a. Monitoring terhadap
lanjut hasil monitoring | yang dilaksanakan pelaksanaan seluruh kegiatan
scluruh kegiatan program | sesuai target SDM
8DM 80% b. Tindak lanjut ha=i} monitoring

21) Evaluasi seluruh kegiatan | Persentase kegiatan | Evaluasi terhadap pelaksanaan
dalam program SDM yang dilaksanakan | ssluruh kegiatan program SDM

sesuai target
8%

22) Tindak lanjut perbaikan | Persentase kegiatan | a. Tindak lanjut terhadap hasil
hasil monitoring dan | yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi
evaluasi seclurub kegiatan | sesuai target
dalam program SDM 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan

SDM

23] Pelaksanean berbagai [ Persentase kegiatan | Pelaksanaan berbagai kegiatan
kegiatan baru yang perlu | yang dilaksanakan | baru yang perlu dilaksanaken
dilaksanakan scbagai | sesuai target sebagai tindak lanjut
tindak lanjut sebagaimana | 80% sebagaimana telah diidentifikasi
telah diidentifikasi pada pada tahun 2017
tahun 2016

24) Kegiatan-kegiatan yang | Persentase hasil | a. Identifikasi berbagai kegiatan
harus dilakukan dalam | monitoring dan evaluasi baru yang perlu dilaksanakan
rangka mewujudkan target- | yang ditindaklanjuti untuk tahun  berikutnya
target prioritas dimaksud | melalui penetapan sesuai hasil evaluasi
sesuai dengan | prioritas, dan kegiatan | b. Penyusunan prioritasi
perkembangan  kemajuan | baru
pelaksanaan reformasi | 100% c. Penetapan kegiatan yang
birokrasi dalam program akan dilakukan
Pembinaan dan d. Perbaikan/penyusunan
Pengembangan  Aparatur kembali/ pencantuman
Pemerintah Kabupaten kegiatan dalam rencana aksi
Situbondao tahun berikutnya

2. Peningkatan disiplin aparatur

1} Lanjutan Penerapan sistem | Perascntase PNS yang | a. Lanjutan Pencrapan sistem

penilaian kinerja PNS memperoleh nilaj penilaian kinerja PNS
kinerja dibawah | b. Monitoring dan tindak lanjut
standar hasil monitoring
25% c. Evaluasi

11

12

Peaanggung Anggaran
jawab/SKPD (Rp.)
teriait

Pokja Sesuai Pagu
Manajemen Indikatif
Perubahan dalam
dan Penataan | RRJIMD

Siatem Kabupaten
Manajemen Situbondo 2016-
SDM Aparatur | 2021

BKPSDM

Pokja

Manajemen

Perubahan

dan Penataan
Sistem

Manajemen
SDM Aparatur
BKPSDM Ses:;;im Pagu
Bagi Indikati

i dalam
Pokja RPIJIMD
Manajemen Kabupaten
Perubahan Situbondo 2016-
dan Penatean | 2021

Sistem
Manajemen

SDM Aparatur
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. Tindek lanjut hasil evaluasi

2017 - 2018

Indikator Ponanggung
No. Program/Kegia Taba jawrab/SKPD Anggaran
/ o Target pad 1 10 | 11 | 12 m{m (Rp.} —J
2] Lanjutan Pembinaan | Persentase pelanggaran | a. Penyusunan rencana BKPSDM Sesuai  Pegu
Disiplin Pegawai Negeri | disiplin PNS yang telah |  pelakeanaan pembinaan Inspektorat Indikatif
Sipil ditindaklanjuti disiplin PNS Pokja Manajemen | Anggaran
100% b. Pembentukan Tim pembinaan Perubahan  dan | dalam RPJMD
disiplin PN8 Penataan Sistern | Kabupaten
c. Pelaksanaan pembinaan Manajemen SDM | Situbondo
disiplin PNS Aparatur 2016-2021
d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring peleksanaan
kegiatan
e. Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
2017 - 2018
3. Penataan Peraturan
Perundang-undangan
1)  Asistensi Pembahasan | Jumlah Rancangan | a. Penyusunan rencana kerja Bagian Hukum N
Rancangan Peraturan | Peraturan Daerah dalam asistensi pembahasan Pokja  Penataan
Daerah asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Peraturan
b. Pelaksanaan asistensi Perundang-
pembahasan Rancangan undangan
Peraturan Daerah
30 Ranperda c. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
kegjatan
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
2017 - 2018
2)  Workshop Rancangan | Tingkat partisipasi | a. Penyusunan rencana Bagian Hukum -
Peraturan Daerah Inisiatil | masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pokia Penataan
DPRD workshop Rancangan workshop Peraturan
Peraturan Daerah Inisiatif [ b, Pelaksanaan kegiatan Perundang-
DFRD workshop Rancangan undangan
Peraturen Daecrah Inisiatif
DPRD
B80% ¢. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitering pelaksanaan
kegiatan
d. Evaluasi
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Program /Hegiatan

Indikator

Targot

Tahapan

10

11

12

Penanggung
jawab/SEPD
terkait

{Rp.)

3)

Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah

Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah usulan
SKPD yang telah
dilakukan  sinkronizasi

. Penyusunan

rencana
harmenisasi dan sinkronisasi
Rancangan Peraturan Daerah
usulan SKPD

. Pelaksanaan harmonisasi dan

sinkronisasi Rancangan
Peraturan Daerah usulan
SKPD

30 Ranperda

. Penyusunan

rekomendasi
hasil harmonisasi dan
Peraturan Daerah usulan
SKPD

Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan

. _Evaluasi

Tindak lanjut hasil evaluasi
2017 - 2018

4)

Harmonisasi dan
Sinkronisasi Rancangan
Peraturan  Bupati dan
Rancangan Keputusan
Bupati

Jumlah Ranperbupi dan
Rankepbupi yang telah
dilakukan  sinkronizasi
dan diharmonisasikan

. Penyusunan

rencana
harmonisasi dan sinkronisasi
Renperbupi dan Rankepbupi
usulan SKPD

Pelakaanaan harmonisasi dan
sinkronisasi Ranperbupi dan
Rankepbupi usulan SKPD

60 Ranperbupi
500 Rankepbupi

. Penyusunan

rekomendasi
hasij] harmonisasi dan
sinkronisasi Ranperbupi dan
Rankepbupi usulan SKPD

. Monitoring dan tindak lanjut

hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan

. Evaluasi

Tindak lanjut hasil evaluasi
2017 - 2018

Harmonisasi dan
Sinkronisasi Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupati

Jumlah Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupatiyang telah
dilakukan  sinkronisasi
dan diharmonisagikan

. Penyusunan

Identifikasi Peraturan Daerah
dan Peraturan DBupatiyang
perlu dilakukan harmonisasi
dan sinkronisasi

rencana
harmonisasi dan sinkronisasi
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati

Bagian Hukum
Polga Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan

Bagian Hukurn
Pokja  Penataan

Peraturan
Perundang-
undangan

Bagian Hukum
Pokja  Penataan
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Program/Kegiatan

Tahapan

. Pelaksanaan harmonisasi dan

sinkronisasi Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati

. Penyusunan

rekomendasi
hasil harmonisasi dan
sinkronisasi Peraturen
Daerah dan Peraturan Bupati

. Monitoring dan tindak lanjut

hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan

Evaluasi

Tindak lanjut hasil evaluasi
2017 - 2018

6)

Redokumentasi
Hukum Daerah

Produk

Jumlah dekumen Produk
Hukum Daerah yang
disusun

Identifikasi produk hukum
daerah yang periu
didokumentasikan kembali

S Dokumen

Penyusunan rencana
pendokumentasian  kembali
produk hukum daerah

10

11

. Pelaksanaan

pendokumentasian  Kembali
produk hukum daerah

d

Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan

. Evaluasi

Tindak lanjut hasil evaluasi
2017 - 2018

Monitoring dan tindak
lanjut hasil monitoring
seluruh kegiatan program
Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Persentase kegiatan yang
dilaksanakan sesuai

target

terhadap
pelaksanaan seluruh kegiatan
program Penataan Peraturan
Perundang-undangan

80%

Tindak fanjut haail
itoring

8)

Evaluasi seluruh kegiatan
dalam program Penataan
Peraturan Pezrundang-
undangan

Persentase kegiatan yang
dilaksanakan sesuai
| target

B0%

Evaluasi terhadap pelaksanaan

seluruh

kegiatan program

Penataan Peraturan Perundang-
undangan

Penanggung Anggaran
Jjawab/SKPD (Rp.)
12 terkait
Bagian Hukum -
Pokja  Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan
Bagian Hukum Sesuai  Pagu
Pokja Penataan | Indikatif
Peraturan Anggaran
Perundang- dalamm RPJMD
undangan Kabupaten
Situbondo
2016-2021
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Indikator Bulan Penanggung Anggeran
wab/SKPD
Progran f Keglatan Tahapan 1)a2alalals)js]l7j8]9| 10| 11| 12 - terkait Re-)

9) Tindak lanjut perbaikan | Persentase kegiatan yang | a. Tindak lanjut terhadap hasil
hasil monitoring dan | dilaksanakan sesuai monitoring dan evaluasi
evaluasi scluruh kegiatan | target
dalam program Penataan | 80% b. Perbatkan kegiatan-kegiatan
Pet:mran Perundang- program Penataan Peraturan
un Petrundang-u :

10) Pelaksanaan berbagal | Persentase kegiatan yang Pelaksana.ang berbagai kegiatan Bagian HUk_“m Se"’]"‘“_ Pagu
kegiatan baru yang perhu | dilaksanakan sesuai } baru yang perlu dilaksanakan SKPD terkait Indikatif
dilaksanakan = scbagai | target sebegai tindak lanjut Pokja  Penataan An@m;? IMD
tindak lanjut | 80% scbagaimana telah diidentifikasi Peraturan dalam
sebagaimana telah pada tahun 2017 Perundang- Kabupaten
diidentifikasi pada tahun undangan Situbondo
2016 2016-2021

11) Kegiatan-kegiatan yang | Persentase hasil | a. Identifikasi berbagai kegiatan
harus dilakukan dalam | monitoring dan evaluaai baru yang perlu dilaksanakan
rangks mewujudkan | yang ditindaklanjuti untuk tahun  berikutnya
target-target prionitas | melaluf penetaparn acsuail hasil evaluasi
dimaksud sesuai dengan | prioritas, dan kegiatan
perkembangan kemajuan i baru
pelaksanaan reformasi | 100% b. Pelaksanaan koordinasi kerja
birokrasi dalam program aama permasalahan
Penataan Peraturan peraturan perundang-

Perundang-undangan undangan
Pemerintah Kabupaten c. Monitoring dan tindek lanjut
Situbondo hasil monitering pelaksanaan
kegiatan
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Ponguatan Pengawasan

1) Penyusunan kebutuhan | Jumlah Auditor BKPSDM Se;i"l‘: " Pagu
mm fungsional Auditor ["73 orang Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 5 Program Pembinaan dan W“ tan In

a P2UPD Jumlah P2UPD Pengembangan Aparatur Pengawasan dan | dalam RPIMD
S orang Akuntabilitas Kabupaten
Kinerja Situbondo
2016-2021
Penyusunan rencana | Persentase Auditor dan

2 pengembangan  Auditor | P2UPD yang memperoleh Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan

dan P2UPD Pengembangan Aparatur

| peningkatan kompetensi
100%%
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Indikator Bulan Penanggung
. — jawab/SHPD
No Program/Kegjatan Tabapan 1j213]4|5|°|7|'|’11°|“lm cerkait {Rp.)
3} Penyusunan rencana | Persentase evaluasi SPIP | a. Penyusunan rencana evaluasi IPI':;gpcktOl'ﬂt tan f"’;:'l‘;’ tif Pagu
peningkatan  peneras SKPD penerapan SPIP a Pengua 1
SPIP e b. Sosialisasi instrumen Sndah disusun/dilaksanakan tahun 2013 Pengawasan  dan | Anggaran
evaluasi SPIP Akun?abilitas dalam RPJMD
4) Lanjutan Penerapan SPIP | Persentase SKPD yang | a. Lanjutan penerapan SPIP di Kinerja l(:abupaten
pada SKPD yang belum ] menerapkan SPIP SKPD Situbondo
melaksanakan/ belum 2016-2021
optimal melaksanakan 90% b. Monitoring dan tindak lanjut
¢._Evaluasi
d. Tindak lanjut hasil evaluast
tahun 2017 dan 2018
5)  Penyusunan rencana | Opini BPK Penyusunan rencana monitoring BPPKAD
monitoring  pengelolaan Inspektorat
keuangan untuk seluruh | WTP Pokja Penguatan
SKPD untuk tahun 2017 Pengawasan dan
6] Sosialisasi tertib | Jumlah Sosalisasi Sosialisasi tertib _administrasi Akuntabilitas
administrasi pengelolaan 2 pengelolaan keuangan Kinerja
keuangan
7) Pelaksanaan monitoring | Opini BPK a. Pelaksanaan monitoring
pengelolaan keuangan di pengelolaan  keuangan di
SKPD tahun 2017 seluruh SKPD
WTP b. Tindak lanjut haail
jalisasi ialisasi ::‘nolnito!'ing BKPSDM
8] Sosialisasi LHKPN ;ukt:hlah Sosialisasi Sosialisasi LHPKN Sodah dilaksanakan tahun 2013 Ine ;
9]  Asistensi Pengisian | Persentase pejabat yang | a. Asistensi Pengisian LHKPN Pokja Penguatan
LHKPN bagi pejabat telah menyerahkan |  bagi pejabat mntab.mas dan
LHKPN Sudah dilaksanakan tahun 2013 dan 2014 Kinerja l
100% b. Monitoring penyerahan
LHEKPN
10} Penyusunan rencana | Persentase  pengaduan | Penyusunan rencana Inspektorat
pengembangan  sarana | yeng ditindaklanjuti pengembangan sarana Pokja Penguatan
pengaduan penyampaian [ 100% pengaduan penyampaian Pengawasan  dan
informasi indikasi informasi indikasi terjadinya Akuntabilitas
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Neo Program /Kegiatan tor Taha
) Target pen 3 I 2
11) Lanjutan Penerapan | Persentase pengaduan | Penerapan sarana pengaduan
sarana pengaduan | yang ditindaklanjuti penyampaian informasi indikasi
penyampaian  informasi | 100% terjadinya KKN
indikaasi terjadinya KKN
12) 'rmdak lan,mt pengaduan | Persentase pengaduan | Tindak lanjut pengaduan
indikasi | yang ditindaklanjuti informasi indikasi terjadinya
tcr]admya KKN 100% KKN
13) Lanjutan Penergpan | Persentase jumlah | a. Lanjutan Penerapan
wistieblower pengaduan yang berhasil wistleblower
ditindaklanjuti
100% b. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
c. Fvaluasi
d. Tindak lanjut hasil evaluasi
_tahun 2017 dan 2018
14) Monitoring dan tindak | Persentase kegiatan yang | a. Monitoring dan tindak lanjut

lanjut hasil monitoring
seluruh kegiatan pada
Program Penguatan
P WaBan

dilaksanakan sesuai hasil monitoring
target
80% b. Tindak lanjut hasil monitoring

15) Evaluasi seluruh kegiatan | Persentase kegiatan yang Evaluasi seluruh kegiatan dalam
dalam dilaksanakan sesuai | program Penguatan Pengawasan
Penguatan Pengawasan t

80%

16} Tindak lanjut  ha=il | Persentase kegiatan yang | a. Tindak lanjut terhadap hasil
evaluasi seluruh kegiatan | dilaksanakan sesuai evaluasi
dalam program | target
Penguatan Pengawasan 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan

program penguatan
pengawasan

17} Pelaksanaan berbagai | Peraentase kegiatan yang Pelaksanaan berbagai kegiatan
kegiatan baru yang periu | dilaksanakan nesuai | baru yang perlu dilaksanakan
dilaksanakan sebagai | target sebagai tindak lanjut
tindak lanjut | 80% sebagaimana tekah diidentifikasi
sebagaimana tekah pada tahun 2017

diidentifikasi pada tahun
2016

10

11

12

Penanggung Anggaran
Jawah /SKPD (Rp.)
Inapektorat Seauai Pagu

Pokja Penguatan | Indikatif

Pengawasan dan

Anggaran dalam

Akuntabilitas RPJMD

Kinerja Kabupaten
Situbondo
2016-2021

Inspektorat Sesuai Pagu

Pckje Penguatan | Indikatil

Pengawasan dan | Anggaran dalam

Akuntabilitas RPJMD

Kinerja Kabupaten
Situbondo
2016-2021
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Program /Kegiatan IndiFator Taha e I ;?nblmn
Target pas 1 7 12 terkait (Rp.)
18) Penyusunan prioritas | Persentase hasil Identifikasi berbagai kegiatan Inspektorat Sesuai_
baru serta kegiatan- { mnitoring dan evaluasi baru yang perlu dilaksanakan Pokja Penguatan | Indikatif Anggeran
kegiatan yang harus | yang ditindaklanjuti untuk tahun berikutnya sesuai Pengawasan dan | dalam RPJMD
dilakukan dalam rangka | melaluj penetapan hasil evaluasi Akuntabilitas Kabupaten
mewujudkan target- | prioritas, dan kegiatan Kinerja Situbondo  2016-
target pricritas | baru 2021
dimaksud scsuai | 100% . _Penyusunan prioritasi
dengan perkembangan . Peneta kegiatan yang akan
kemajuan pelaksanaan dilakum
reformasi birokrasi - Perbaikan/penyusunan
dalam program kembali/ pencantuman kegiatan
Penguatan Pengawasan dalam rencana aksi tahun
berikutnya
Peningiatan
Profesionaliame tenagn
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
1)  Pelatihan Persentase BKPSDM Scauai. Pagu
pengembangan  tenaga { pemeriksa dan aparatur Inspektorat Indikatif Ang::g
pemeriksa dan aparatur | pengawasan yang telah tegrasikan Pokja Penguatan | dalam
pengawasan mendapatkan pelatihan Diin ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengewasan dan | Kabupaten
70% Pengembangan Aparatur Akuntabilitas Situbondo  2016-
T Kinesja 2021
2) Pelatihan teknis .
pengawasan dan Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan
penilaian akuntabilitas
kinerja Pengembangan Aparatur
Pengembangan Slstem dan
Prosedur Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik
1} Lanjutan Penyusunan | Jumlah kebijakan Lanjutan Penyusunan sistem B""f’m, Pagu
sistem dan prosedur | terkait sistem  dan dan prosedur tetap Indikatif Anggaran
tetap prosedur tetap dalam RPJMD
. Penetapan sistem dan prosedur Kabupaten

tetap

. Penerapan sistem dan prosedur

tetap

- Monitoring dan tindak lanjut

hasil monitoring

.__Evaluasi

Tindek lanjut hasil evaluasi
tahun 2017 dan 2018

Situbondo  2016-
2021
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Indikntor Bulan ° gung Anggeran
No. tan m’ SKPD
Program/Kegia Turget Tahapan 1 s 6|7 (8910|1112 terkait (Rp.)

2) Penyusunan/perbaikan | Jumlah Standar ; a. Penyusunan 8P baru/ SKPD terkait | Sesual Pag
sp (termeasuk SP | Pelayanan yang telah penyempurnaan SP yang ada di Bagian Organisasi | Indikatif Anl_\;ggJaranMD
pengawasan dan | disusun sesuai SKPD Inspektorat dalam
penyusunan laporan} ketentuan b. Pembahasan SP  bersama Pokja ~ Penataan | Kabupaten

aeluruh stakeholder Tatalaksana, Situbondo  2016-
305P c._Penerapan SP di SKPD Pengustan | 2021
' d. Momtoring penerapan dan Orgamsaat:n
tindak lanjut hasil monitoring _ Peniagla
e. Evaluasi hasil penerapan Pelayanan Publik
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
tahun 2017- 2018 e Sesuai

3) Penyusunan/perbaikan | Jumlah SOP yang telah | a. Penyusunan S0P baru/ S‘H,D"“ t . Pag
SOP (termasuk SOP | diterapkan penyempurnasn SOP yang ada Pokja  Penataan | Indikatif Angga:
pengawasan dan di SKPD Tatalaksana, dall;im ven RPJMD

sunan laporan| b. Pencrapan SOP di SKPD Penguatan Kabupa
pe poren) 150 SOP c. Monito%?xng penerapan  dan Organisasi, ~dan ) Situbondo  2016-
tindak lanjut hasil monitoring Peningkatan 2021
d, Evaluasi hasil penerapan g:la.htaa Publik
e. Tindak lanjut hasil evaluasi ayanan !
tahun 2017 - 2018

4} Penyusunan Sistem | Dokumen Naskah | a. Perencanaan penyusunan DP’{“’TSP
Penyelenggaraan Akademis dan sistern penyelenggaraan Bagian Hukum
Pelayanan Terpadu Satu | Rancangan Perda pelayanan terpadu satu pintu Begian Organisasi
Pintu 2 Dokumen b. Pengkajian penerapan sistem Bagian Kerja

¢. Penyusunan Naskah Akademis Pcnanaman Modal
dan Ranperda sistem . Pokja ~ Penataan
penyelenggaraan PTSP Sndah disusun tahua 2013 Tatalaksana,

d. Pembahasan dengan melibatkan Penguatan dan
seluruh seluruh stakeholder e aten

¢. Tindak lanjut hasil pembahasan Kualitas

f. Penyampaian ke Bagian Hukum | Pelayanan Publik
untuk proses legislasi

€. legislasi Rancangan Perda

S} Penyusunan Tata Cara [ Rancangan Peraturan | a. Perencanaan penyusunan
Pencabutan l1zin dan | Bupati Rancangan Peraturan Bupati
Non Izin 1 Ranperbup b. Penyusunan Rancangan

Peraturan Bupati
o Workst b Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2013

. Rancangan Peraturan Bupati

d. Tindak lanjut hasil workshop

ec.

Penyampaian ke Bagian Hukum
untuk proses penetapan
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Indikator Bulan Penanggung Angparan
Program /Kogiatan Teha, jawrab/8KPD .
Target pan 1[2][s]s[s][e[7[8][o]10] 1|12 terkait (Rp-)
f. Penerapan
Pencabutan lzin dan Non Izin
g Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
h. Evaluasi
i. Tindak lanjut hasil evaluasi
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Pubiik
1) Peninjauan lapangan dan | Rekomendasi Tim | a. Penyusunan rencana DPMPTSP . B
penyusunan Teknis untuk peninjauan lapangan terhadap Tim Teknis
pertimbangan teknis | Penerbitan lzin permohonan izin Perizinan
permohonan izin <rereur. Rekom b. Pembentukan  Tim  Teknis Pokja ~ Penataan
Perizinan Tatalaksana,
¢. Pelaksanaan peninjauvan Penguatan don
lapangan dan  penyusunan Ovganisasi,
pertimbangan teknis ?Thntgak:m
permohonan izin u .
d. Monitoring dan tindak lanjut Pelayanan Publik
hasil monitoring_
e. Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
tahun 2017- 2018
2) Peninjauan lapangan dan | Rekomendasi Tim | & Penyusunan rencana DPMPTSP -
pengawasan izin Pengawasan Perizinan peninjavan lapangan terhadap Tim Pengawasan
izin yang diterbitkan Terpadu Perizinan
...... Rekom b. Pembentukan Tim Pengawasan Pokja  Penataan
Perizinan Tatalaksana,
c. Pelaksanaan peninjavan Penguatan
lapangan dan  penyusunan Orgenisasi, dan
pertimbangan  teknis  hasil Peningkatan
pengawasan Kualitas
Pelayanan Publik
d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
e. Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
tehun 2017 - 2018
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. Program /Kegia . apan 2 10 11 12 t (Rp.)
3) Pelayanan Mobil Keliling Layanan izin trayek | a. Penyusunan rencana layanan DPMHSP i
keliling mobil keliling Pokja ~Penataan
4 kali/bulan b. Penyiapan sarana, prasarana Tatalaksana,
dan petuga layanan Penguatan
c. Pelaksanaan layanan Organisasi, dan
d. Monitoring dan tindak lanjut E?ai‘g;a tan
hasil itoring
mont Pelayanan
Publik
c. Evaluaai
[. Tindak Ilanjut hasil evaluasi
tahun 2016 - 2017
4} Lanjutan Penerapan SIM | Tingkat kepuasan | a. Lanjutan Penerapan SIM DPMPTSP i
Perizinan masyarakat terhadap Perizinan Pokja Penataan
pelayanan perizinan Tatalaksana,
0% b. Monitoring pelaksanaan SIM Penguatan
Perizinan Orgt'amsas:, dan
c. Tindak lanjut terhadap hasil Peningkatan
monitoring Kualitas
d. Evaluasi terhad Pelayanan
uasi terhadap penerapan Publik
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
tahun 2017 - 2018 - 3
5] Survei kepuasan | Tingkat kepuasan | a. Penyusunan rencana survei Bagan Sesuai ~ Pag
magyarakat terhadap | masyarakat terhadap kepuasan masyarakat terhadap Organisasi Indikatif
berbagai jenis pelayanan pelavanan Pemda seluruh jenis pelayanan SKP,D terkait Anggaran dalam
80% b. Penyusunan instrumen survei Pokja Penataan | RFJMD
dan uji cobanya Tatalaksana, K_abupaten
¢. Pelaksanaan survei Penguatan Situbondo 2016-
Organisasi, dan | 2021
d. Pengoiahan data dan analisis Peningkatan
hasil survei Kualitas
e, sunan rckomendasi Pelayanan
Penyu Publik
6) Pengkajian penerapan | Tingkat kepuasan | a. Pengkajian penerapan PTSP
PTSP maayarakat terhadap
pelayanan Pemda b. Penyusunan kerangka sistem
PISP
80% ¢. Penyusunan rencana penerapan

. Penerapan PTSP sesuei rencana

. Monitoring dan tindak lanjut

penerapan

. Bvaluasi

Tindak lanjut hasil evaluasi
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No Program /Regiatan ! tos Tah jawah /SEPD
. wpan
Target i 1 7 10 | 11 | 12 torkait (Rp-}
7) Lanjutan pelaksanaan | Tingkat kepuasan | a. Lanjutan  Penerapan  PTSP DPMPTSP S&suai_ Pagu
PTSP untuk quick wins masyarakat  terhadap sebagai quick wins SKPD terkait Indikatif
pelayanan Pemda Bagian Organisasi | Anggaran
80% b. Monitoring dan tindak lanjut Pokja  Penataan | dalam RPJMD
penerapan Tatalaksana, Kabupaten
¢. Evaluasi Penguatan Situbondo
d. Tindak lanjut hasil evaluas; Organisasi,  dan | 2016-2021
8) Pengembangan PTAP | Tingkat kepuasan | a. Penyusunan rencana Peningkatan
(gquick  wins}  untuk | masyarskat terhadap pengembangan PT8P  untuk Kualitas .
seluruh jenis pelayanan | pelayanan Pemda seluruh  jenis  pelayanan Petayanan Publik
administratif administratif
80% b. Penyiapan PTSP {sistem,
mekanisme Kerja, penggunaan
teknologi  informesi, SDM,
aarana dan prasana, dat.)
¢. Pelaksanaan PTSP
d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
e. Evaluasi
. Tindak lanjut hasil evaluasi 2019
9} Penerapan teknologi | Tingkat kepuasan | b. Penerapan teknologi informasii DPMPTSP
informaai masyarakat terhadap pada jenis pelayanan yang Dinas Kominfo
pelayanan Pemda masuk PTSP dan menjadi quick Pokja  Penataan
wins Tatalaksana,
80% ¢. Monitering dan tindek lanjut Penguatan
pPenerapan Organisasi, dan
d. Evaluasi Eenii'f}gkatan
&. Tindak lanjut hasil evaluasi ualitas
j ) ? 2019 Pelayanan Publik
10y Monitoring dan evaluasi | Persentase Unit | a, Penyusunan rencana Bagian Organisasi
pelayanan publik Pelayanan yang telah pelaksanaan monev ke Unit Inspektorat
melakukan pelayanen Pelayanan  dalam  rangka Pokja  Penatazn
seauai atandar pelayanan publik Tatalaksana,
b. Pembentukan Tim  Monev Penguatan
pelayanan publik Organisesi, dan
¢. Penetapan parameter monev Peningkaten
pelayanan publik Kualitaa )
d. Pelakssnaan monev pelayanan Pelayanan Publik
publik
e. Monitoring dan tindak lanjut
penerapan
f. Evaluasi
g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2019
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Indikator Penanggung Anggaran
No. Eeglatan Taha jawah/SKPD
Program /Kegia pan terkait {ftr-l
11) Monitoring dan ftindak | Persentase  Kegiatan | a. Monitoring terhadap ja  Penataan | Sesuai  Pagu
tanjut hasil monitoring | yang  diluksunakan pelaksanaan acturuh kegiatan Tatalaksana, indikatif
seluruh  kegiatan pada | sesuai target program Peningkatan kualitas Penguatan Anggaran
Program Peningkatan Pelayanan Publik Organisesi, dan | dalam RPJMD
kualitas Pelayanan Publik | 0% b. Tindak lanjut Peningkatan Kabupaten
hasil menitoring Kualitas ) Situbonde
12) Evaluasi scluruh kegiatan | Persentase kegiatan | Evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik | 2016-2021
dalam program | yang dilaksanakan | seluruh kegiatan program
Peningkatan kualites | sesuai target Peningkatan kualitas Pelayanan
Pelayanan Publik B80% Publik
13) Tindak lanjut  hasil | Persentase kegiatan | a. Tindak lanjut terhadap haail
evaluasi seluruh kegiatan | yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi
dalam prograrm | seauai target
Peningkatan kualitas | 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan
Pelayanan Pubiik program Peningkatan kualitas
Pelayanan Publik
14] Kegiatan-kegiatan yang | Persentase hasil | a. Identifikasi berbagai kegiatan SKPD terkait
harus dilakukan dalam | monitoring dan evaluasi baru yang periu dilaksanakan Bagian Organisasi,
rangka mewujudkan | yang  ditindaklanjuti untuk  tehun  berikutnya Pokja  Penataan
target-target prioritas | melaluj penetapan sesuai hasil evaluasi Tatalaksana,
dimaksud sesuai dengan | prioritas, dan kegiatan [ b. Penyusunan prioritasi Penguatan
perkembangan kemajuan | baru Organisasi, dan
pelaksanaan  reformeai [ 100% ¢. Penetapan kegiatan yang akan Peningkatan
birokrasi dalam program dilakukan Kualitas _
Peningkatan kualitas d. Perbaikan/penyusunan Pelayanan Publik
Pelayanan Publik kembali/ pencantuman
Pemerintah  Kabupaten kegiatan dalam rencana aksi
Bitubondo tahun berikutnya
8. Pelaksanaan Penghkajian dan
Penerapan Standar
Mansjemen Muitnu
1}  Sertifikasi Standar | Persentase Unit | a. Penyusunan Sistem SKPD Sesuai  Pagu
Manajemen Mutu 18O | Pelayanan yang telah Manajemen Mutu ISO 9001 : penyelenggara | Indikatif
9001-2008 memiliki Sertifikat SO 2008 Pelayanan Publik | Anggaran
9001:2008 ©. Implementasi IS0 9001 : 2008 Polqam Penataan d}{:’;’f‘ g“”
c. Audit Internal mat;.:a' Slt].lbOP:dO
40% d. Perbaikan hasil audit internal Organisasi, dan | 2016-2021
¢. Rapat Tinjauan Manajemen Pet:;:gkatan
f. Audit Ekstemalfsmi g:lay::an

g Tindakan perbaikan haail

Audit Sertifikasi
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No. Program/Kegiatan Indikator Tahapan ;?nbl SKPD (Rp.)
Target 1 10 | 11} 12 terkait ol
2] Pemeliharaan Standar { Persentase Unit | a. Review dokumentasi Sistem SKPD Beguasﬁf Pagu
Manajemen Mutu ISO | Pelayanan yang telah | Manajemen Mutu 1SO 9001 : penyelenggara | Indika
9001:2008 memiliki Sertifikat 1SO | 2008 Pelayanan Publik AngEare S IMD
9001:2008 b. Implementasi 1SO 9001 : 2008 POk s 2" | o bisaten
40% c. Audit Internal P:nguatan ' Situbondo
d. Perbaikan hasil audit interna) Organisasi, dan | 2016-2021
e. Rapat Tinjauan Manajemen Ee‘:l‘:g:"m
f. Audit Eksternal/Sertifikasi Pe]u%mnan
g. Tindakan perbaikan hasil Audit
Sertifikasi
9. Peonataan Administrasi
Kependudukan
1) Pelayanan  administrasi | Tingiat kepuasan | a. Pelayanan administrasi Dinas Sesuai ~ Pagu
kependudukan masyarakat terhadap kependudukan Kependudukan Indika
layanan kependudukan Csia;:.l Pencatatan Q;mPJMD
n T f v 1]
9% b. Monitoring dan tindak lanjut Pokje | Kabupaten
c. Evaluasi Tatajaksana, Situbondo
- n - - Penguatan 2016-2021
d. Tindak lanjut hasil evaluasi Organisasi, dan
2) Penerapan SIM data base | S8IM data base | a. Penerapan SIM  data  base Peningkatan
kependudukan kependudukan kependudukan Kualitas
1 sistem b. Monitoring  pelaksanaan BIM Pelayanan Publik
data base kependudukan
c. Tindak lanjut terhadap hasil
monitoring

d. Evaluasi terhadap penerapan

e. Tindak lanjut terhadap hasil
evaluasi tahun 2016 - 2017

3)

Pengelolean Maintenance
Jaringan dan alat-alat
Pel Admini .
kependudukan

Jaringan dan alat-alat
Pelayanan Administrasi
kependudukan

a. Penyusunan

pengelolaan

maintenance jaringan dan alat-
alat pelayanan administrasi
kependudukan

b. ldentifikasi Trouble Shooting
jaringan

1 Jaringan Pelayanan
Administrasi
kependudukan

¢. Maintenance jaringan dan alat-
alat pelayanan administrasi
kependudukan

d. Monitoring dan tindak lanjut
pelaksanaan

e. Evaluasi

f. Tindak lanjut hasil evaluasi
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Program /Keglatan

Indikator

Target

Tahapan

1(2[3[a|[s[6[7]8[9o]10 11|12

Penanggung
jawab/SKPD
terkailt

(Rp.)

4) Pengembangan
Informasi

Sistem
Antrian dan
Pantauan Pelayanan

Sistem

Informasi

Antrian dan Pantauan

Pelayanan

&.

Penyusunan Iencana
pengembangan Sistem Informasi
Antrian dan Pantauan
Pelayanan .

1 siatem

. Persiapan sarana dan prasaran

Siatern Informasi Antrian dan
Pantauan Pealayanan

Uji coba

Penyempunaan hasil uji coba

Penerapan  Sistem  Informasi
Antrian dan Pantauan
Pelayanan

Monitoring dan tindak lanjut
penerapan

Evaluasi

h. Tindak lanjut haail evaluasi

Sudah dilaksanakan tahun 2014

5) Monitoring, evaluasi dan

pelaporan
kependudukan

administrasi

Dokumen hasil monev
dan pelaporan

administrasi
kependudukan

. Penyusunan rencana monitoring,

evaluasi dan pelaporan
administrasi kependudukan

2 Dokumen

b.

Monitoring terhadap pelaksanaan
seluruh pelayanan administrasi
kependudukan

. Evaluasi tsrhadap pelaksanaan

seluruh pelayanan administrasi
kependudukan

. Tindak lanjut terhadap hasil

monitoring dan evaluasi

. Penyusunan

pelaporan
administrasi kependudulan

10.

Quick Wins

Dinas
Kependudukan
dan  Pencatatan
Sipil

Pokja  Penataan
Tatalaksana,
Penguatan
Organisasi, dan
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik

Sesuai  Pagu
Indikatif

Anggaran
dalam RPIJMD
Kabupaten
Situbondo
2016-2021

1) Pengunbangan
informasi pe
kependudukan
Kelurahan

sistem
layanan

di

Tingkat

pelayanan
kependudukan
Kelurahan

kepuasan
masyarakat terhadap

di

Identifikasi
penerapan
pelayanan

Kelurahan untuk
sistem  informasi
kependudukan
berbasis online (diselaraskan
dengan kegiatan notnor 1
Program Penataan Administrasi
Kependudukan)

Sudah dilaksanakan tahun 2013

50%

b.

Penyuaun sistem

Sudah dilaksanakan tahun 2013

C.

Uji coba sistem

Sudah dilaksanakan tahun 2013
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Indikator

pelayanan  perizinan
pararel

pelayanan perizinan
parare}

h) Monitoring

% aktivitas penerapan
sistern
dilakaanakan  sesuai

(1} Monitoring

90%

Penanggung
Bulan Anggaran
Program /Kegiatan Taba jawab/SKPD ;
Target pan 1[2[s][a][s][e6[7][s]s[10 1] 1 terkait (Rp.)
d. Penyemptrnaan sistem
e. Penerapan sistem .
% aktivitas penerapan | f Monitoring pelaksanaan sistem Dinas
sistem yang Kependudukan
dilaksanakan sesuai g_a.nil Pencatatan
target 1p! .
90% g Tindak lanjut terhadap hasil Dinas Kominfo
monitoring Kelgrahan
h. Evaluasi terhadaj era Pokja  Penataan
s;tel::s P P peneripst Tatalakaana,
i. Tindak lanjut terhadap hasil Penguatan Sesuai Pagu
' evaluasi " i Organisasi,  dan | Indikatif Anggaran
j- Perbaikan  terhadap sistem mtgal;atan ;d{:lm ten RPJMD
ﬁ‘é‘i‘ﬁmyi“’ iaisansan  tahun Pelayanan Publik | situbendo  2016-
2021
2) Penerapan pelayanan
perizinan pararel
a) Pengkajian pelayanan
perizinan pararel
bj Penentuan jenis
pﬁlayanan yang dapat
diintegraaikan  dalam
pelayanan perizinan
pararel
¢) Penyusunan rancangan
pelayanan  perizinan
pararel
d) Uji coba
e} Penyempurnaan  hasil
uji coba
7 Sosiatisasi
g Lanjutan  Penerapan | Tingkat kepuasan | Penerapan pelayanan perizinan
masyarekat  terhadap | parare)

(2] Tindak lanjut haail monitoring
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o /Kogiatan Indikator Bulan ;mmam Anggaran
' o Target - 1]2]afs[s[e[7[s]o]10] ]2 terkait (e

) Evaluasi - ‘

j] Pemeliharaan dan {l) Pemeriharaan pelayanan KPPT L. 3&!}1&1‘ Pagu
pengembangan perizinan pararel yang sudah Bagian Organisasi | Indikatif
pelayanan  perizinan berjalan baik Bagian Hukum Anggaraap \FMD
pararel (2) Pengembangan pelayanan Pokja  Penataan dal‘x:m

perizinan pararel untuk jenia- Tatalaksana, Kabupaten
jenis pelayanan baru Penguatan Situbondo
Organisasi, dan | 2016-2021
(3] Penerapan pelaynnan Peningkatan
Pelayanan Publik
11. | Zona Integritas Menujm
WBE/WBBM
1) Penandatanganan Pakta | Jumiah SKPD yang | Penandatanganan Pakia Integritas Inapektorat Sesuai  Pagu
Integritas telah menandatangani SKPD terkait Indikatif
" Sudah dilaksanakan tahun 2013 Pokja Penguatan | Anggaran
Pakta Integritas ) gu
100 SKPD Pengawasan dan dxg;.l:m RPIJMD
2)  Penylapan SKPD scbagal | Jumiah SKPD yang | Penyiapan 1 SKPD sebegai umit wg:bmm e owse

unit yang ditstapkan | disiapkan untuk | yang ditetapkan untuk Zona g 2016-2021

untuk Zona Integritas | ditetapkan sebagni | Integritas Menuju WBK/WBBM

Menuju WBK/WBBM Zona itas menuju

WBK/WBBM
1 SBKPD
3} Pencanangan Zona | Jumlah SKPD yang | Pencanangan Zona Integritas
Integritas - Menuju | ditetapkan sebagai | Menuju WBK/WBBM
WBK/WBBM Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
1 SKPD
4} Pelaksana Zona Integritas | Tingkat kepuasan | a. Pelaksana Zona Integritas

Menuju WBK/WBBM di 9 | masyarakat terhadap Menuju WBK/WBBM di 8

SKFD yang baru | pelayanan pemda SKPD

ditetapkan untuk { 80% b. Pelaksana Zona Integritas

menerapkan Zona Menuju WBK/WBBM di 1

Integritas menuju SKPD tahun 2017

WBK/WBBM tahun 2017

5} Monitoring dan Evaluasi | Persentase  aktivitas | &. Monitoring Inspektorat
penerapan sistem yang Polja Penguatan
dilaksanakan  seauai Pengawasan dan
| target Akuntabilitas
80% b. _Evaluasi Kinerja
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Indikator Bulan Penanggung
¥No. tan wab/SKPD
Program/Kegia Target Tahapen 12|34 si6|7[8lo]10} 11|12 . m{mt (Rp}
6) Pelaksanaan perbaikan | Persentase aktivitas | a. Tindak lanjut terhadap hasil Inspektorat Sesuai  Pagu
yang diperlukan | penerapan sistern yang evaluasi SKPD terkait Indikatif
terhadap seluruh | dilaksanakan sesuai Pokja =~ Penguatan [ Anggaran
pelakasanaan kegiatan | target Pengawasan  dan | dalam RPJMD
dalam rangka Zona | 80% b. Perbaikan  terhadap sistem Akuntabilitas Kabupaten
Integritas Menuju untuk pelaksanaan tahun Kinerja Situbondo
WBK/WBBM untuk berikutnya 2016-2021
menjaga  konaistensi
perbaikan
berkelanjutan
7) Penyiapan SKPD lain | Tingkat kepuasan | a. Penyusunan rencana Inspektorat
sebagai Zona Integritas | masyarakat terhadap penctapan  Zona  Integritas SKPD terkait
Menuju  WBK/WBBM | pelayanan pemda menuju WBK/WBBM untuk Pokja  Penguatan
pada tahun berikutaya SKPD lainnya Pengawasan  dan
80% b. Penetapan SKPD  untuk Akuntabilitas
menerapkan Zona Integritas Kinerja
menuju WBK/WBBM
12. Penataun Ketatalaksanaan
1) Penataan Persentase dari jumlah | a. Identifikasi berbagai peraturan Bagian Organisasi Sesuai  Pagu
ketatalaksanaan yang | kebijakan perundangan  daerah yang Bagian Hukum Indikatif
terkait dengan | ketatalaksanaan baru dipandang kurang mendukung Sudah dilaksanakun tahun 2014 SKPD terkait Anggaran
pelayanan dalam | yang diterbitkan aebagai pelaksanaan dan pelaksanaan Pokja Penataan | dalam RPJMD
rangka mendukung | pengganti kebijakan quick wins Tatalaksana, gﬂtzupﬂfcn
laksanaan quick wins | ketatalaksanaan b. Penyusu renc Penguatan itubondo
pe * dipandang ku);gg pmy;:hm penataan ane Sudah dilaksanakan tshun 2014 OYS?niMSi» dan | 2016-2021
mendukung pelaksanaan [ c. Lanjutan perumusan kebijakan Peningkatan
pelayanan perubahan untuk peraturan Kualftas Pelayanan
yang dipandang kurang Publik
mendukung pelaksanaan dan
pelaksanaan quick wins
75% d. Penctapan kebijakan
<. Implementasi
2) Penyempumnaan e- Tingkat kepuasan | 8. Penyempurnaan e-procurement II}];SPE
procurement pelayanan pengadaan | b. Lanjutan penera e-
barang dan jasa pmémm Fen Pokja Penataan
85% c. Monitoring dan tindak fanjut Tatalaksana,
hasil monitoring : Panguata.n
d, Evaluasi Organisasi, dan

¢. Tindak lanjut hasil evaluasi
tahun 2018

Peningkatan
Kualitaa Pelayanan
Publik
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o / tan Indikator Bulan Ponﬂ}xlm
Target pan 1[2]a[4]6fe[7[8]9ofw0[n | jmg_,_._“ (Rp.)
13. | Penguatan dan Penatsan
Organisasi
1) Penataan organisasi | Persentase organizasi | a. Lanjutan pelaksanaan Bagian Organisasi | Sesuai Pagu
yang terkait dengan | Perangkat Daerah yang perubahan kebijakan yang SKPD terkait Indikatif
pelayanan dalam rangka | ditata dianggap menghambat Pokja Penataan | Anggaran dalam
menduloung pelayanan dan menghambat Tatalaksana, RPJMD
pelaksanaan quick wins penerapan quick wins Penguatan Kabupaten
80%% b, Monitoring Organisasi, dan { Eitubonde 2016
¢. Tindak lanjut hasil Pcmnahgkatan 2021
monitoring Kualitas _
d. Evaluasi Pelayanan Publik
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
tahun 2017 - 2018
2) Penatean terhadap | Persentase kasus tumpang | a. Penyusunan rencana Bagian Organisasi
tugas den fungsi yang | tindih tugas dan fungsi penataan terhadap tugas dan SKPD terkait
tumpang tindih yang diselesaikan fungsi dengan dasar hasil Sudah dilaksansiran tahon 2015 Pokja  Penataan
pemetaan proses bisnia Tatalaksana,
80% b. Perumusan penataan Penguatan
tethadap tugas dan fungsi Organisasi, dan
yang tumpang tindih Sudah diaksanakan tahun 2018 Pmmgkatan
{tetrmasuk menata Kualitas
kelembagaan) Pelayanan Publik

c. Penerapan hasil penataan

d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring

€. Evaluasi

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

tahun 2017 - 2018
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I1.3. Tahun 2019
Indikator Pensnggy o8 Anggeran
No. tan
Program/Hegia Target Tahapan 1 10 | 11 | 12 w Rp-)
1. Pembingan dan Pengembangan
Aparatar
1} Penyempurnaan hasil Dokumen hasil analisia | & Penyempurnaan Hasil Bagian "
Analisis Jabatan jabatan yang sudah analisis  jabatan  sesuai Organisasi
disempurnakan dengan hasil monitering dan BKPSDM
evaluasi yang telah dilakuken Pokja
1 Dokumen b. Penerapen haasil Manajemen
penyempurnaan pada jabatan Perubahan dan
c. Monitoring dan tindak lanjut Penataan
hasil monitoring Sistem
d. Evaluasi Manajemen
e. Tindak lanjut hasil cvaluasi SDM Aparatur
2) Penyempurnaan Haeil Dokumen hasil analisis { a. Penyempurnaan hasil ABK Begian -
Analipis Beban Kerja beban kerja yang sudah sesuai dengan hasil Organisasi
disempumakan monitoring dan evaluasi yang BKPSDM
telah dilakukan Pokja
1 Dokumen b. Penerapan hasil pada jabatan Manajemen
dan kebutuhan pegawai Perubahan dan
¢. Monitoring dan tindak lanjut Penataan
hasil monitoring Sistem
d, Evaluasi Manajemen
e. Tindak lanjut hasil evaluasi SDM Aperatur
3) Penyempurnaan standar Dokumen standar | a. Penyempurnaan standar Bagian B
kompetensi jabatan kompetensi jabatan kompetensi jabatan Organisasi
yang sudah | b. Penerapan hasil pada jabatan B‘“TSD“
disempurnakan ¢. Monitoring dan tindak lamjut Pokja
hasil monitoring Manajemen
1 Dokumen d. Evaluasi E:;ub;l;ﬁm
e. Tindak lanjut hasil evaluasi Sistem
Manajemen

SDM Aparatur
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Xo /Kegintan Iadikator ‘ | jawab/SKPD
Program /Kegin - Tahapan S *RETEET et {Rp.)
4) Penyempurnaan job grading | Dokumen job grading | a. Pernyusunan rencana Bagian -
yang disempurnaken penyempurnaan job grading Organisasi
1 Dokumen b. Penyempurnaan jeb grading BKPSDM
untuk seluruh jabatan sesuai Pokja
dengan hasil evaluasi jabatan Manajemen
c. Monitoring dan tindak lanjut Perubahan
haail monitoring dan Penatasn
penyempurnaan job grading Sistem
d. Penerapan hasil job grading Meanajemen
pada penentuan  sistem SDM Aparatur
pengeajian
e. Monitoring dan tindak lanjut
penerapan
f. Evaluasi
g Tindak lanjut hasil evaluasi
tahun 2017 dan 2018 -

5) Review (penyempumeaan) Dokumen rencana | a. Review (penyempurnaan) BKPSDM Sesuai Pag'T‘
rencana kebutuhan PNS kebutuhan PNS yang | rencana kebutuhan PNS Bagian Indikatif
sesuai beban kerja dan sudah disempurnakan sesuai  beban kerja dan Organisasi dalam
kompetensi yang kompetensi yang dibutuhkan Pokja RPJMD
dibutuhkan SKPD {sesuai SKPD (seauai dengan Manajemen Kabupaten
dengan perkembangan perkembangan terakhir} Perubahan Situbondo 2016-
terakhir) 1 dokumen b. Penerapan  hasil pada dan Penataan | 2021

rekruitmen S:stcn}
¢. Monitoring dan tindak lanjut Manajemen
hasil monitoring SDM Aparatur
d, Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
2017 - 2018

6) Penyempurnaan sistem Sistem rekmuitmen yang | a, Penyempurnaan siatemn BKPSDM
rekruitmen PNS (persiapan | sudah diperbaiki rekruitmen pegawai Pokja
untuk rekruitmen 2018) (persiapan untuk rekruitmen Manajemen

2019) Perubahan
1 sistemn b. Uji coba siatern baru dan Penataan

Sistern
Manajemen
SDM Aperatur
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10

11

12

Pen

anggang Anggaran
jawab/SKPD (Rp.)
terknit
BKPSDM Sesuai Pagu
Pokia Indikatif
Manajemen Anggaran dalam
Perubahan RPJMD

dan Penataan
Sistem
Manajemen
SDM Aparatur

- / ton Indikator Toha Bulan
o Program /Kegia pan 1 =
7) Pelaksanaan rekruitmen Persentase CPNS yang | a. Pelaksanaan rekruitmen
dengan sistem baru {tahun direkrut sesuai dengan sistem baru
2018) dengan  kompelensi
yang dibutuhkan
100% b. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
c. Evaluasi
d. Tindak lanjut hasil evaluasi
2017 - 2018
8] Penyempurnaan Penerapan Persentase pejabat | a. Penyempurnaan Penerapan
sistemn rekruitmen terbuka yang direkrut sesuai sistern  rekruitmen terbuka
untuk jabatan-jabatan dengan  kompetensi untuk jabatan-jabatan tertentu
tertentu | yang dibutuhkan
0% b. Penentuan jabatan-jabatan
yang akan dibuka
¢. Penerapan siatermn dalam
lingkup internal Pernda
d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
¢. Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
2017 - 2018
9) Penyempurnaan Hasil Dolumen hasil | a. Lanjutan  Penerapan  hasil
Evaluasi Jabatan evaluasi jabatan evaluasi jabatan pada Sistem
Manajemen SDM Aparatur
1 Dokumen b. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
c. Evaluasi
d. Tindek lanjut hesil evaluasi
2017 - 2018
10) Review penggunaan hasil | Peraentase pejabat | a. Review  penggunaan  hasil
assessment kompetensi | yang sesuai dengan assessment kompetensi untuk
untuk pengelolaan SDM kompetensi yang pengelolaan SDM
dibutuhkan b. Penggunaan hasil assessment
untuk pengelolaan SDM
T0% ¢. Monitoring dan tindak lanjut
hasil menitoring
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi

2017 - 2018

BKPSDM

Pokja
Manajemen
Perubahan
dan Penataan
Sistem
Mangajemen
SDM Aparatur

Kabupaten
Situbondo 2016-
2021

Bagian
Organisasi
BKPSDM

Pokja
Manajemen
Perubahan
dan Penatzan
Sistem
Manajemen
SDM Aparatur

BKPSDM

Pokja
Manajemen
Perubahan
dan Penataan
Sistern
Manajemen
SDM Aparatur

Sesuai Pagu
Indikatif
Anggaran dalam
RPJMD
Kabupaten
Situbondo 2016~
2021
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Penanggung
Indikator Bulan
T wab/SKPD
Ko, Program / Kegiatan . Tahapan o o | 11 ] 12 Ju Tt kait (Rp.)

11) Updating kebutuhan dan | Dokumen rencana | a. Penyusunan rencana BKPSDM Seauai Pagu
rencana pengembangan | pengembangan PNS penyusunan kebutuhan Pokja. Indikatif dalam
PNS untuk tahun 2019- pengembangan PNS Manajemen D
2020 1 dokumen b. Penyusunan rencana Perubahan R"P‘;H te

kebutuhan pengembangan PNS don T | Gitubonde 2016-

12) Lanjutan  Pelaksanaan | Persentase pegawai yang | a. Pelaksanaan pengembangan lﬂd‘::’:].‘mm 2021
pengembangan PN8 | mengikuti pengembangan PNS SDML aratur
scsuai kebutuhan | pegawai P

5,2% b. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitorng pelaksanaan
ban PNS
c. Evaluasi
d. Tindak anjut hasil evaluasi

13) Penyusunsan rencana | Aplikasi rencana | a. Penyusunan rencana
penempatan dan pola | penempatan dan pola karier penempatan dan pola karier
karier PNS PNS PNS, termasuk pola karier

jabatan fungsional
1 Aplikasi b. Penerapan rencana penempatan

dan pola karier PNS, termasuk
pola karier jabatan fungsional

¢. Monitoring dan tindak lanjut
haail monitoring

d. Evaluasi

¢, Tindak lanjut hasil evaluasi -

14) Lanjutan Penecrapan | Persentase pejabat yang | a. Penerapan rencana penempatan EK-P‘SDM Sesuai i Pagu
rencana penempatan dan | sesuai dengan kompetensi dan sistem pola karier pada Bagian Indikati dal
pola karier yang dibutuhkan Sistem Manajemen SDM Organisasi D am

70% b.Pembaruan data  rencana i{aa}?-;:jemen gifp aten
penempatan dan pola karier : .
c. Monitoring dan tindak lanjut Perubahan gg:;:':ondn 2016
hasil monitoring dan Penataan
d. Evaluasi by
¢, Tindak lanjut hasil evaluasi SDM Aparatur

15) Penyusunan sistem | Sistemn manajemen kinerja a. Penyusunan rencana

manajemen kinerja PNS pembangunan sistem

manajemen kineria PNS

1 sistem

b, Penyusunan Sistem Manajemen
kinerja PNS dan

¢. Uji coba

d. Penyempurnean hasil uji coba
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Penanggung
Indikator Anggaran
jawab/SEPD
Program /Kegiatan Terget Tahepan 3 10 11 12 terkait {Rp.]
16] Lanjutan Penerapan sistem | Persentase SKPD yang | a. Penerapan sistemn manajemen BKP,SDM S&spmﬁf Pagu
manajemen kinerja pegaweai | menerapkan Sistem kinerja pegawai Bagian Indika dalam
100% b. Monitoring dan tindak lanjut Orgamsasi
hasil monitoring Pokja RPIMD
c. Evaluast o | Situbondo 2016
d. Tindak lanjut hasil evaluasi Perubahan Siybonde
2017 - 2018 dan Penataan
Sistem
Manajemen
SDM A r
17) Sosialisasi berbagai | Jumlah sosialisasi a. Penyusunan rencana BK]‘"SDM
kebijakan kepegawaian sosialisaai Fokja
3 kali b. Peiaksanaan Sosialisasi Manajemen
c. Monitoring dan tindak lanjut Perubahan
hasil monitoring dan Penataan
d. Evaluasi :‘;’Wmm
e. Tindak lanjut hasil evaluasi S;’;ipmm
18} Pencrapan kebijakan | Jumlah kebijakan | a. Penyusunan rencana
kepegawaian kepegawaian yang penerapan aturan kebiiakan
diterapkan kepegawaian yang menjadi
kewajiban PNS
1 Peraturan b. Penerapan (setelah  melalui
sogialisasi]
¢. Monitoring dan tindak lanjut
haasil monitoring
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
2017 - 2018
19} Lanjutan Pelaksanaan | Persentase Pejabat yang | a. Lanjutan Pelakaanaan
pengembangen kepribadian | memperoleh pengembangan role model
role model pengembangan bagi para pejabat
kepribadian
100% b. Pelaksanaan pengembangan
role model bagi para pejabat

c. Penerapan role model bagi
seluruh pejabat

d. Monitoring dan tindak lanjut
haail monitoring

¢. Evaluasi

f. Tindak lanjut hasil evaluasi
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1)

Lanjutan Penerapan gistemn
penilaian kinerja PNS

Indikator ‘I Penangguag Angguaran
No. Program ] Keglatan Tuhe jawab/SKPD
Target P rab/SK (Rp
20) Monitoring dan tindak | Persentase kegiatan | a. Monitoring terhadap Polga Seauai Pagu
lanjut hasil monitoring | yang dilaksanalcan pelaksanaan seluruh kegiatan Manajemen Indikati{
seluruh kegiatan program | sesuai target program SDM Perubahan Anggaran dalam
SDM 80% b. Tindak lanjut hesil monitoring dan Penataan | RPJMD
21) Bveluasi seluruh kegiatan | Persentase  kegiatan | Evaluasi terhadap pelaksanaan Siatem e 016
dalam program SDM yang dilaksanakan | seluruh kegiatan program SDM S]g:{a i\ementu 2021
aesuai target paratur
80%
22) Tindak lanjut perbaikan | Persentase kegiatan | a. Tindak lanjut terhadep haail
hasil monitoring dan | yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi
evaluasi seluruh kegiatan | sesuai target
dalam program SDM 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan
_program SDM
23) Pelaksanaan berbagai | Persentase kegiatan | Pelaksanaan berbagai kegiatan BKPSDM
kegiatan baru yang perlu | yang dilaksanakan | baru yang perlu dilaksanakan Pokja
dilaksanakan sebagai { sesuai target sebagai tindak lanjut Manajemen
tindak lanjut sebagaimana | 80% sebagaimana telah diidentifikasi Perubahan
telah diidentifikasi pada pada tahun 2017 dan Penataan
tahun 2016 Sistemn
24) Kegiatan-kegiatan yang | Persentase hasil | a. ldentifikasi berbagai kegiatan Manajemen
harus dilakukan dalam | monitoring dan evaluasi baru yang perlu dilaksanakan SDM Aparatur
rangka mewujudkan target- | yang ditindaklanjuti untuk tahun  berkutnya
target prioritas dimaksud | melalui penetapan seauai hasil evaluasi
sesuai dengan | prioritas, dan kegiatan | b. Penyusunan prioritasi
perkembangan  kemajuan | baru
pelaksananan reformasi | 10086 c. Penetapan kegatan yang
birokrasi dalam program akan dilakukan
Pembinaan dan d. Perbaikan/penyusunan
Pengembangan  Aparatur kembali/ pencantuman
Pemerintah Kabupaten kegiatan dalam rencana aksi
Situbondo tahun berikutnya
2. Peningkntan disiplin aparatur

Persentase PNS yang | a. Lanjutan Penerapan sistem
memperoleh nilai penilaian kinerja PNS

kinerja dibawah | b, Monitoring dan tindak lanjut
standar hasil monitoring

25% ¢. Evaluasi

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

Sesuai Pagu
Indikatif

datam
RPIJMD
Kabupaten

Situbondo 2016-
2021
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II.4. Tahun 2020
Indikator Penangguag Anggaran
No. tan Taha jewab/SKPD
wram/Keg Target pan 10| 1 |12 terkait {Rp-}
1. Pembinaan dan Peagembangnn
Aperatur
1) Penyempurnaan hasil Dokumen hasil analisis | a. Penyempurnaan Hasil Bagian )
Analisis Jabatan jabatan yang sudah | analisis jabatan  scsuai Organisasi
disempurnakan dengan hasil monitoring dan BKPSDM
evaluasi yang telah dilakukan Pokja_
1 Dokumen b. Penerapan hasil Manajemen
penyempurnaan pada jabatan Perubahan dan
c. Monitoring dan tindak lanjut Penataan
hasil monitoring Sistem
d. Evaluasi Manajemen
e. Tindak lanjut hasi] evaluasi BDM Aparatis
2)  Penyempurnaan Hasil Dokumen hasil analisis | a. Penyempurnaan hasil ABK Bagian i
Analisis Beban Kerja beban kerja yang sudah sesuai dengan hasil Organisasi
disempurnakan monitoring dan evaluasi yang BKFSDM
telah dilakukan Pokja
1 Dokumen b. Penerapan hasil pada jabatan Manajemen
dan kebutuhan pegawai Perubshan dan
c. Monitoring dan tindak lanjut Penatean
_hasil monitoring Sistem
d. Evaluasi Manajemen
c. Tindak lanjut hasil cvalusi SDM Aparatur
3) Penyempurnaan standar Dokumen standar | a. Penyempurnaan standar Bagian i
kompetensi jabatan kompetensi jabatan kompetensi jabatan Organisasi
yang sudah | b, Penerapan hasil pada jabatan BXPADM
disempurnakan ¢. Monitoring dan tindak lanjut Pokja,
hasil monitoring. Manajermen
1 Dokumen d. Eyalnas: i . . den Penataan
e. Tindak lanjut hagsil evaluasi Sistem

Manajemnen
SDM Aparatur
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Penanggnng
Indikator Anggaran
/SHEPD
Program/Kegiatan P— Tahapan 10 | 11 | 12 j‘?e:hit ®e4
4) Penyempurnean job grading | Dokumen job grading | a. Pernyusunan rencana Bagian -
T Dokumen b. Penyempurnaan job grading BKPSDM
untuk seluruh jabatan sesuai Pbkla.
dengan hasil evaluasi jabatan Manajemen
<. Monitoring dan tindak lanjut Perubahan
hasil monitoting dan Penataan
penyempurnaan job grading ;mtcm
d. Penerapan hasil job grading smmr
pada  penentuan  gistem per
penggajian
e. Monitoring dan tindak lanjut
penerapan
f. Evaluasi
g Tindak lanjut hasil evaluasi :

5) Review (penyempurnaan) Dokumen rencana { a. Review (penyempurnaan) BmDM Sesua: Pagu
rencana kebutuhan PNS kebutuhan PNS yang rencana kebutuhan PNS Bagian Indikatif al
sesuai beban kerja dan sudah disempurnakan sesuai beban kerja dan Organisasi
kompetensi yang kompetensi yang dibutuhkan Pokja RPIMD
dibutuhkan SKPD (sesuai SKPD  {sesusi  dengan Mangjemen ) Kabupaten =~
dengan perkembangan perkembangan terakhir} Perubahan Situbendo 2016-
terakhirj 1 dokumen b. Penerapan hasil pada da.n Penataan | 2021

i i
c. mmm ng toia: tindak lanjut SDM Aparatur
d, Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi

6) Penyempurnaan sistem Bistern rekruitmen yang | a. Penyempumaan sistem BK'FTSDM
rekruitmen PNS (persiapan sudah diperbaiki rekruitrmen pegawai Polja
untuk rekruitmen 2018) {persiapan untuk rekruitmen Manajemen

2018} Perubahan

1 sistem b. Uji coba sistem baru g;nml’enataan

‘7Y Pelaksanaan rekruitmen Persentase CPNS yang | a. Pelaksanaan rekruitmen Manajemen
dengan sistem baru (tahun direkrut sesuai dengan dengan sistem baru SDM Aparatur
2018} kompetensi yang

dibutuhkan
100% b. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitering
¢. Bvaluasi
d. Tindak lanjut hasil evaluasi
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Indikator Bulan Penanggung
J8KPD -
Program /Kegiatan Tahapan slel7lsle 10 11 12 jawmb " (Rp.)
8) Penyempurnaan Persentase pejabat yang | . Penyempurnaan  Penerapan BKPSDM Besuai ~ Pagu
Penerapan sistem direkrut sesuai dengan sistem rekruitmen terbuka Pokja Indikatif
rekruitmen terbuka kompetensi yang untuk jabatan-jabatan tertentu Manajemen Anggaran dalam
untuk jabatan-jabatan | dibutuhkan Perubahan RPJMD
tertentu dan Penataan | Kabupaten
R0% b. Penentuan jabatan-jabatan Sistem Situbondo 2016-
yang akan dibuka Manajemen 2021
c. Penerapan  sistem  dalam SDM Aparatur
lingkup internal Pemda
d. Monitoring dan tindak lanjut
| hasil monitoring
e. Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
9) Evaluasi Jabatan Dokumen hasil evaluasi | a. Lanjutan  Penerapan  hasil Bagian
jabatan evaluasi jabatan pada Sistem Organisasi
Manajemen SDM Aparatur BKPSDM
1 Dokumen b. Monitoring dan tindak lanjut Polqa
hasil monitoring Manajemen
c. Evaluasi Perubahan
d. Tindak lanjut hasil evaluasi dan Penataan
Sistem
Manajemen
SDM A tur
10) Review penggunaan | Persentase pejabat yang | a. Review  penggunaan  hasil BKPSDM
hasil assessmen! | sesuai dengan assessment kompetensi untuk Pokja
kompetensi untuk | kompetensi yang pengelolaan SDM Manajemen
pengelolaan SDM dibutuhkan Perubahan
b. Penggunaan hasil assessment dan Penataan
untuk pengelolaan SDM Sistem
80% c. Monitoring dan tindak lanjut Manajemen
hasil monitoring SDM Aparatur
d. Evaluasi
¢. Tindek Janjut hasil evaluaasi
11} Updating kebutuhan | Dokumen rencana | a. Penyusunan rencana
dan rencana | pengembangan PNS penyusunan kebutuhan
pengem PNS pengembangan PN3
untuk tahun 2019-2020
1 dokumen b. Penyusunan rencana Dilaksanakan tahua 2017
kebutuhan pengembangan PNS
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Ko Program [ Keglatan Indikator Tahapan
Target
12) Lanjutan Pelaksanaan | Persentase pegawai yang | a. Pelaksanaan pengembangar
pengembangan PNS | mengikuti pengembangan PNS
sesuai kebutuhan | _pegawai
6,79% b. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksansan
pengembangan PN
c. Evaluasi
d. Tindak lanjut hasil evaluasi
13} Penyusunan rencana | Aplikasi rencana | a. Penyusunan repcana

penempatan dan pola
karier PNS

penempatan  dan  pola
karier PN

penempatan dan pola karier
PNS, termasuk pcola kaner
abatan fungsional

1 Aplikasi

b. Penerapan rencana penempatan
dan pola karier PNS, termasuk
pola karier jabatan fungsional

c. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring

d. Evaluasi

e. Tindak lanjut haasil evaluasi

Sudahb disusun tahun 2015

14) Lanjutan Penerapan | Persentase pejabat yang | a. Penerapan rencana penempatan
rencana penempatan | sesuai dengan dan sistemn pola kerier pada
dan pola karier kompetensi yang Sistern Manajemen SDM

dibutuhkan
30% b. Pembaruan data rencana
penempatan dan pola katrier
c. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
15} Penyusunan sistem | Sistem manajemen | a. Penyusunan rencana
manajemen kinerja PNS | kinerja pembangunan sistem
manajemen kinerja PNS dan
pengembangannya
1 sistem b. Penyusunan Sistem Manajemen
kinerja PNS dan
| __pengembangannya
¢, Uji coba

d. Penyempurnaan hasil uji coba

Sudah disosun tahun 2018

10

11

Penanggung
jawab/SKPD
terkait

BKPSDM
Pokja
Manajemen
Perubahan
dan Penataan
Siatem
Manajemen
SDM Apearatur
BKPSDM
Bagien
Orga‘miaam
Polga
Manajemen
Perubahan
dan Penataan
Sistem
Manajemen
SDM Aparatur

BKPSDM

Begian
Orgamsasi
Pokja
Manajemen
Perubahan
dan Penataan
Sistern
Manajemen
SDM Aparatur

BKPSDM
Organisasi
Fokja
Manajemen
Perubahan
dan Penataan
Sistemn
Manajernen
SDM Aparatur

Anggaran
(Rp.)

Sesuai Pagu
Indiketif
Anggaran dalam
RPJMD
Kabupaten
Sjtubondo 2016-
2021
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Indikator m Anggaran
Program /Kegiatan Tabapan 0 | 11 | 12 torkait (Rp.)
16] Updating sistermn | Sistem manajemen | a. Penyusunan rencana BKRSDM Sespmﬁf Pagu
manajemen kinerja PNS | kinerja sistem manajemen kinerja PNS Bagian indika
1 sistem b. Updating sistem manajemen Organisasi Afggaran dalam
kinerja PNS Polja_
¢. Uji coba :l;nuq]b:mh:nn ?t‘:lubgz:: 2016-
d. Penyempurnaan hasil uji coba dan Penataan | 2021
17} Lanjutan Pencrapan | Persentase SKPD yang | a. Pencrapan sistem manajemen Sistem
sistem manajemen | menerapkan Sistem kinerja Aparatur Manajemen
kinerja Aparatur 100% b. Monitoring dan tindak lanjut M Aparatur
hasil monitoring SDM Apara
¢. Evaluaai
d. Tindak lanjut hasil evaluasi
18) Sosialisasi berbegai | Jumlah sosialisasi a. Penyusunan rencana sosialisasi BKI-?SDM
kebijakan kepegawaian | 3 kali b. Pelaksanaan Sosialisasi Pokja
¢. Monitoring dan tindak lanjut Manajcmen
hasil monitoring f’d:’:b"m““;m an
d. Evaluasi Sistem
e. Tindak lanjut hasil evatuasi Manajemen
19) Penerapan kebijakan | Jumlah kebijakan | a. Penyusunan rencana penerapan SDM Aparatur
kepegawaian kepegawaian yang aturan kebijakan kepegawaian
diterapkan yang menjadi kewajiban PNS
1 Peraturan b. Penerapan (setelah melatui

sosialisasi)

¢. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring

d. Evaluasi

e. Tindak lanjut hasil evaiuasi

20) Lanjutan Pelakmanaan | Persentase Pejabat yang [ a. Lanjutan Pelaksanaan
pengembangan memperoleh pengembangan role model bagi
kepribadian role model pengembangan para pejabat

kepribadian
100% b. Pelaksanaan pengembangan

role model bagi para pejabat

c. Penerapan role model bagi
scluruh pejabat

d, Monitoring dan tindak lanjut
haasil monitoring

e. Evaluasi

{. Tindak lanjut hasil evaluasi
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Indikator
No. Program /Kegiatan Torget Tahapan

21) Monitoring dan tindak | Persentase kegiatan { a. Monitoring terhadap
lanjut hasil monitoring | yang dilaksanakan pelaksanaan secluruh kegiatan
seluruh kegintan program | sesuai target program SDM
SDM 80% b. Tindak lanjut hasil monitoring

22) Evaluasi seluruh kegiatan | Persentase kegiatan { Evaluasi terhadap pelaksanaan
dalam program SDM yang dilaksanakan | seluruh kegiatan program SDM

sesuai target
80%

23) Tindak lanjut perbaikan | % kegiatan yang | a. Tindak lanjut terhadap hasil
hasil monitoring dan | dilaksanakan secauai monitoring dan evaluasi
evaluasi seluruh kegiatan | target
dalam program SDM 80% b. Perbajkan  kegiatan-kegiatan

program SDM

24) Pelaksanaan berbagai | Persentase kegiatan | Pelaksanaan berbagai kegiatan
kegiatan baru yang perlu | yang dilaksanekan | baru yang perlu dilaksanakan
dilaksanakan sebagai | sesuai target acbagai tindak lanjut sebagaimana
tindak ianjut | 80% telah  diidentifikasi pada tahun
sebagaimana telah 2017
diidentifikasi pada tahun
2017

25) Kegiatan-kegiatan  yang | Persentase hasil | a. Identifikasi berbagai kegiatan
harus dilakukan dalam | monitoring dan evaluasi baru yang perlu dilaksanakan
rangka mewujudkan | yang ditindaklanjuti untuk tahun berikutnya sesuai
target-target pricritas | melalui penctapan hasil evaluasi
dimaksud sesuai dengan | prioritas, dan kegiatan | b. Penyusunan prioritasi
perkembangan kemajuan | baru
pelaksanaan reformasi | 100% ¢. Penetapan kegiatan yang akan
birokrasi dalam program dilakukan
Pembinaan dan d. Perbaikan/penyusunan
Pcngm_nba.ngan Aparatur kembali/pencantuman
Pemerintah  Kabupaten kegiatan dalam rencana aksi
Situbondo tahun berikutnya

a. Peningkatan disiplin

aparatur

1) Lanjutan Penerapan | Persentase PNS yang | a. Lanjutan Pencrapan sistem
sistern penilaian. kinerja | memperoleh nilai penilaian kinerja PNS
PNS kinerja dibawah | b, Monitoring dan tindak lanjut

standar hasil monitoring
20% ¢. Evaluasi

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

Penanggung

> |
Pokja Sesuai Pagu
Manajermen Indikatif
Perubahan Anggaran dalam
dan Penataan | RRJMD

Sistem Kabupaten

Manajemen
SDM Aparatur

Situbondo 2016~
2021

BKPSDM Sesuai Pagu
Bagian Indikatif
Organisasi Anggeran dalam
Pokja RPJMD
Manajemen Kabupaten
Perubahan Situbondo 2016-
dan Penataan | 2021
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hasil monitoring peleksanaan
kegiatan

d. Evaluasi

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

N /Kogiatan Indfator Taha javrab/SKPD
o. Program / Kegia A pan 10| 1| 12 torkait B
2) Penyempurnaan Integrasi | Persentase aparatur | a. Penyempurnaan Integrasi B!{PSDM S“Paltﬁ €
sistem manajemen kinerja | yang capaian sistem manajemen  kinerja Dinas Indilos dalam
dengan Sistem Penilaian | kinerjanya sesuai target dengan  Sistem  Penilaian Komunikasi, Anw
Prestasi  Kerja Pegawai Prestasi Kerja aparatur (Sistem Informatika | BRIV
(Sistern Manajemen Manajemen Kinerja aparatur) dan g.am‘ pa jo 2016-
Kinerja Pegawai) 8096 b. Penerapan Bistemm Manajemen Pcrs.and.lan 2;)21
Kinerja yag telah diintegrasikan Baglan
dengan Sistemn Penilaian Organisasi
Prestasi Kerja aparatur Polqa-
¢. Monitoring pencrapan dan Manajemen
tindak lanjut hasil monitoring f’d:’n“b“m‘“’;
d. Evaluasi hasil penerapan Sistem
Manajemen
SDM Aparatur
e. Tindak lanjut hasil evaluagi
3] Pembinaan Disiplin | Peraentase pelanggaran | a. Penyusunan rencana BKPSDM
Pegawai Negeri Sipil disiplin PNS yang telah pelaksanaan pembinaan Inspektorat
ditindaldlanjuti disiplin PNS :':Kla,emn
100% b. Pembentukan Tim pembinaan w—r
disiplin PNS taan
¢. Pelaksanaan pembinaan dan Pena
digiplin PNS ;‘::;;‘em en
d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan BDM Aparatur
kegiatan
¢. Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
3. Penataan Peraturan
Perundang-undangan
1} Asistensi  Pembahasan | Jumlah Rancangan | a. Penyusunan rencana kerja Bagian Hukum .
Rancangan Peraturan | Peraturan Daerah asistensi pembahasan Polga
Daerah dalam asistensi Rancangan Peraturan Daerah Penataan
pembahasan b. Pelaksanaan asistenai i:::t:;;“m
pembahasan Rancangan 3
Peraturan Daerah undangan
30 Ranperda ¢. Monitoring dan tindak lanjut
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Penanggung
Indikator
awab/SKPD
No. Program /Kegiatan Tahapan v ETHET jawsb/ ¢ {Rp.)

2} Workshop Rancangan | Tingkat partisipasi | a. Penyusunan rencane Bagian Hukum )
Peraturan Daerah Inisiatif | magyarakat dalam pelaksanean kegiatan workshop Pokja
DPRD workshop  Rancangan | b. Pelaksanaan kegiatan workshop Penataan

Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan
Inisiatif DPRD Inisiatif DPRD Perundang-
undangan
85% c. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan
d. Evaluasi
e. Tindek lanjut hasil evaluasi
3) Fasilitasi Rancangan | Jumlah Rancangan | a. Penyusunan rencana Bagian Hukum )
Peraturan Daerah Peraturan Daerah harmonisasi dan sinkronisasi Pokja
usulan SKPD yang telah Rancangan Peraturan Daerah Penataan
dilakukan sinkronisasi usulan SKPD Peraturan
dan diharmonisasikan b. Pelaksanaan harmonisasi dan Perundang-
sinkronisasi Rancangan undangan
Peraturan Dacrah usulan SKPD
30 Ranperda c. Penyusunan rekomendasi hasil
harmonisasi dan sinkronisasi
Rancangan Peraturan Daerah
usulan SKPD
d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan
e, Evaluasi
f. _Tindak lanjut hasil evaluasi .

4) Harmonisasi dan | Jumlah Ranperbupi | a. Penyusunan rencana Bagian Hukum B
Sinkronisasi Rancangan | dan Rankepbupi yang harmonisasi dan ainkronisasi Pokja
Peraturan Bupati dan | telah dilakukan Ranperbupi dan Rankepbupi Penataan
Rancangan Keputusan | sinkronisasi dan usulan SKPD Peraturan
Bupati diharmonisasikan b. Pelaksanaan harmonisasi dan Perundang-

sinkronisasi Ranperbupi dan undangan
Rankepbupi usulan SKPD
60 Ranperbupi c. Penyusunan rekomendasi haasil
500 Rankepbupi hermonisasi dan sinkronisasi
Ranperbupi dan Rankepbupi
usulan SKFD
d. Monitoring dan tindak lanjut

hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan

c.

Evaluasi

f. Tindak lanjut hasil evaluasi
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Indikator m Anggaran
No. Program /Kegiatan Tahapan 0 | 11 | 12 terkalt Rp.)
5] Harmonisasi den | Jumlah Peraturan | a. Identifikasi Peraturan Daerah Bagra.nl-lukum b
Sinkronisasi  Peraturan | Daerah dan Peraturan dan Peraturan Bupati yang Pokja
Daerah dan Peraturan | Bupati yang telah perlu dilakukan harmonisasi Penataan
Bupati dilakukan ainkronisasi dan sinkronisasi Peraturan
dan diharmonisasikan b. Penyusunan rencana Perundang-
harmonisasi dan sinkronisasi undangan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
20 Perda c. Pelaksanaan harmonisasi dan
20 Perwali sinkronisasi Peraturan Daecrah
dan Peraturan Bupati
d. Penyusunan rekomendasi hasil
harmonisasi dan asinkropisasi
Peraturan Deaerah dan
Peraturan Bupati
e. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan
f. Evaluasi
g. Tindak lanjut hasil evaluasi .
6) Redokumentasi  Produk | Jumlah dokumen | a. ldentifikasi produk  hukum Bagian Hukum .
Hukum Daerah Produk Hukum Daecrah dacrah yang perlu Pokja
vang disusun didokumentasikan kembali Fenataan
5 Dokumen b. Penyusunan rencana Peraturan
pendokumentasian kembali Perundang-
produk hukum daerah undangan
¢. Pelaksanaan
pendokumentasian kembali
produk hukum daerah
d. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan
¢. Evaluasi
f. Tindek lanjut hasil evaluasi - -
7]  Monitoring _dan tindak | Persentase  kegiatan | a. Monitoring terhadap Bagian Hulkum | Sesa Fagu
lanjut hasil monitoring | yang dilaksanakan pelaksanaan seluruh kegiatan Pokja n dalam
seluruh kegiatan program | sesuai target program Penataan Peraturan Penataan
Penataan Peraturan Perundang-undan Peraturan RRJMD
Perundang-undangan | 0% b. Tindak lanjut hasil monitor] Perundang: | Kabapaten 16
8 Evaluasi scluruh kegatan | Persentase  kegiatan | Evaluasi terhadap pelaksanaan undangan

dalam program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan

yang dilaksanakan
sesuai target

Penataan Peraturan Perundang-

undangan

2021
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Indikmtor Bulan . .- Penanggung Angyuran
awab/SKPD
No. Program/Kegiatan Target Takapan T2 s s s s 7 e [o 10|11 12| “erxait (Rp.)

9} Tindak lanjut perbaikan | Persentase kegiatan | a. Tindak lanjut terhadap hasil Bagian Hukum | Sesuai Pagu
hasil monitoring dan | yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi Pokja Indikatif
evaluasi seluruh kegiatan | sesusi target Penataan dalam
dalam program Penatean | BO% b. Perbaikan  kegiatan-kegiatan Peraturan RPJMD
Peraturan Perundang- program Penataan Peraturan Pc:;iundang- g;l:ll;];:;e: 016-

N un
undangan Perundang-undangan angan 2021

10) Peclaksanaan  berbagai | Persentasc  kegiatan | Pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum
kegiatan baru yang periu | yang dilaksanakan | baru yang perlu dilaksanakan SKPD terkait
dilaksanakan sebagai | sesuai target sebagai tindak lanjut sebagaimana Pokja
tindak lanjut [ 80% telah diidentifikasi pada tahun Penataan
sebagaimana telah 2017 Peraturan
diidentifikasi pada tahun Perundang:-

2017 undangan

11) Kegiatan-kegiatan yang | Persentase haail | a. Identifikasi berbagai kegiatan
harus dilakukan dalam | monitoring dan evaluasi baru yang perlu dilaksanakan
rangka mewujudkan | yang ditindaklanjuti untuk tahun berikutnya sesuai
target-target prioritas | melalui penetapan hasil evaluasi
dimaksud sesuai dengen | prioritas, dan kegiatan
perkembangan kemajuan | baru
peiaksanaan reformasi | 100% b. Pelaksanaan koordinasi kerja
birokrasi dalam program sama permasalahan peraturan
Penataan Peraturan perundang-undangan
Perundang-undangan c. Monitoring dan tindak lanjut
Pemerintah ~ Kabupaten hasil monitoring pelaksanaan
Situbondo kegiatan

d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
4. Penguatan Pengawasan

1) Penyusunan kebutuhan | Jumlah Auditor BKDPSDM S“m‘;:i‘ . Pagu
tenaga fungsional Auditor ['14 orang Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 5 Program Pembinaan dan L‘:gkmt in o
on Jumlah P2UFD Pengembangan Aparatur Penguatan RPJMD

11 orang | Pengawasan g.abtéga;enzols

2} Penyusunan rencana | Persentase Auditor dan [ dl anl tabilitas 2312“1 ndao
dm‘: ’"snmu‘bmmga" Auditor ZQ:an[:roleh Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Kinerja

peningkatan Pengembangan Aparatur
kompetensi
100%

I
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Program { Kegiatan tor Taha Jawab/3EPD
Target pan 1[2]3]|a]s]e[7[s8][9]w |11 torkait s
3) Penyusunsn rencana | Persentase evaluasi | a. Penyusunan rencana evaluasi g;ak;;ektorat IS:;;.: - Pagu
peningka penera; a
B o penereen | SHESKED R e ———— Sudah disusun/dilsksansioan tahun 2018 Penguatan Anggaran dabums
SPIP Pengawasan RPJMD
4) Llanjutan Penerapan SFIP | Persentase SKPD yang | a. Lanjutan penerapan SPIP di din bilitas gﬂﬂgﬁzm&
pada SKPD yang belum | menerapkan 8PP BKPD Akuntabili 2021
melaksanakan /belum Kinerja
optimal melakaanakan 90% b. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitori
c._Evaluasi
d. Tindak lanjut haail evaluasi
5]  Penyusunan rencana | Opini BPK Penyusunan rencana monitoring BPPKAD
monitoring  pengelolaan Inspektorat
keuangan untuk seturuh | WTP Pokja
SKPD untuk tahun 2018 Penguatan
6) Sosialisasi tertib | Jumlah Sosialisasi Sosialisasi tertic administrasi Pengawasan
administrasi pengelolaan Mg pengelolaan keuangan Sndah dilaksanakan tahun 2015 - 2017 dan )
7) Pelaksanaan monitoring | Opini BPK a. Pelaksanaan monitoring
pengelolaan keuangan di pengelolaan  keuangan  di
SKPD tahun 2018 zeluruh SKPD
WTP b. Tindak lanjut hasil monitoring
) = FPT] 3 IR . BI‘PSDM
8) Sosialisasi LHKPN ;umml?h Sosialisasi Sosialisasi LHPKN Sudab dilaksanakan tahun 2015 Inspektorat
9]  Asistenasi penyusunan | Persentase pejabat yang | a. Asistensi penyusunan LHKPN Pokja
LHKPN bagi pejabat telah  menye bagi pejabat Pms“wm
LHKPN o o Sudah dilaksanakan tahun 2015 - 2016 e
00% b. Monitoring penyerahan L Akuntabilitas
Kineria
10} Penyusunan rencana | Persentase pengaduan | Penyusunan rencana Inspektorat
pengembangan sarana | yang ditindaklanjuti pengembangan sarana pengaduan Pokja
pengaduan  penyampaian | 1009 penyampaian  informasi indikaa; Sudah dilaksgnakan tahun 2013 Penguatan
informasi indikasi terjadinya KKN Pengawasan
terjadinya KKN dan -
11) Lanjutan FPenerapan | Persentase pengaduan | Penerapan sarana pengaduan M.‘““Fah"hm
sarana pengaduan | yang ditindaklanjuti penyampaian informasi indikasi Kinerja
penyampaian  informasi | 100% terjadinya KKN
12) Tindak lanjut pengaduan | Persentase pengaduan | Tindak lanjut pengaduan
informasi indikasi | yang ditindaklanjuti informasi indikasi terjadinya KKN
terjadinya KKN 100%




No. Program / Kegiatan tor Taha
. . pan
13} Lanjutan Penerapan | Persentase jumlah | a. Lanjutan Penerapan
wistleblower pengaduan yang wistieblower
berhasil ditindakianjuti

100% b. Monitoring dan tindak lanjut

haail monitoring

c. Evaluasi
i d. Tindak lanjut hasil evaluasi

14) Monitoring dan tindak | Persentase kegiatan | a. Monitoring dan tindak lanjut

lanjut hasil monitoring
seluruh  kegiatan pada
Program Penguatan

haail monitoring

b. Tindak lanjut hasil monitoring

15)

Evaluasi scluruh kegiatan
dalam program Penguatan
Pengawasan

Evaluasi aeluruh kegiatan dalam
program Penguatan Pengawasan

16)

Tindak  lanjut  hasil
evaiuasi seluruh kegiatan
dalam program Penguatan
Pengawasan

a. Tindak lanjut terhadap haasil
evaluasi

b, Perbaikan kegiatan-kegiatan
program penguatan

17

Pelaksanaan berbagai
kegiatan baru yang perlu
dilaksanakan achagai
tindak lanjut
sebagaimana tekah
diidentifikasi pada tahun
2017

pengawasan

Pelaksanaan berbagai kegiatan
baru yang perlu dilaksanakan
sebagai tindak lanjut sebagaimana
telah diidentifikasi pada tahun
2017

18)

Penyusunan prioritas
baru  serta  kegiatan-
kegiatan yang  harus
dilakukan dalam rangka
mewnjudkan target-target

Persentase hasil
monitoring dan evaluasi
yang ditindaklanjuti
melalui penctapan
prioritas, dan kegiatan

a. ldentifikasi berbagai kegiatan
baru yang periu dilaksanakan
untuk tahun berikutnya sesuai
hasil evaluasi

prioritas dimaksud | baru

sesuai dengan | 100% b. Penyusunan prioritasi

perkembangan  kemajuan c. Penetapan kegiatan yang akan

birokrasi dalam program d. Perbaikan/penyusunan

Penguatan Pengawasan kembali/pencantuman
kegiatan dalam rencana aksi
tahun berikutnya

10

11

12

Penanggung

Anggaran

oot et (®p.)
Inspektorat Sesuai Pagu
Pokja Indikatif
Penguatan Anggaran dalam
Pengawasan RPJMD
dan Kabupaten
Akuntabilitas Situbondo 2016-
Kinerja 2021
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Ko Program /Kegiatan tor Taha Balas jh b/SKPD
- awa
Target pas 1[2[3[a[s5[6]7[8][9]10] 11 ]12 | " terkar (®p-)
5. Peningkutan Profesionalisme
tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
1} Pelathan pengembangan | Persentase tenaga BKPSDM Seauaiﬂ Pagu
tenaga pemeriksa dan | pemeriksa dan a tur Inspektorat Indikati
aparatur pengawasan pengawasan ymr:i:lah Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Polg: dalam
mendapatkan pelatihan Pengembangan Aparatur Penguatan RPIMD
70% T Pengawasan Kebupaten
2) Pelatihan teknis —t dan . Situbondo 2016-
pengawasan dan Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Akuntabilitas | 2021
penilaian  akuntabilitas Pengembangan Aparatur Kinega
kinerja
6. Pengoembangan Sistem dan
Prosedur Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik
1) Lanjutan Penyusunan | Jumlah kebijakan | a. Lanjutan Penyusunan sistem Bagian Sesuai
sistemn dan prosedur tetap | terkait asistem dan dan proaedur tetap Organisasi Indikatif
prosedur tetap Bagian Hukum | Anggaran dalam
. Penetapan siatern dan prosedur SKPD terkait RPJMD
tetap Pokja Kabupaten
. Penerapan sistem dan Penataan Situbondo 2016-
prosedur tetap Tatalaksana, 2021
. Monitoring dan tindak lanjut Penguatan
hasil monitoring Organisasi,
. _Evaluasi dan
Tindak lanjut hasil evaluasi Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
2) Penyusunan/perbaikan Jumlah Standar Penyusunan 8P baru/ SKPD terkait
sP (termasuk SP | Pelayanan yang telah penyempurnaan SP yang ada Bagian
pengawasan dan | disusun seauai di SKPD Organisaai
penyusunan laporan) ketentuan . Pembahasan SP  bersama Inapcktorat
seluruh stakeholder Pokja
40 SP Penerapan SP di SKPD Penataan
Tatalaksana,
Penguatan
Organisasi,
dan
Peningkatan
Kualitas
Publik
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Indikator Bulan Penanggung
No. Program /Koglatan Tahapen jawab/8KPD A"g:;“‘
Target terkait .
d. Monitoring penerapan dan
tindak lanjut hasil monitoring
. Evaluasi hasil penerapan
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
3) Penyusunan/perbaikan Jumlah SOP yang telah | a. Penyusunan 8QP baru/ SKPD terkait Beauai Pagu
S0P  (termasuk  S8SOFP | diterapkan penyempurnaan SOP yang ada Polga Indikatif
pengawnasan dan di S8KPD Penataan Anggaran dalam
penyusunan laporan) b. Penerapan SOP di S8KPD Tatalaksana, z’gMD
175 SOP ¢. Monitoring penerapan dan upaten
tindak lanjut hasi! monitori Situbondo 2016-
d. Evaluasi hasil penerapan 2021
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
4) Penyuaunan Sistem | Dokumen Neaskah | a. Perencanaan penyusunan
Penyelenggaraan Akademis dan sistem penyelenggaraan Bagian Hukum
Pelayanan Terpadu Satu | Rancangan Perda pelayanan terpadu gatu pintu Bagian
Pintu 2 Dokumen b. Pengkajian penerapan sisterm Organisasi
PTSP Bagian Kerja
¢. Penyusunan Naskah Akademis Sama dan
dan Ranperda sistemn ;e:da;aman
lenggaraan PTSP
4. l;’gfny:ahasan dengan Sudah disusun tahun 20185 Pokja
melibatkan seluruh  seluruh Penataan
stakeholder Tatalaksana,
e. Tindak lanjut hasil Penguatan
pembahasan dOrga.msas:,
f. Penyampaian ke Bagian an
Hulum untuk proses legislasi Peningkatan
g. Legislasi Rancangan Perda 11;::1:111;“
5) Penyusunan Tata Cara | Rancangan Peraturan | a. Perencanaan penyusunan Publalrk
Pencabutan lzin dan Nen | Bupati Rancan, Peraturan Bupati
Izin 1 Ranperbup b. F&nyumiﬂn%n Rancangan Sudah disusun tahun 2018
Peraturan Bupati
c. Workshop pembahasan
Rancangan Peraturan Bupati

d. Tindak lanjut hasil workshop

e. Penyampaian ke Bagian Hukum
untuk proses penetapan

Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015
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/Kegiatan Iadikator Tuha Bulan /SKPD Aaggaran
Ko Program/Hegla Target pan 1[2]afa]s[e[7[8]o]10]11] 12 j"t:hu (Rp-)
f. Penerapan pelayanan
Pencabutan Izin dan Non lzin
g. Monitoring dan tindak lanjut
h. Evaluasi
i. Tindak lanjut hasil evaluasi
7. Peninghkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1) Peninjauvan lapangan dan | Rekomendasi Tim | a. Penyusunan rencana DPMPTSP Sesuai Pagu
penyusunan Teknis untuk peninjavan lapangan terhadap Tim Teknis | Indikatif
permohonan izin 11.932 Rekom b. Pembentukan Tim  Teknis Pokja RPJMD
Perizinan Penataan Kabupaten
¢. Pelaksanaan peninjavan Tatalaksana, Situbondo 2016-
lapangan dan penyusunan Penguatan 2021
pertimbangan teknia Organisasi,
permohonan izin dan
d. Monitoring dan tindak lanjut Peningkatan
hasil monitoring Kualites
e. Evaluasi
Publik
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
2) Peninjauan lapangan dan | Rekomendasi Tim | a. Penyusunan rencana DPMPTSP
pengawasan izin Pengawasan Perizinan peninjavan lapangan terhadap Tim
izin yang diterbitkan Pengawasan
11.932 Rekom b. Pembentukan Tim Pengawasan Terpadu
Perizinan Perizinan
c. Pelaksanaan peninjauan Pokja
lapangan dan penyusunan Penataan
pertimbangan  teknia  hasil Tatataksana,
pengawasan Penguatan
d. Monitoring dan tindak lanjut Organisasi,
hasil monitoring, dan
€. Evaluasi Pemngtatan
f. Tindak lanjut hasil evaluasi Kualitas
Pelayanan
Publik
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Indikator Bulan Penanggung Anggaran
b/SKPD
No. Program/Kegiatan Target Tahapan a8 (e [7 8 o] 10 1212 Moaeis (Rp-)
3) Pelayanan Mobil Keliling Layanan izin trayek | a. Penyusunan rencana layanan DPMPTSP Sesuai Pagu
keliling mobil keliling Pokja Indikatif
4 kalifbulan b. Penylapan sarana, prasarana Penataan dalam
dan petuga layanan Tatalaksana, RPJMD
¢. Pelaksanaan layanan Penguatan Kgbupaten
d. Monitoring dan tindak lanjut Organisasi, Situbonde 2016~
hasil monitoring dan 2021
¢. Evaluasi Peningkatan
f._Tindak lanjut hasil evaiuasi Kualitas
4) Lanjutan Penerapan SIM | Tingkat kepuasan | a. Lanjutan  Penerapan  SIM !
Perizinan masyarakat terhadap Perizinan Publik
pelayanan perizinan
95% b. Monitoring pelaksanaan SIM
Perizinan
¢. Tindak lanjut terhadap hasit
monitori
d. Evaluasi terhadap penerapan
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
5} Survei kepuasan | Tingkat kepuasan | a. Penyusunan rencana asurvei Bagian
magyarakat terhadap | masyarakat terhadap kepuasan masyarakat terhadap Organisasi
berbagai jenis pelayanan pelayanan Pemda seluruh jenis pelayanan SKPD terkait
80% b. Penyusunan instrumen survei Pokja
dan uji cobanya Penataan
¢. Pelaksanaan survei Tatalaksana,
d. Pengolahan data dan anslisis Penguatan
hasil survei Organisasi,
e. Penyusunan rekomendasi gznningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
6) Pengkajian penerapan | Tingkat kepuasan | a. Pengkajian penerapan PTSP
PTSP mesyarakat terhadap
pelayanan Pemda b. Pertyusunan kerangka sistem
PTSP
80% ¢, Penyusunan rencana
penerapan
a. Pencrapan PTSP p—— Sudah dilaksanaken tahun 2016
rencana
d. Monitering dan tindak lanjut
_penerapan
e. Evaluasi

{. Tindak lanjut hasil evaluasi
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Indikator Penanggung Anggaren
No. tan Taha b/ SKPD
Program /Kegix - pan B (Rp.)
7) lLanjutan pelaksanaan | Tingkat kepuasan | a. Lanjutan Penerapan  PTSP Sesuni Pagu
PTSP untuk quick wins masyarakat  terhadap aebagai quick wins Indikatif
pelayanan Pemda Anggaran dalam
80% b. Monitoring dan tindak lanjut RPIMD
penerapan Kabupaten
o. Evaluasi Situbondo 2016-
2021
d. Tindak lanjut hasil evaluasi
8) Pengembangan PISP | Tingkat kepuasan | a. Penyusunan rencana DPMPT3P
{quick  wins) untuk t terhadap pengembangan PTSP untuk SKPD terkait
seluruh jenis pelayanan | pelayanan Pemda seluruh jenis pelayanan Bagian
administratif administratif Organisasi
80% b. Penyiapan PTSP (sistem, ma
mekanisme kefja, penggunaan taan
teknologi  inf L EBUSDM. Sudah dilaksanakan tahun 2017 Tatalaksana
sarana dan prasana, dst.) Fl:ngugtan_
c. Pelaksanaan PTSP Ol‘glmd 8asl,
d. Monitoring dan tindak lanjut P"‘. ran
hasil monitoring Ku ah$
e. Evaluasi Pel an
[. Tindak lanjut hasil evaluasi Publik
S) Identifikesi  kebutuhan | Tingkat kepuasan | [dentifikasi kebutuhan perbaikan
baikan manajemen | masyarskat terhadap | manajemen  pelayanan  pada
g:fnyman pelayanan Pemda masing-masing jenia pelayanan Sudah dilaksanakan tahun 2017
80%
10) Lanjutan Penerapan | Tingkat kepuasan | b. Lanjutan penerapan teknologi DPMPTSP
teknologi informasi masyarakat terhadap informasi pada jenis pelayanan Dinas Kominfo
pelayanan Pemda yang masuk PTSP dan menjadi Poltja
quick wins Penataan
80% ¢. Monitoring dan tindak lanjut Tatalaksana,
penerapan Penguatan
d. Evaluasi Organisasi,
. Tindak lanjut hasil evaluasi dan
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
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Program / Keglatan Indliator ‘Taha b/SKPD
se. ! Target pa 10 | 11 | 12 j“;,mt (Rp.)
11} Monitoring dan evaluasi | Persentase Unit | a. Penyusunan rencana Bagian Seauai Pagu
pelayanan publik Pelayanan yang telah peluksanuan monev ke Unit Organisasi Indikatil
melakukan pelayanan Pelayanan  dalamm  rangka Inspektorat Anggaran dalam
sesvai standar pelayanan publik Pokja RPIJMD
b. Pembentukan Tim  Monev Penataan Kabupaten
pelayanan publik Tatalakaana, Bitubondo 2016-
Penguatan 2021
c. Penetapan parameter monev Organisasi,
pelayanan publik dan
d. Pelaksanaan monev pelayanan Peningkatan
publik Kualitas
e. Monitoring dan tindek lanjut Pelayanan
penerapan Publik
I. Evaluasi
g Tindak lanjut hasil evaluasi
12} Monitoring dan tindak | Persentase kegiatan | a. Monitoring terhadap
lanjut hasil monitering | yang dilaksanakan pelakasanaan seluruh kegiatan
scluruh kegiatan pada | sesuai target program Peningkatan kualitas Tatalaksana,
Program Peningkatan Pelayanan Publik Penguatan
kualitas Pelayanan Publik | 80% b._Tindak lanjut hasil monit Organisasi,
13) Evaluasi seluruh kegiatan | Persentase kegiatan | Evaluasi terhadap pelaksanaan

dalam program | yang dilaksanakan | seluruh kegiatan program
Peningkatan kualitas | sesuai target Peningkatan kualitas Pelayanan
Pelayanan Publik 80% Publik

14) Tindak lanjut hasil | Persentase kegiatan | a. Tindak lanjut terhadap hasil
evaluasi seluruh kegiatan | yang dilaksanakan monitering dan evaluasi
dalam program | sesuai target
Peningkatan kualitas ¢ 80% b. Perbaikann  kegiatan-kegiatan
Pelayanan Publik program Peningkatan kualitas

Pelayanan Publik

15 Kegiatan-kegiatan  yang | Persentase hasil | a. Identifikasi berbagai kegiatan
harus dilakkukan dalam | monitoring dan evaluasi baru yang periu dilaksanakan
rangka mewujudkan | yang ditindaldanjuti untuk tahun berikutnya sesuai
target-target prioritas | melalui penetapan haasil evaluasi
dimaksud sesuai dengan | prioritas, dan kegiatan | b. Penyusunan prioritas
perkembangan kemajuan | baru
pelaksanaan  reformasi | 100% c. Penetapan kegiatan yang akan
Peningkatan kualitas d. Perbaikan/penyusunan
Pelayanan Publik kembali/ pencantuman

Pemerintah Kabupaten
Situbondo

kegiatan dalam rencana aksi
tahun berikutnya
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Ni /Keglatan tor Tuhi
0. Program apan
Target
2) Penerapan SIM daia base | SIM data base | a. Penerapan SIM  daia base
kependudukan kependudukan kependudukan
1 sistemn b. Monitoring pelaksanaan SIM

data base kependudukan

c. Tindak lanjut terhadap hasil
monitoring

11

12

d. Evaluasi terhadap penerapan
e. Tindak lanjut terhadap hasil
3) Pengelolaan Maintenance | Jaringan dan alat-alat | a. Penyusunan pengelolaan
Jaringan dan alat-alat | Pelayanan Administrasi maintenance jaringan dan alat-
Pelayanan  Administrasi | kependudukan alat pelayanan administrasi
kependudukan kependudukan
b. Identifikasi Trouble Shooting Sudah dilaksanakan tahun 2018
jaringan
1 Jaringan Pelayanan | ¢. Maintenance jaringan dan alat-
Administrasi alat pelayanan administrasi
kependudukan kependudukan
d. Monitoring dan tindak lanjut
pelaksanaan
- dilaksanakan
e. Evaluasi BSudab takus 2015
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
4) Pengembangan Sistern | Sistem Informasi | a. Penyusunan rencana
Informasi Antrian dan | Antrian dan Pantauan pengembangan Sistem
Pantauan Pelayanan Pelayanan Informasi Antrian dan
Pantauan Pelayanan
1 sistemn . Persiapan sarana dan prasaran

Sistermn Informasi Antrian dan
Pantauan Pelayanan

c. Uji coba

d. Penyempunaan hasil uji coba

e. Penerapan Sistern Informasi
Antrian dan Pantauan
Pelayanan

f. Monitoring dan tindak lanjut
penerapan

&. Evaluasi

h. Tindak lanjut hasil evaluasi

Sudah dilaksanakan tahun 2016

jawab/SKPD “g;‘;"‘
terkait

Dinas Sesuai  Pagu

Kependudukan Indikatif

dan Pencatatan | Anggaran

Sipil dalam RPIJMD

Pokja Penataan | Kabupaten

Tatalaksana, Situbondo

Penguatan 2016-2021

Qrganisasi, dan

Peningkatan

Kualitas

Publik
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N Program [ Kegiatan ! tor Taha] jawab/8KPD
0.
Target pan 1[z]aJa]sle[7]8]o]w0| 1|12 terkait (Rp.)
a, Pelaksanaan Penghajian dan
Penerapan Standar
Mansjemen Mutu
1} Sertifilkasi Standar | Persentase Unit | a. Penyusunan Sistem SKFPD S&aual Pagu
Manajemen Mutu IS0 | Pelayanan yang telah Manajemen Mutu 18O 9001 : penyelenggara Indikatif
9001-2008 memiliki Sertifikat SO 2008 Pela; Anggaran
9001:2008 b. Implementasi [SO 9001 : 2008 Publik clal;m RPJMD
it internal Pokja Penataan | Kabupaten
c. Audit!n Tatelaksana, Situbendo
45% d. Perbaikan hasil audit internal Penguatan a016-2021
c. Rapat Tinjauan Manajemen Orgamsam, dan
f. Audit Eksternal/Sertifikasi peniagkatan
g Tindekan perbaikan hasil Audit Pelayanan
Sertifikasi
2) Pemeliharaan Standar | Persentase Unit ! a. Review dokumentasi Siatem
Manajemen Mutu ISO | Pelayanan yang telah Mangjemen Mutu 180 9001
9001:2008 memiliki Sertifikat IS0 2008
9001:2008 b. lmplementaai ISO 9001 : 2008
45% €. Audit Internal
d. Perbaikan hasil audit internal
¢. Rapat Tinjauan Manajemen
f. Audit Eksternal/Sertifikasi
g- Tindakan perbaikan hasil Audit
Sertifikasi
9. Penatann Adminiatrasi
Kependudukan
1} Pelayanan adminiatrasi | Tingkat kepuasan | a. Pelayanan administrasi Dinaa Sesuai  Pagu
kependudukan tnasyarakat terhadap kependudukan Kependudukan Indikatif
layanan kependudukan dan Pencatatan | Anggaran
5% b, Monitering dan tindak lanjut Sipil dalam RPJMD
pelaksanaan Pokja Penataan | Kabupaten
¢. Evaluasi Tatalaksana, Situbondo
Penguatan 2016-2021
d. Tindek lanjut hasil evaluaai Organisasi, dan
Peningkatan
Dilaksanakan Tahun 2021 Kualitas
Pelayanan
Publik
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N / tan Indikator Tah h/SEPD
X a
° Program/Kegia Target apan s s]e|7]sle w0112 * ';,m (Rp-)
5} Monitoring, evaluasi dan | Dokumen hasil monev | a. Penyusunan rencana Dinas Seauai  Pagu
pelaporan  administrasi | dan pelaporan monitoring, evaluasi  dan Kependudukan Indikatif
kependudukan administrasi pelaporan administrasi dan Pencatatan | Anggaran
_kependudukan kependudukan Sipil dalarn RPJMD
2 Dokumen b. Monitoring terhadap Pokja Penataan | Kabupaten
pelaksanaan seluruh pelayanan Tatalaksana, Situbondo
administrasi kependudukan Penguatan 2016-2021
c. Evaluasi terhadap pelaksanaan Organisasi, dan
seluruh pelayanan administrasi Peningkatan
kependudukan Kualitas
d. Tindak lanjut terhadap hasil
monitoring dan evaluasi Publik
¢, Penyusunan pelaporan
administrasi kependudukan
10. | Quick Wins
1) Pengembangan sistem | Tingkat kepuasan | a. Identifikasi Kelurahan untuk Dinas
informasi pelayanan | masyarakat terhadap penerapan sistem  informasi Kependudukan
kependudukan di | pelayanan pelayanan kependudukan dan Pencatatan
Kelurahan kependudukan di berbasis online (diselaraskan Sudah dilaksanaken tahun 2018 Sipil
Kelurahan dengan kegiatan nomor 1 Pokja Penataan
Program Penataan Administrasi Tatalaksana,
Kependudukan) Penguatan
05% b. Penyusun sistem Sudah dilaksanaken tuhun 2015 Organisasi, dan
c. Uji coba sistem Sudah ditaksanakan tahun 2015 Peningkatan
d. Penyempumaan sistem Sudah dilakzsanakan tahun 2018 Kualitas
¢. Penerapan sistem Sudah dileksanalkan tahun 2016 Pelayanan
% aktivitas penerapan | {. Monitoring pelaksanaan sistem Publik
sistem yang Sudah dilaksenakan tahun 2016
dilaksanakan sesuai
target
90% g. Tindak lanjut terhadap hasil
monitoring . Sudah dilaksanakan takun 2016
h. Evaluasi terhadap penera Sesuai  Pagu
sistern L pan Sudah dilaksanaken tahun 2016 Indikatif
i. Tindak lanjut terhadap hasil Anggaran
evaluasi dalam RPJMD
j. Perbaikan  terhadap sistem Kabupaten
untuk  pelaksanaan tahun Situbondo
benkumya 2016-2021
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Indikator Bulan Anggaran
. wah/SKPFD
Ne Program/Kegiatan Target Tahapen 1[2[3[a]s|[6[7][8]|9] 10 11} 12 'hmmt {Rp.)
2) Penerapan pelayanan DPMPTSP
perizinan pararel Bagian
a} Pengkajian pelayanan Orggmsas:
perizinan pararel Sudsh dilaksanakan tabun 2015 Bagian Hukum
Pokja Penataan
b Penentuan jenis Tatalaksana,
pelayanan yang dapat Penguatan
diintegrasikan  dalam Sudah dilaksanakan tahun 2015 m dan
ayanan  perizinan in,
pe! Kualitas
©) Penyusunan rancangan Pelayanan
pelayanan  perizinan Sudah dilaksanakan tahun 2018 Publik
pararel
d) Uji coba Sudah dilaksenakan tahun 20158
¢} Penyempurnaan  hasil Sudah dilaksanakan tahun 2018
uji coba
f} Sosialisasi Sudah dilaksanakan tahun 2018
g Lanjutan Penerapan | Tingkat kepuasan | Penerapan pelayanan perizinan
pelayanan perizinan | masyarakat terhadap ! pararel
pararel pelayanan  perizinan Sudah dilaksanakan tahun 2016
pararel
90%
h} Monitoring % aktivitas penerapan | (1} Monitoring
aistemn yang Sudah dilaksanakan tahun 2016
scsunl
| target
90% {2] Tindak lanjut hasil monitoring Sudsah dilaksanakan tahun 2016
i) Evaluasi Sudah dilaksanakan tahun 2016
) Pemeliharaan dan | Tingkat kepuasan | (1) Pemeriharaan pelayanan Sesuai  Pagu
pengembangan masyarakat terhadap perizinan pararel yang sudah Indikatif
pelayanan perizinan | pelayanan perizinan berjalan baik Anggaran
pararel pararel {2) Pengembangan pelayanan dalam RPJMD
jenis pelayanan baru bondo
! 2016-2021
90% {3) Penerapan pelayanan
perizinan pararel
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Indikator Bulan Peaangguny Angguran
No. Program /Kegjlatan ‘Tuhn wab/8EFD
° / Target par 1[2]aJa[sfe[7[8][9o]10[n| St by (Rp.)
11. Zona  Integritas Menuju
WBK/WBBM
1) Penandatanganan Pakta | Jumiah B8KPD yang | Penandatanganan Pakta integritas Inspektorat Sesuai  Pagu
Integritas telah menandatangani SKPD terkait Indikatif
Pakta In itas Sudah dilaksanakan tahun 2018 Pokja Penguatan | Anggaran
SKPD an dan | delasm RPJMD
2) Penyiapan SKPD sebagai | Jumlah SKPD yang | Penyiapan 1 SKPD sebagai unit Akuntabilitas Kabupaten
unit yang ditetapkan | disiapkan untuk | yang ditetapkan untuk Zona Kinerja Situbondo
untuk Zona Integritas | ditetapkan sebagai | Integritas Menuju WBK/WBEM 2016-2021
Menuju WBK/WBBM Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
1 SKPD
3) Pencanangan Zona | Jumlah SKPD yang | Pencanangan Zona Integritas
Integritas Menuju | .ditetapkan sebagai | Menuju WBK/WBBM
WBK/WBBM Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
1 SKPD
4) Pelaksana Zona Integritas | Tingkat kepuazan | a. Pelaksana Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM di | maayarakat terhadap Menuju WBK/WBBM di 9
10 SKPD yang baru | pelayanan pemda SKPD
ditetapkan untuk | 80% b. Pelaksana Zona Integritas
menerapkan Zona Menuju WBK/WBBM di 1
Integritas menuju SKPD tahun 2019
WBK/WBBM tahun 2018
5) Monitoring dan Evaluasi Persentase aktivitas [ a. Monitoring Inspektorat
pencrapan sistem yang Pokja Penguatan
dilaksanakan  sesuai Pengawnsan dan
target Akuntabilitas
80% b. Evaluasi Kinerja
6) Pelaksanaan  perbaikan { Persentase aktivitas | a. Tindak lanjut terhadap hasil Inspektorat
yang dipertukan terhadap | penerapan sistem yang evaluasi SKPD terkait
seluruh peleksanaan | dilaksanakan  acsuai Pokja Penguatan
kegiatan dalam rangka | target Pengawasan dan
Zona Integritas Menuju [ S0% b. Perbaikan terhadap sistem Akuntabilitas
WBK/WBBM untuk untuk pelaksanaan tahun Kinerja
menjaga keonsistensi berilcutnya
___perbaikan berkelanjutan
7) Penyiapan SKPD  lain | Tingkat kepuasan | a. Penyusunan rencana
sebagei Zona Integritas | masyarakat terhadap penetapan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM | pelayanan pemda menuju WBK/WBBM untuk
pada tahun berikutnya SKPD lainnya
B80% b. Penetapan SKPD untuk
mencrapkan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
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No Program [Hegiatan Taha Bulan jawab/SKPD
Target paa 1{alaflals]e]7][8]9o]10] 1] 12 tecknit {Rp-}
12. | Penatsan Ketatalaksanaan
1} Penataan ketatalaksanaan | Persentase dari Jumiah | a. ldentifikasi berbagai peraturan Bagian Sesuei Pagu
yang  terkait dengan | kebijakan perundangan  daerah vyang Organisagi Indikatif
pelayanan dalam rangka | ketatalaksanaan baru dipandang kurang mendukung Bagian Hukum Anggaran
mendukung pelaksanaan | yang diterbitkan pelaksanaan dan pelaksanaan SKPD terkait dalam RPJMD
quick wins sebagai pengganti ick wins Pokja Penataan | Kabupaten
kebijakan ™ Sudah dilaksanakan tahun 2018 Tatalaksana, Situbondo
ketatalaksanaan yang Penguatan 2016-2021
dipandang kurang Organisasi, dan
mendukung Peningkatan
pelaksanaan pelayanan Kualitas
B80% b, Penyusunan rencana Pelayanan
perbal penataan Sudah dileksanckan tahun 2018 Pubiik
c. Lanjutan perumusen kebijakan
perubahan untuk peraturan
yang dipandang kurang
mendukung pelaksanaan dan
pelaksanaan guick wins
d. Penetapan kebijakan
& Implementasi
2] Penyempurnaan e- Tingkat kepuasan | a. Penyempurnaan e-procurement Sudah dilaksanukan tahun 3016 LPSE
procurement pelayanan  pengadaan | b. Lanjutan penerapan e- ULP
' barang dan jasa Dprocurement Pokja Penatsan
95% ¢, Monitoring dan tindak lanjut Tatalaksana,
haail monitoring Penguatan
d. Evaluasi Organisasi, dan
e. Tindak lanjut hasil cvaluasi Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
13. | Penguatan dan Penataan
Organisasi
1) Penataan organisasi yang | Persentase organisasi | a. Lanjutan Pelaksanaan Bagian Sesuai  Pagu
terkait dengan pelayanan | Perangkat Daerah yang perubahan  kebijakan  yang Organisasj Indikatif
dalam rangka mendukung | ditata dianggap menghambat SKPD teriait Anggaran
pelaksenaan quick wins pelayanan dan menghambat Pokja Penataan | dalam RPJMD
penerapan quick wins Tatalaksana, Kabupaten
70% b, Monitoring Penguatan Situbondo
¢, Tindak lanjut hasil monitorin, Organisasi, dan | 2016-2021
d Evaluasi Peningkatan
¢. Tindak lanjut hasil evaluasi Kualitas
Pelayanan
Publik
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No Program /Kegiatan tor Tuha jawab/BEPD
) Target pad 1]2]a]a]sles[7][8]9o]10]| 11]12 terkait (Rp-)
2) Penataan terhadap tugas | Persentase kasus | a. Penyusunan rencana penataan Bagian Sesuai Pagu
dan fungsi yang tumpeng i tumpang tindih tugas terhadap tugas dan fungsi Organisasi Indilcatil
tindih dan fungsi yang dengan dasar hasil pemetaan Sudah dilaksanakan tahun 2018 SKPD terkait Anggurun
diselesaikan proses bisnis Pokja Penataan | dalam RPJMD
100% b. Perumusan penataan terhadap Tatalaksana, Kabupaten
tugas dan fungsi yang tumpang Penguatan Situbondo
tindih {termasuk menata Sudab tahun 2018 Organisasi, dan | 2016-2021
kelembagaan) Peningkatan
c. Penerapan hasil penataan Kualitas
d. Monitoring dan tindak lamjut Pelayanan
hasil monitoring Publik
. Evaluasi

f. Tindak lanjut hasil evaluasi
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I1.5. Tahun 2021
Ko Program [Kegiatan Indikator Tehe; b/SKPD
. n avwen
Target Fe 1 4 (5|6 (7 |8i9 (10 (1112 § terknait (Rp-)
1. Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1) Penyempurnaan hasil Dokumen hasil analisis | a. Penyempumaan Hasil Bagian -
Analisis Jabatan jabatan yang sudah enalisis  jabatan  aesuai i
disempurnakan dengan hasil monitoring dan BKPSDM
evaluasi yang telah dilakuken Pokja
1 Dokumen b. Penerapan hasil Manajemen
penyempurnaan pada jabatan Perubahan dan

e

Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring

Evaluasi

Tindak lanjut hasil eveluasi

2 Penyempurnaan Hasil
Analisis Beban Kerja

Dokumen hasil analisis
beban kerja yang sudah
disempurnakan

plola

Penyempurnaan hasil ABK
sesuai dengan hasil
monitoring dan evaluasi yang
telah dilakukan

1 Dokurnen

. Penerapan haasil pada jabatan

dan kebutuhan pegawai

. Monitoring dan tindak lanjut

haasil monitoring

. Evaluaai

Tindak lanjut hasil evaluasi

3) Penyempurnaan standar
kompetensi jabatan

standar
jabatan
sudah

Dokumen
kompetensi

yang
disempurnakan

Penyempurnaan standar
kompetensi jabatan

g

. Penerapan hasil pada jabatan

Ly

Monitoring dan tindak lanjut

1 Dokumen

. Evaluasi

hasil monitoring

ola

Tindak lanjut hasil evaluaai

Dilaksanakan tahun 2016 - 2018

Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur

Bagian
Organisasi
BKPSDM
Pokja
Manajemen

Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur

Organigaai
BKPSDM

Manajemen
Perubahan dan
Penataan Sistem
Manajemen 8DM
Aparatur
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N ! tan Indlkator Taha h/SKPD
.
Program/Kegia Target pan 1 0] 1| 12| et (Rp-)
4) Penyempumaan fob grading | Dokumen job grading | a. Pernyusunan rencana Bagian -
| yang disempurnakan penyempurnaan job grading Organisasi
1 Dokumen b. Penyempurnaan job grading BKPSDM
untuk seluruh jabatan sesuai Pokja
dengan haasil evaluasi jabatan Manajemen
€. Monitoring dan tindak lanjut Perubahan dan
hasil monitoring Penataan Sistem
penyempurnaan job gradi Manajemen SDM
d. Penerapan hasil job grading Aparatur
pada penentuan  siatem
|___penggajian
e. Monitoring dan tindak lanjut
pencrapan
f. Evaluasi
. _‘Tindak lanjut hasil evaluasi
5) Review (penyempurnaany} Dokumen rencana | a. Review (penyempumaan) BKPSDM Sesuai Pagu
rencana kebutuhan PNS kebutuhan PNS yang rencana kebutuhan PNS Pokja Indikatif
sesuai beban kerja dan sudah disempurnakan sesuai beban kerja dan Manajemen Anggaran
kompetensi yang kompetensi yang dibutuhkan Perubahan dan | dalam RPJMD
dibutuhkan SKPD (sesuai SKPD (sesuai dengan Penataan Sistem | Kabupaten
dengan perkembangan perkembangan terakhitj Manajemen SDM | Situbondo
terakhir) 1 dokumen b. Penerapan hasil pada Aparatur 2016-2021
rekruitmen
¢. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
6} Penyempumaan sistem Sistem rekruitmen yang | a. Penyempurnaan sistem BKPSDM
rekruitmen PNS (persiapan sudah diperbaiki rekruitmen pegawai Pokje
untuk rekruitmen 2020) (persiapan untuk rekruitmen Manajemen
2020} Perubahan dan
1 sistem b. Uji coba sistem baru Penatasn Siatem
7] Pelaksansan rekruitmen % CPNS yang direkrut | o Pelaksanaan  rekruitmen Aparam SOM
dengan sistem baru (tahun sesuai dengan dengan sistem baru
2020) kompetensi yang
dibutuhkan
100% b. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
c. Evaluasi

d. Tindak lanjut hasil evaluasi
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Indikator Bulkn Penanggung
P Keglatan Taha SKED Anggaran
No. / Turget ped 1 8(6/7)8 /9] 10] 11 ] 12 "wgi‘u (Rp.)
8] Penyempurnaan % pejabat yang direlout | &. Penyempumaan Penerapan sistem BKPSDM Sesuai  Pagu
Penerapan sistem sesuai dengan rekruitmen terbuke untuk jabatan- Pokja Indikatif
rekruitmen terbuka kompetensi yang jabatan tertenty Manajemen Anggaran
untuk jabatan-jabatan dibutuhkan Perubashan dan | dalam RPJMD
tartentu Penataan Sistem | Kabupaten
0% b. Penentuan jabatan-jabatan yang Mansajemen 8DM | Sitabonde
akan dibuka Aparatur 2016-2021
c. Pencrapan sistern dalam lingkup
internal Pemda
d. Monitoring dan tindak lanjut hasil
monitoring
¢. Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluas;
9] Evaluasi Jabatan Dokumen hasil evaluasi | a. Lanjutan Penerapan hasil evaluasi Bagian
jabatan jabatan pada Sistem Manajemen Organisasi
SDM Aparatur BKPSDM
1 Dokumen b. Monitoring dan tindak lanjut hasil Pokja
monitoring Manajemen
¢, Evaluasi Perubahan dan
d. Tindak lanjut hasil evaluasi Pepataan Sistem
Manajemen 8DM
Aparatur
10} Review penggunaan | % pejabat yang sesuai | a. Review penggunean- hasil BKPSDM
hasil assessment | dengan kompetensi assessment  kompetensi  untuk Pokja
kompetensi untuk | yang dibutuhkan pengelolaan SDM Manajemen
pengelolean SDM L. Penggunaan hasil assessment untuk Perubahan dan
pengelolean SDM Penataan Sistem
90% ¢ Monitoring dan tindak lanjut hasil Mangjemen SDM
monitori Aparatur
d. Evaluaai
¢, Tindak lanjut hasil evaluasi
11} Updating kebutuhan | Dokumen rencana | a. Penyusunan rencana penyusunan
dan rencana | pengembangan PNE kebutuhan pengembangan PNS tah .
- — Dilaksanakan
pengembangan  PNS ] dokumen b. Penyusunan rencana  Kebutuhan us 2017
untuk tahun 2019-2020 pengembangan PNS
12} Lanjutan Pelaksanaan | % pegawai yang | a. Pelaksanaan pengembangan PNS BKPSDM
pengembangan PNS | mengilcuti Pokja
sesuai kebutuhan | pengembangan pegawai Manajemen
8,78% b. Monitoring dan tindak lanjut hasil Perubahan -dan
monitorng pelaksanaan Penataan Sistem
| __pengembangan PNS Mangjemen SDM
c. Evaluasi Aparatur

d. Tindak lanjut hasil evaluasi
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Program/Keglatan

Indikator

Target

Tahapan

Bulan
12 (3fals]el7]siof0o] 11|12

Penanggung
jawab/SKPD
terkait

{Rp.)

13

Penyusunan rencana
penempatan dan  pola
karier PNS

Aplikasi rencana
pencempatan dan pola
karier PN

a. Penyusunan rencana pencmpatan
dan pola karier PNS, termasuk pola
karier jabatan fungsional

1 Aplikasi

b. Penerapan rencana penempatan dan
pola karier PNS, termasuk pola
karier jabatan fungsional

c. Monitoring dan tindak lanjut hasil
monitoring

d. Evaluasi

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

14)

Lanjutan Pencrapan
rencana penempatan
dan pola karier

% pejabat yang sesuai
dengan kompetensi

a, Penerapan rencana penempatan dan
sistern pola karier pada Sistem
Manajemen SDM

| yang dibutuhkan
0%

b. Pembaruan data
penempatan dan pola karer

rencanga

£, Monitoring dan tindak lanjut hasil
monitoring

d. Evaluasi

Sudah disusun tahun 2016

. Tindak lanjut hasil evaluasi

15)

Penyusunan sistermn
manajemen kinerja PNS

Sistem manajemen

kinerja

a, Penyusunan rencana pembangunan
sistern manajemen kinerja PNS dan
pengembangannya

1 aistem

b. Penyusunan  Sistemn  Manajemen
kinerja PNS dan pengembangannya |

c, Uji coba

d. Penyempumaan hasil uji coba

Sudah disusun tahun 2016

BKPSDM
Bagian
Orgenisasi

| Pokja

Manajemen

Perubahan den
Penataan Sistem
Manajemen BDM

Aparatur

16]

sistemn
manajemen kinerja PNS

Sistem
kinerja

manajemen

a. Penyusunan rencana  wpdating
sistern manajemen kinerja PNS

1 sistem

b. Updating sistem manajemen kinerja
PNS

c. Ufi coba

d. Penyempurnaan hasil uji coba

Dilaksanakan tahun 2018

Sesuai Pagu
Indikatif
Anggaran
dalam RPJMD
Kabupaten
Situbondo
2016-2021




Program/Keglatan inClmtor Taba, | /SKPD Anggaran
Target - e (Rp)
Lanjutan Pencrapan gistem | % SKPD . Penerapan sistem manajemen BKPSDM Sesuai  Pagu
manajemen kinerja | menerapkan Sistem kinerie Aparatur Bagian Indikatif
Aparatur 100% . Monitoring dan tindak lanjut Organisasi Anggaran
hasil monitoring Pokje dalam RPJMD
¢. Evaluasi Manejemen Kabupaten
Perubahan dan | Situbondo
Penataan Sistem | 2016-2021
d. Tindak lanjut haail evaluasi Manejemen SDM
Aparatur
Sosialisasi berbagai { Jumlah sosialisaai &. Penyusunan rencana BKPSDM
kebijakean kepegawaian sosialisasi Pokja
3 Kkali b, Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen
¢. Monitoring dan tindak lanjut Perubahan dan
hasil monitoring Penatasn Sistem
d. Evaluasi Manajemen SDM
e. Tindak lanjut hasil evaluasi Aparatur
Penerapan kebijakan | Jumlah kebijakan | a. Penyusunan rencana BKPSDM
kepegawaian kepegawaian penerapan aturan kebijakan Pokja
diterapkan kepegawaian yang menjadi Manajemen
kewajiban PNS Perubahan dan
1 Peraturan . Penerapan {setelah melalui Penataan Sistermn
soginlisasi) Manajemen SDM
¢. Monitoring dan tindak lanjut Aparatur
hasil monitoring
d. Evaluasi
e. Tindek lanjut hasil evaluasi
Lanjutan Pelaksanaan | % Pejabat yang | a. Lanjutan Pelaksanaan BKPSDM
pengembangan kepribadian | mempercieh pengembangan  role  model Pokja
role model pengembangan bagi para pejabat Manajemen
|_kepribadian Perubahan dan
100% Pelaksansan pengembangan Penataan Sistem
role model bagi jabat Mansjemen SDM
. Penerapan role model bagi Aparatur
seluruh pejabat
. Monitoring dan tindek lanjut
| hasil monitoring
¢. Evaluasi
f. Tindek lanjut hasil evaluasi
21) Monitoring dan tindek | % kegiatan a. Monitoring terhadap Pokija
lanjut hasil monitoring | dilaksanakan sesuai pelaksanaan sefuruh kegiatan Manajemen
seluruh kegiatan program | target program SDM Perubahan dan
SDM 90% . Tindak lanjut hasil monitoring Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur
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Prestasi Kerja Pegxwm
(Sistern Manajemen Kinerja
Pegawai)

Prestasi  Kerja  aparatur
(Sistern Manajemen Kinerja
aparatur}

o / tan Indikator
Program/ieg Target pas 1 10 | 11

22) Evaluasi seluruh kegiatan [ % kegiatan yang | Evaluasi terhadsp
dalam program SDM dilaksanakan acsusi | scluruh kegiatan program SDM

| target
9%

23) Tindak lanjut perbaikan | %  kegiatan  yang | & Tindak lanjut terhadap hasil
hasil  monitoring dan ; dilaksanakan aesuai monjtoring dan evaluasi
evaluasi seluruh kegiatan | target
dalam program SDOM o0% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan

SDM

24] Pelaksanaan berbagai ;| % kegiatan yang | Pelaksanaan berbagai kegiatan
kegiatan baru yang perlu | dilaksanakan seaupi | baru yang perlu dilaksanakan
dilaksanakan scbagai | target scbagai tindak lanjut
tindak lanjut sebagaimana | 90% sebagaimana telah diidentifilcasi
telah  diidentifikasi pada pada tahun 2018
tahun 2018

25) Kegiatan-kegiatan yang | % hasil mnitoring dan | a. Identifikasi berbagai keglatan
harus dilakukan dalam | evaluasi yang baru yang perlu dilaksanakan
rangka mewujudkan target- | ditindaklanjuti melalui untuk tahun berikutnya
target prioritas dimaksnd | penetapan prioritas, sesuai hasil evaluasi
sesuai dengan | dan kegiatan baru b. Penyusunan prioritasi
perkembangan l::rfnajuan 100% c. Penctapan kegiatan yang
birokrasi dalam program -

Pembinazn dan d. i:"bg‘aﬁ“f penyusunen
m pencantuman
B T " Katamaton kegiatan dalam rencana aksi
Situbondo tahun berikutnya
2. Peningkatan dislplin aparatur
1] Lanjutan Penerapan sistermn | Persentase PNS yang | a. Lanjutan Penerapan sistem
penilaian kinerja PNE merm, nilai penilaian kinerja PNS
kinerja dibawah | b, Monitoring dan tindak lanjut
standar hasil monitoring
10% c. Evaluasi
d. Tindak lanjut haail evaluasi

2) Penyempurnaan Integrasi Pemnm aperatur | a. Penyempurnaan Integrasi
sistemn manajemen kinerja capaion sistern manajemen kinerja
dengan Sistem Penilaian Iumqanyﬂ. sesuai target dengan  Sistem  Penilaian

12

Pen

anggung
jawab/SKPD Aaggaran

terkait ®p-)
Pokja Sesuai  Pagu
Manajemen Indikatif
Perubahan dan | Anggaran
Penataan Sistem | dalam RPIJMD
Manajemen SDM | Kebupaten
Aparatur Situbondo

2016-2021

BKPSDM
Pokja
Manajemen
Perubahan dan
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur
BKPSDM Besuai Pagu
Bagian Indikatif
Organisaai Anggaran
Pokja dalam RPJMD
Menajemen Kabupaten
Perubahan dan | Situbondo
Penataan Sistem | 2016-2021
Manajemen SDM
Aparatur




No. , tan Indikntor Taka . P‘“"’g::g Anggeran
) * . Turget pen 1 0] 1] 12]° terkait {Rp.)
90% b. Penerapan Sistem Manajemen
diintegrasikan dengan Sistem
Penilaian  Prestasi  Kerja
aparatur
c. Monitoring pencrapan dan
tindak lanjut hasil monitoring
d. Evaluaai hasil penerapan
¢. Tindak lanjut hasil evaluasi
3) Pembinaan Disiplin Pegawai | Persentase pelanggaran | a. Penyusunan rencena BKPSDM Sesuai Pagu
Negeri Sipil disiplin PNS yang telah pelaksanaan pembinaan Inapektorat Indikatif
ditindaklanjuti disiplin PNS Pokja Anggaran
100% b. Pembentukan Tim pembinaan Manajemen dalam RPJMD
disiplin PNS Perubahan dan | Kabupaten
c. Pelaksanaan pembinaan Penataan Sistem | Situbondo
disiplin PNS Manajemen SDM | 2016-2021
d. Monitoring dan tindak fanjut Aparatur
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan
e. Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
3. Penataan Peraturan
Porundang-undangan
1)  Asistensi Pembahasan | Jumlah Rancangan | a. Penyusunan rencana kerja Bagian Hukum Sesuai  Pagu
Rancangan Peraturan | Peraturan Daerah asistenai pembahasan Pokja Pepataan | Indikatif
Daerah dalam asistensi Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Anggaran
pembahasan b. Pelaksanaan agistensi Perundang- dalam RPJMD
pembahasan Rancangan undangan Kabupaten
Peraturan Daerah Situbondo
30 Ranperda ¢. Monitoring dan tindak lanjut 2016-2021
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan
d. Evaluasi
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
2}  Workshop Rancangan | Tingkst partisipasi | a. Penyusunan rencana Bagian Hukum
Peraturan Daerah Inisiatif | masyarakat dalam pelakeanaan kegiatan Pokja Penataan
DPRD workshop  Rancangan workshop Peraturan
Peraturan Daerah | b. Pelaksanaan kegiatan Perundang-
Inisiati{ DPRD workshop Ran undangan

cangan
Peraturan Daerah Inisiatif
DPRD




Program /Kegintun

Indikator

Tahapan

90%

¢. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring pelaksanaan
kegiatan

d. Evaluasi

¢. Tindek lanjut hasil evaluasi

3)

Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah

Jumlah Rencangan
Daerah
usulan SKPD yang
telah dilakukan
sinkronisasi dan

a. Penyusunan rencanea
harmonisasi dan sinkronisasi

Peraturan Daerah usulan
SKPD

30 Ranperda

c. Penyusunan rekomendasi
hasil harmonisaai dan
sinkronisasi Rancangan
Peraturan Daerah usulan
SKPD

d. Monitoring dan tindak lanjut
haail monitoring pelaksanaan
kegiatan

. Evaluasi

bagd [1]

Tindak lanjut hasil evaluasi

4

Harmoniaaai dan
Sinkronisasi Rancangan
Peraturan Bupati dan
Rancangan Keputusan
Bupati

Jumilah Ranperbupi
dan Rankepbup yang
telah dilakukan
ainkronisasi dan
diharmonisasikan

a. Penyusunan rencana
harmonisasi dan sinkronisasi
Ranperbupi dan Rankepbup
usulan SKPD

b. Pelakmanaan harmonisasi dan
sinkronisasi Ranperbupi dan
Rankepbup usulan SKPD

60 Ranperbupi
500 Rankepbup

¢. Penyusunan rekomendasi
hasil harmonisasi dan
sinkronisasi Ranperbupi dan
Rankepbup usulan SKPD

d. Monitoring dan tindak lanjut
haasil monitoring pelaksanaan
kegiatan

e. Evaluasi

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

10

11

12

Jjawab/SEPD

[awa

terkait (Rp.)

Bagian Hukum flesuai Pagu

Pokja Penataan { Indikatif

Peraturan Anggaran

Perundang- dalam RPJMD

undangan Kabupaten
Situbondo
2016-2021

Bagian Hukum

Pokja Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan
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Program fKegiatan

Indiiator

Target

Talipan

10

11

12

Anggaron
{Rp.)

5)

Harmonisasi dan

i isagi Peraturan
Daerah dan
Bupati

Jumlah Peraturan
Dasrah dan Peraturan
Bupati yang telah
N ’ inkronisasi
dan diharmonisasikan

a. [dentifikasi Peraturan Dasrah
dan Peraturan Bupati yeang
perlu dilakukan harmonisasi
dan sinkronisasi

b, Penyusunan rencans
harmonisasi dan sinkronisasi
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati

20 Perda
20 Perwali

¢. Pelaksanaan harmonisasi dan
sinkronisasi Peraturan
Daersh dan Peraturan Bupati

d. Penyusunan rekomendasi
haail harmonizsasai dan
sinkronizasj Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati

¢. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitaring pelaksanaan
kegiatan

Evaluasi

. Tindak lanjut hasil evaluasi

6)

Redokumentasi
Hukum Daerah

Produk

Jumlah dokumen
Produk Hukum Deerah
yang disusun

o™

. 1dentifikasi produk hukum
daerah yang periu
didokumentasikan kembali

5 Dokurnen

b. Penyusunan rencana
pendokumentasian  kembali
produk hukum daerah

¢, Pelaksanaan
pendokumentasian  kembali
produk hukum daerah

d. Monitoring dan tindak lanjut
hasfl monitoring pelaksanaan
kegiatan

e. Bvaluasi

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

Monitoring dan  tindak
lanjut hasil monitoring
acluruh kegiatan program
Penataan Peraturan
Perundang-undangan

% kegiatan yang
dilaksanakan sesuai
target

h. Monitoring terhadap
pelaksanaan seluruh kegiatan
program Penataan Peraturan
Perun: -u

90%

i. Tindak lanjut hasil
Ak

Bagian Hukum
Polga Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan

Bagian Hukum
Pokja Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan

Seauai  Pagu
Indikatif

Anggaran
dalam RPJMD
Kabupaten
Situbondo
2016-2021
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; tan Indikator Taba Bulan Penanggung
Frogram/Hegla Target pan 12 3[4 8 6 7 89| 10 11| 1z Jpn/eErn (Rp.)
8) Evaluasi seluruh kegiatan | % kegiatan  yang | Evaluasi terhadap pelaksanaan
dalam program Penataan scsuai | seluruh  kegiatan  program
Peraturan Perundang- | target Penataan Peraturan Perundang-
undangan 9% undangan
9) Tindak lanjut perbaikan | % kegiatan yang | a. Tindak lanjut terhadap hasil
hasil monitoring dan | dilaksanakan sesuai monitoring dan evaluasi
evaluasi seluruh kegiatan | target
dalam program Penataan { 90% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan
Peraturan Perundang- program Penataan Peraturan
un Perundang-undangan
10} Pelaksanaan berbagai | % kegiatan yang | Pelaksanaan berbagai kegiatan Bagian Hukum Sesuai  Pagu
kegiatan baru yang perlu | dilaksanakan  sesuai | baru yang perlu dilaksanakan SKPD terkait Indikatif
dilaksanakan aebagai ’__ta_.rget aebagai tindak lanjut Pokja Penataan | Anggaran
tindak lanjut sebagaimana | 90% sebagaimana telah diidentifikasi Peraturan dalam RPJMD
telah diidentifikasi pada pada tahun 2018 Perundang. Kabupaten
tahun 2018 undangan Situbondo
2016-2021
11] Kegiatan-kegiatan yang | % haasil moniton'n.g dan a. [dentifikasi berbagai kegiatan
harus dilakukan dalam | evaluaasi baru yang periu dilaksanakan
rangks mewujudkan target- | ditindaklanjuti melalut untuk  tahun  berikutnya
target prioritas dimaksud | pernetapan prioritas, seauai hasil evaluasi
scauai dengan | dan kegiatan baru
perkembangan  kemajuan | 100% b. Pelaksanaan koordinesi kerja
pelaksanaan reformasi sama. permasalahan
birokrasi dalam program peraturan perundang-
Penataan Peraturan un
Perundang-undangan ¢. Monitoring dan tindak lanjut
Pemerintah Kabupaten hasil monitoring pelaksanaan
Situbondo kegiatan
d. Evaluasi
e. Tindek lanjut hasil evaluasi
Penguatan Pengawasan
1)  Penyusunan kebutuhan | Jumlah Auditor BKPSDM Besuai Pagu
mvggsﬁmﬂ Auditor 716 grang Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 5 Program Pembinasan dan g;gekwﬂt Indikatif
a Penguatan | Anggaran
Jumiah P2UPD Pengembangan Aparatar Pengawasan dan | dalam RPJMD
13 orang T Akuntabilitas Kabupaten
2) Penyusunan rencana Per;mta.se Auditor dan ] Kinerja g?;go;sizol
bangan Auditor dan { P2UPD yang Diintegrasikan -
PzPe'U'S“PD“ memperoich ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan
peningkatan Pengembangan Aparatur
kompetensi
100% [
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tan Indikator Bulan b/
- Frogrm/Kegis Target Tebapen 12 ]a]a 86|78 o] 0] ]z "l ®p.)
3] Penyusunsn rencana | % evaluasi 8PP SKPD a. Penyusunan rencane evaluasi lnspek_tamt Sesuai Pagu
peningkatan  penera _penerapan SPIP Pokja Penguatan { Indikatif
SPIP P oo b. Sosialiaasi nstrumen Sudeh disusun/dilaksanaken tahun 2016 Pcrl?gawuan dan an
evaluasi SPIP Akuntabilitas dalam RPIMD
4] Lanjutan Penerapan 3SPIF | % SKFPD a. Lanjutan penerapan SPIP di Kinerja Kabupaten
pada BSKPD yang belum | menerapkan SPIP SKPD Situbondo
melaksanakan /belum 2016-2021
optimal melaksanakan 100% b. Monitoring dan tindak lanjut
hasil monitori
¢, Evaluasi
d. Tindak lanjut hasil evaluasi
5] Penyusunan rencana | Opini BPK Penyusunan rencana monitoring BPPKAD
monitoring pengeiolaan Inspektorat
keuangan untuk scluruh | WIP Polga Penguatan
SKPD untuk tahun 2018 Pengawasan dan
6] Sosialisasi tertib | Jumlah Sosialisasi Sosialisasi tertib administraasi Akuntahilitas
administrasi  pengelolaan [T pengelolaan keuangan Sudah dilaksanakan tahun 2016 - 2017 Kinerja
71 Pelaksanaan monitoring | Opini BPK a. Pelaksanaan monitoring
pengelolaan keuangan di pengelolaan  keuangan  di
SKPD tahun 2018 seluruh SKPD
WTP b. Tindak lanjut hasil
monitoring
8] Sosialisasi LHKPN Jumlah Bosjalisasi Sosjalisasi LEPKN BKKPSDM
) S Sudah dilaksanakan tabun 2016 Inspektorat
9)  Asistensi peniyusunan | Persentase pejabaet yang | a. Asistensi penyusunan LHKPN Pokja Penguatan
LHKPN bagi pejabat telah menyerahkan bagi pejabat Pengawasan dan
LHKPN Sudah dilaksanakan tahun 2016 - 2016 Akuntabilitas
100% b. Monitoring penyerahan Kinerja
LHKPN
10) Penyusunan rencana | Persentase pengaduan | Penyusunan rencana Inapektorat
pengembangearn sarana | yang ditindaklanjuti prengembangan sarana Pckja Penguatan
pengaduan  penyampaian | 100% pengaduan penyampaian Sudah dilaksanakan tahun 2016 Pengawasan dan
informasi indikasi informasi indikasi terjadinya Akuntabilitas
i KKN KKN Kinerja

11)

Lanjutan Penerapan sarana
pengaduan  penyampaian

Persentase pengaduan

'_Miﬁndaklanjuti

100%

Pencrapan sarana pengaduan
penyampaian informasi indikasi
terjadinya KKN

informasi indikeasi

12 Tindak lanjut pengaduan
informasi indikasi
terjadinya KKN

Persentase pengaduan
| yang ditindaklanjuti

100%

Tindak lanjut pengaduan
informasi indikasi terfadinya
KKN




- /Kegiatan Indikator b Bulan
0.
Program pan
13} Lanjutan Penerapan | % jumlah pengaduan | e. Lanjutan Penerapan
wistleblower yang berhasil wistleblower
ditindaklanjuti
100% b, Menitoring dan tindak lanjut
hasil monitoring
¢. Evaluasi
d, Tindak lanjut hasil evaluasi
14) Monitoring dan tindak | % kegiatan yang | a. Monitoring dan tindak lanjut
lanjut hesil monitoring | dileksanakan sezuai hazil monitoring
seluruh  kegiatan pada | target
Program Penguatan | 90% b. Tindak lanjut hasil monitoring
wasan
[15) Evaluasi seluruh kegiatan | %  kegiatan  yang | Evaluasi scluruh kegiatan dalam
dalam program Penguatan | dilaksanakan sesuai | program Penguatan Pengawesan
Pengawasan | target
90%
16) Tindak lanjut hasil evaluasi | % kegiatan yang | a. Tindak lanjut terhadap hasil
seluruh  kegiatan datam | dilaksapakan sesuai evaluasi
program Penguatan | target
Pengawasan 0% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan
program penguatan
pengawasan
17) Pelakssnaan berbagai | % kegiatan yang | Pelaksanaan berbagai kegiatan
kegiatan baru yang perlu | dilakzanakan sesuai | baru yang perlu dilaksanakan
dilaksanakan sebagai | target sebagai tindak lanjut
tindak lanjut sebagaimana | 90% sebagaimana tekah diidentifikasi
telah  diidentifikasi pada pada tahun 2017
tahun 2017
18) Penyusunan prioritas baru | % hasil mnitoring dan | a. Identifikasi berbagai kegiatan
serta kegiatan-kegiatan | evaluasi yang baru yang perlu dilaksanakan
yang harus  dilakukan | ditindaklanjuti melalui untuk  tahun  berikutnya
dalam rangka mewujudkan { penetapan prioritas, scsuai hasil evaluasi
target-target prioritas | dan kegiatan baru
dimaksud sesuai dengan | 100% b. Penyusunan prioritasi
perkembangan  kemajuan c. Penctapan kegiatan yang
peclaksanaan reformaai akan dilakukan
birokrasi dalam program d. Perbaikan/penyusunan
Penguatan Pengawasan kembali/ pencantuman
kegiatan dalam rencana aksi
tahun berikutnya

jawab/SKPD
poriait Rp-)
Inspelctorat Seauai  Pagu |
Pokja Penguatan { Indilatif
Pengawasan dan | Anggaran
Akuntabilitas dalam RPJMD
Kinerja Kabupaten
Situbondo
2016-2021

Pokju Penguatan
Pengawasan
Akuntabilitas
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grom/Keglatan Taha wab/SKPD
Target pest 1]2]3]a]slel7z]8]lo]10] 1] 12 J (Rp-)
Peningkatan Profesionalisme
tenage pemeriksa dait aparatus
PenZRWASAn
1} Pelatihan pengembangan Pmmmtgied tenaga BKPSDM Sesuai  Pagu
tenaga pemeriksa dan | pe an aparatur Inspektorat Indikatif
aparatur pengawesan penigawasan yeng telah Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinsan dan Pokja Peaguatan | Anggeran
mendapatkan pelatihan Pengembangan Aparatur Pengawasan dan | dalam RPJMD
80% T Akcuntabilitas Kabupaten
: teknis Kinerja, Situbondo
2 mn dan penilaian Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan 2016-2021
akuntabilitas kinerja Pengembangan Aparatur
Pengembangan Sistem dan
Prosedur Ketatalaksanaan daa
Pelayanan Publik
1} Lanjutan Penyusunan | Jumlah kebijakan | a. Lanjutan Penyusunan aistem Bagian Seauai  Pagu
sistem dan prosedur tetap terkait sistem dan dan prosedur tetap Organisasi Indikatif
prosedur tetap Bagian Hukum Anggaran
5 Ranperbupi b. Penetapan sietermn dan SKPD terkait dalam RPJMD
prosedur tetap Polja Penataan | Kabupaten
¢. Penerapan sistem dan Tatalaksana, Situbondo
prosedur tetap Penguatan 2016-2021
d. Monitoring dan tindak lanjut Organisasi, dan
hasil monitoring Peningkatan
e. Evaluasi Kualitas
f. Tindak lanjut hasil evaluagi Pelayanan
Publik
2] Penyusunan/perbaikan SP | Jumtah Standar | &. Penyusunan SP  baru/ SKPD terkait
(termasuk SP pengawasan | Pelayanan yang telah penyempurnean SP yang ada Bagian
dan penyusunan laporan) disusun sesual di SKPD Organisasi
ketentuan b. Pembehasan SP bersama Inapektorat
sciuruh stakeholder Pokja Penataan
50 sp c. Pen SP di SKPD Tatalaksana,
d. Monitoring penerapan dan Penguatan
tindak lanjut hasil Organisasi, dan
meonitoring Peningkatan
e. Bvaluasi hasil penerapan Kualitas
f. Tindak lanjut hasil evaluasi ;fll;ﬁ:nﬂn




No. i/ tan Indliator Tahs wab/SEKPD
Program/Kegia Target pan 1 3/4|/85j6)7]8]|9]| 10/ 11] 12 » t,,L it (Rp.)
3] Penyusunan/perbaikan Jumnlah SOP yang telah | a. Penyusunan SOP  baru/ SKPD terkait Sesuai Pagu
SOP {termasuk SOP | diterapkan penyempurnaan SOP vyang Pokja Penataan | Indikatif
pengawasan dan ada di BKPD Tatalaksana, Anggaran
penyusunan laporan) b. Penerapan SOFP di 8KPD Penguatan dalam RPJMD
200 8OP c. Monitoring penerspan dan Organisasi, dan | Kabupaten
tindak lanjut hasil Peningkatan Bitubondo
monitoring Kualitas 2016-2021
d. Evaluasi hasil penerapan Pelayanan
¢. Tindak lanjut hasil evaluasi Publik
4} Penyusunan Sistem | Dokumen Naskah | a. Perencanasn penyusunan DPMFTSP
Penyelenggaraan Pelayanan | Akademis dan sistem penyelenggaraan Bagian Hukum
Terpadu Batu Pintu Rancangan Perda pelayanan terpadu satu pintu Bagian
2 Dokumen b. Pengkajian penerapan sistem Organisasi
PTSP Bagian  Kerja
¢. Penyusunan Naskah Sama dan
Akademis dan Ranperda Penanaman
aistem penyelenggaraan PTSP Modal
d. Pembahasan dengan Sudah disusun tahun 2016 Pokja Penatsan
melibatkan seluruh seluruh Tatalaksana,
stakeholder Penguatan
e. Tindak lanjut hasil Crganisasi, dan
f. Penyampaian ke  Bagian Kualitas
Hukum untuk proses legislasi 1;31;[3:;““

8. Legislasi Rancangen Perda

5] Penyusunan Tata Cara

Pencabutan fzin dan
Izin

Non

Rancangan Peraturan | a. Perencanaan penyusunan
Bupati Rancangan Peraturan Bupati
1 Ranperbup b. Penyusunan Rancangan Sudah disusun tahun 2016
Peraturan Bupati
c. Workshop pembehasan
Ran: Peraturan Bupati

d. Tindak lanjut haail workshop

Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2016

¢. Penyampaian ke  Bagian
Hukum untuk proses
ponetapdrn

f. Penerapan

g Monitoring dan tindak lanjut

hasil monitoring
h. Evaluasi

pelayanan
Pencabutan Izin dan Non Izin

i

Tindak lanjut hasil evaluaai

Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2016
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N Program /Kegiatan Indtkator Tuha: b/ SHPD
o, o Joowal
o Target P 1[2]afafs]e]7[8]of1w0] ] terkait (Re-)
7. Peningkatan Enalitas
Pelayanan Publik
1) Peninjauan lapangan dan | Rekomendasi Tim | a. Penyusunan rencana DPMPTSP Sesuai  Pagu
penyusunan pertimbangan | Teknis untuk peninjauan lapangan Tim Teknis | Indikatif
teknis permohonan izin Penerbitan Izin terhadap permohonan izin Perizinan Anggaran
<veereas. Rekom b. Pembentukan Tim Teknis Pokja Penataan | dalam RPIJMD
Perizinan Tatalaksana, Kabupaten
c. Pelaksansan peninjauan Penguatan Situbondo
lapangan dan penyusunan Organisasi, dan | 2016-2021
permohonan izin Kualitas
d. Monitoring dan tindak lanjut Pelayanen
haail monitoring Publik
¢. Evaluasi
I. Tindak lanjut hasil evaluasi
2) Peninjauan lapangan dan | Rekomendasi Tim | a. Penyusunan rencana DPMPTSP
pengawasan izin Pengawasan Perizinan peninjauan lapangan Tim Pengawasan
terhadap izin yang diterbitkan Terpadu
veererae. Rekomn b. Pembentukan Tim Perizinan
| _Pengawasan Perizinan Polkija Penataan
¢. Pelaksanaan peninjauan Tatalaksana,
lapangan dan penyusunan Penguatan
pertimbangan teknie hasil Organisasi, dan
d. Monitoring dan tindak lanjut Kualitas
hasil monitoring Pelayanan
e. Evaluasi Publik
. I. Tindak lanjut hasil evaluasi
3] Pelayanan Mobil Keliling Layanan izin trayek | a. Penyusunan rencana layanan DFMPTSP
ili mobil keliling Pokja Penataan
4 kali/bulan b. Penyiapan sarana, prasarans Tatalaksana,
dan petuga layanan Penguatan
¢. Pelaksanaan layenan Organisasi, dan
d. Monitoring dan tindak lanjut Peningkatan
hasil monitoring Kualites
e. Evaluasi Pelayanan
Publik

f. Tindak lanjut hasil evaluasi




No tan Indikator Taha: wab/SKPD
) Progrem/Kegia Target pan 1|2|3(4!ls|ei7|8][9]| 10| 11| 12 Ju terkait (Rp.)
4) Lanjutan Penerapan 8IM | Tingkat kepuasan { a. Lanjutan Penerapan SIM DPMPTSP Sesuai Pagu
Perizinan masyarakat terhadap Perizinan Pokja Penataan | Indikatif
pelayanan perizinan Tetalaksana, Anggaran
98% b. Monitoring pelaksanasn SIM Penguatan dalam RPJMD
Perizinan Organisaai, dan | Kabupaten
¢, Tindak lanjut terhadap hasil Peningkatan Situbondo
monitoring Kualitas 2016-2021
d. Evaluasi terhadap penerapan Pelayanan
¢, Tindek lanjut hasil evaluasi Publik
5 Survei kepuasan | Tingkat kepuasan | a. Penyusunan rencana survei Bagian
masyarakat terhadap | masyarakat terhadap kepuasan masyarakat Organisasi
berbagai jenis pelayanan pelayanen Pemda terhadap  seluruh  jenis SKPD terkait
pelayanan Pokja Penataan
90% b. Penyusunan instrumen survei Tatalaksana,
dan uji cobanya Penguatan
¢, Pelaksanaan survei Orgt:misasi, dan
d. Pengolahan data dan analisis Peningkatan
hasil survei g:l::::an
e. Penyusunan rekomendasi Publik
6) Penghkajian penerapan PTSP | Tingkat kepuasan | e. Pengkajian penerapan PTSP
maegyarakat terhadap | b. Penyusunan kerangka sistem
pelayanan Pemda PTSP
90% ¢. Penyusunan rencana
penerapan
a. Penerapan PTSP  sesuai Sudah dilaksanekan tahun 2016
rencana
. Monitoring dan tindak lanjut
penerapan
e. Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
7) Lanjutan pelaksanaan PTSP | Tingkat kepuasan | a. Lanjutan Penerapan PTSP DPMPSTP
untuk guick wins masyarakat terhadap sebagal quick wins SKPD terkait
pelayanan Pemda Bagian
908 b. Monitoring dan tindak lanjut isasi
penerapan Pokja Penataan
¢. Evaluasi Tatalaksana,
d. Tindak lanjut hasil evaluasi Penguatan
Organisasi, dan
Peningkatan
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/ tan Indikator Tah Bulan Pemnanmns!smn
No. Program [Kegia a
Target - 1{2]s[4]s 6 7]s[o 0] 2| "t (Rp-)
8) Pengembangan PTSP (quick | Tingkat kepuasan | a. Penyusunan rencana DPMPTSP Sesual Pagu
wing) untuk seluruh jenis j masyarakat terhadap pengembangan PTSP untuk Sudah dilad 3 tahun 2017 SKPD terkait Indikatif
pelayanan administratif pelayanan Pemda gseluruh  jenis  pelayanan Bagian Anggaran
administratif Organisasi dalam RPJIMD
0% b. Penyigpan PTSP  (sistem, Pokja Penataan | Kabupaten
mekanisme kerja, Tatalaksana, Situbondo
penggunaan teknologi Sudah dilaksanakan tahun 2017 Penguatan 2016-2021
informast, SDM, zarana dan Organisasi, dan
prasana, dst.) Peninglcatan
¢. Pelaksanaan PTSP Kualitas
d. Monitoring dan findak lanjut Pelayanan
hasil monitoring Publik
e. Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi
9] Identifikesi kebutuhan | Tingkat kepuasan | Identifikasi kebutuhan
perbaikan manajemen | masyarakat terhadap | perbaikan rmanajemen
pelayanan pelayanan Pemda pelayanan pada masing-masing Sudah dilalrsanakan tahun 2017
90% lenis pelayanan
10} Lanjutan Penerapan | Tingkat kepuasan | b, Lanjutan penerapan teknologi DPMPSTP
teknologi informasi masyarakat terhadap informasit p jenis Dinas Kominfo

pelayanan Pemda

pelayanan yang masuk PTSP
dan menjadi quick wins

0% ¢. Monitoring dan tindak lanjut
peneraparn
d. Evaluaai
e. Tindak lanjut hasil evaluasi
11) Monitoring dan evaluasi | Persentase Unit | a. Penyusunan rencana

pelayanan publik

Pelayanan yang telah
melakukan pelayanan
aesuai standar

90%

pelaksanaan monev ke Unit
Pelayanan delam rangka

Pokja Penataan
Tatalaksana,
Penguatan

Organisasi, dan

Peningkatan
Kualitas

Pelayanan
Publik

pelayanan publik

b. Pembentukan Tim Monev
pelayanan publik

c. Penetapan parameter monev
pelayanan public

d. Pelaksanaan monev
pelayanan public

e, Monitoring dan tindak lanjut
penerapan

f. Evaluasi

g Tindak lanjut hasil evaluasi

Bagian
Organisasi
Inapektorat
Pokja Penataan
Tatalaksana,
Penguatan
Organisasi, den
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik




a Program/Keglatan = Taha, e ey s
> Target pes 1 7 10 | 11 ] 32 | et (Rp.)

12} Monitoring dan tindak | % kegiatan yang | a. Monitoring terhadap Pokja Penataan | Sesuai Pagu
lanjut hasil monitoring ; dilaksanakan aesual pelaksanaan seluruh Tatalaksana, Indikati{
seluruh  kegiatan pada | target kegiatan program Penguatan Anggaran dalam
Program Peningkatan i tan kuatitas Organisasi, dan j RPBJMD
kualitas Pelayanan Publik Pelayanan Publik Peninglkatan Kabupaten

b Tindak lanjut hasil Kualitas Situbondo 2016-
monitoring Pelayanan 2021

13} Evaluasi seluruh kegiatan | % kegiatan yang | Evaluasi terhadap pelaksanaan Publik
dalam program | dilaksanakan sesuai | seluruh  kegiatan  program
Peningkatan kualitas | target Peningkatan kualitas Pelayanan
Pelayanan Publik 90% Publik

14} Tindak lanjut hasil eveluasi | % kegiatan yang | a. Tindak lanjut terhadap hasil SKPD terkait
seluruh  kegiatan datam | dilaksanakan sesuai monitoring dan evaluasi Bagian
program Peni { target Organisasi
kualitas Pelayanan Publik 90% b, Perbaikan kegiatan-kegiatan Pokja Penataan

programm Peningkatan Tatalaksana,
kualitas Pelayanan Publik Penguatan

15) Kegiatan-kegiatan yang | % hasil mnitoring dan | a. ldentifikasi berbagai kegiatan Organisasi, dan
harus dilakukan dalam | evaluasi yang baru yang perlu Peningkatan
rangka mewjudkan target- | ditindaklanjuti melalui dilaksanakan untuk tshun Kualitas
target prioritas dimaksud | penetapan prioritas, dan berikutnya  sesuai  haasil Pelayanan
sesuai dengan | kegiatan baru evaluasi Publilk
perkembangan  kemajuan b. Penyusunan prioritasi
pelaksanaan reformasi | 100% ¢. Penetapan kegiatan yang
birokrasi dalam program akan dilakukan
Peningkatan kuakitas d. Perbaikan/penyusunan
Pelayanan Publik kembali/pencantuman
Pemerintah Kabupaten kegiatan dalam rencana aksi
Situbondo tahun berikutnya

8. Pelaknanann Pengkajian dan Penerapan Stundar

Manajemen Mutu

1} Sertifikasi Standar | Persentase Unit | a. Penyusunan Bisten SKPD Sesuai Pagu
Manajemen Mutu  [SO | Pelayanan yang telah Manajemen Mutu ISO 9001 : penyelenggara Indikatif
©9001-2008 memiliki Sertifikat 180 | 2008 Pelayanan

9001:2008 b, Implementasi 180 9001 Publik RPJMD
2008 Pokja Penataan | Kebupaten
c. Audit Internal Tatalaksana, Situbondo 2016-
Penguatan 2021
d. Perbaikan hasil audit internal Organigasi, dan
¢. Rapat Tinjauan Manajemen m"aﬂ
f Audit Eksternal/ Sertifikasi Pelayanan
g. Tindakan perbaikan hasil
Audit Sertifikasi
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tan Indllcator Tahe, “m;sm Anggaran
Pragram /Kegla a
No- / Target pan 1 12 . terkait Rp.)
2) Pemeliharaan Standar | Persentase Unit Pelayanan | a. Review dokumentasi Sistem SKPD Seauai Pagu
Manajemen Mutu [SO | yang telah memiliki Manajemen Mutu 18O 9001 penyslenggata Indikatif
9001:2008 Sertifikat [BO 9001:2008 2008 Pelayanan Anggaran dalam
b. Implementasi ISO 9001 : Publik RPIMD
2008 Pokja Penataan | Kabupaten
c. Audit Internal Tatalaksana, Situbondo 2016-
Penguatan 2021
d. Perbaikan hasil audit Organisasi, dan
internal Peningkatan
¢. Repat Tinjauan Manajemen Kualitas
f. Audit Eksternal/Sertifikasi Pelayanan
g Tindakan perbaikan hasil
Audit Sertifikasi
9. Penatean Administrasi
Kepondudukan
1} Pelayanan administrasi | Tingkat kepuasan | a. Pelayanan administrasi Dinas Sesuai Pagu
kependudukan maasyaraket terhadap kependudukan Kependudukan Indikatif
layanan kependudukan dan Pencatatan | Anggaran dalam
98% b. Monitoring dan tindak lanjut Sipil RPJMD
pelaksanaan Pokja Penatasn | Kabupaten
¢. Evaluasi Tatalaksana, Situbondo 2016-
Penguatan 2021
d. Tindak lanjut hasil evaluasi Organisasi, dan
tahun 2018 - 2019 Peningkatan
2} Penerapan SIM data base | SIM data base | a, Penerapan SIM data base Kualitas
kependudukan kependudukan kependudukan Pelayanan
1 sistem b, Monitoring pelaksanaan SIM Publik
data base kependuduian
¢. Tindak lanjut terhadap hasil
Monif
d, Evaluasi terhadap pensrapan
¢. Tindak lanjut terhadap hasil
evaluasi tahun 2018 - 2019
3) Pengelolaan Muintenance | Jaringan den  elat-alat | a. Penyusunan pengelolaan
Jaringan dan alat-alat | Pelayanan Administrasi amlzm:fm _ia:-ingai!:a dan
Pelayanan  Administrasi | kependudukan t-alat pelayanan
kependudukan administrasi kependudukan Sudah dilaksanskan tahua 2016

b. lde_ntiﬁkasi Trouble Shooting
jarngan
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Program/Keglatan

Indikator

Turget

Tahapan

Bulan

1[2]3|4|s|6|7|.8i9[mrulm

Penanggunyg
jawab/SKPD
terkait

1 Jaringan Pelayanan
Administrasi
kependudukan

. Maintenance jaringan dan

alat-alat
administrasi
kependudukan

pelayanan

. Monitoring dan tindak

lanjut pelaksanaan

. Evaluasi

Tindak  lanjut

hasil
evaluasi

Sudah dilaksanakaen tahun 2016

4

Pengembangan Sistemn
Informasi Antrian dan
Pantauan Pelayanan

Sistem Informasi Antrian
dan Pantauan Pelayanan

. Penyusunan

rencana
pengembangan Siatem
Informasi Antrian dan
Pantauan Pelayanan

1 sistem

. Persiapan

garana dan
prasarana Sistem
Informasi Antrian dan
Pantauan Pelayanan

Sudah dilaksanakan tahuon 2016

. Uji coba

. Penyempunaan hasil uji

coba

. Penerapan

Siatermn
Informasi Antrian dan
Pantauan Pelayanan

Monitoring dan tndak
lanjut penerapan

. Evaluasi

. Tindak

lanjut hasil

evaluasi

Sudah dilaksanakan tahun 2016

5)

Monitoring, ecvaluasi dan
pelaporan administrasi
kependudukan

Dokumen hasil monev
dan pelaporan
adminiatrasi
kepsndudukan

Penyusunan rencana
monitoring, evaluasi dan
pelaporan administrasi
kependudukan

2 Dokumen

. Monitoring

pelaksanaan scluruh

pelayanan  administrasi

. Evaluasi

kependudukan
terhadap

pelaksanaan seluruh
pelayanan  administrasi
kependudukan

. Tindak lanjut

terhadap
hasil monitoring  dan
evaluasi

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

Pokja  Penataan
Tatalaksana,
Penguatan
Organisasi,
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik

dan

Anggaran
RPJMD

Sesuai
Indikatif

Pagu
dalam

Kabupaten
Situbondo 2013-

2018
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¢} Penyusunan rancangan
pelaynmn perizinan

Sudalhs dilaksanskan tahun 2016

Program/Kegiatan Taha; jawnb/SKPD Anggaran
Ko. Turget pen 1 (2|3 |4 |86 |78 |9| 10| 13! 12 terkait Rp.)
e. Penyusunan pelaporan
administrasi
| kependudukan
10. | Quick Wins
1) Pengembangan sistem { Tingkat kepuasan | a. ldentifikasi Kelurahan Polga .... Sesuai Pagu
informasi pelayanan | masyarakat terhadap untuk penerapan sistem Dinas Indikatil
kependudukan di | pelayanan kependudukan informass pelayanan Kependudukan Anggeran dalam
Kelurahan di Kelurahan kependudukan berbasis dan Pencatatan | RPIMD
online (diselaraskan Sudah dilaksanakan tabnn 2016 Sipil Kabupaten
dengan kegiatan nomor 1 Dinas Situbondo 2013-
Program Penataan Komunikasi, 2018
Administrasai Informatika dan
Kependudukan)] Persandian
98% b. Penyusun sistem Budah dilaksanakan tahun 2016 Kelurahan
€. Uji coba sistemn Sudah dilaksanakau tehun 2016
d. Penyempumaan sistem Sudeh dilaksunakan tahun 2016
e. Penerapan siastem Budah dilaksanakan tahun 2016
% aktivitas penerapan | f. Monitoring pelaksanaan
sistern yang dilaksanakan sistem Sudah dilaksanakan tahun 2016
sesuai target
0% g- Tindak lanjut terhadap dilaksanakan
hasil monitoring Sudah tahun 2016
h. Evaluasi terhadap
penerapan sistem Sudah dilaksanakan tabun 2016
i. Tindak lanjut terhadap
hasil evaluasi
j. Perbaikan terhadap
siatem untuk
tahun
berikutnya
2) Pencrapan pelayanan DPMPTSP
perizinan pararel Bagian Organisasi
a) Pengkejian pelayﬂnan Bagian Hukum
perizinan pararel Sudah dilaksanakan tahun 2016 Pokja Penataan
Tatalaksane,
b) Penentuan Jenis Penguatan
pelayanan yang dapat Organisesi, dan
diintegrasikan dalam Sudah dilaksanukan tahun 2016 Peningkatan
pelayanan perizinan Kualitas Pelayanan
parare] Publik
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Indilotor

Pe

N Program /Keglatan Tahapan Jjawah/SKPD Anggaran
o. a
Target 1{2]3lals|[e[7]8][0]10]nn] 12 terkait (Rp.}
d} Uji coba Sudeh dilaksanakan tahun 2016
€} Penyempurnaan hasil uji Sudah dila} fan tahun 2016
f) Sosialisasi Sudah dilaksanakan tahun 2016
g Lenjutan Penerapan ] Tinglat kepuasan | Penerapan pelayanan
pelayanan perizinan | masyarakat tcrl_':a_.dap perizinan pararel
pararet pelayanan perizinan Sudah dilaksansken tahun 2016
pararel
90%
h) Monitoring % aktivitas penerapan | (1) Monitoring
sistem yang dilaksanakan Sudah dilaksaneken tahun 2016
sesuaj target
90% (2) Tindak lanjut haasil
monitoring Suduh dilakeanaken tabon 2016
i} Evaluasi Sudah dilaksanakan tahnn 2016
jy Pemelibaraan dan | Tingkat kepuasan | (1) Pemeliharaan pelayanan Seauai Pagu
pengembangan masyarakat terhadap perizinan pararel yang Indikatif
pelayanan perizinan | pelayanan perizinan sudah berjalan baik Anggaran dalam
pararel {2) Pengembangan RPJMD
pelayanan perizinan Kabupaten
pararel untuk jenis-jenis Situbondo 2016-
pelayanan baru 2021
0% (3) Penerapan pelayanan
perizinan pararel
11. | Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM
1} Penandatanganan Pakta | Jumlah SKPD yang telah | Penandatanganan Pakta Inspektorat Sesual Pagu
Integritas menandatangani  Pakta | Integritas BKPD terkait Indikatif
: Sudah dilaksanakan 3
{ Integritas tahua 2016 Pokja Penguatan | Anggaran dalam
100 8KPD Pengawasan dan | RPJMD
2) Penyiapan SKPD scbagai [ Jumlah SKPD  yang | Penyiapan 1 SKPD scbagal Akuntabilitas Kebupaten
unit yang ditetapkan untuk | disiapkan untuk | unit yang ditetapkan untuk Kinerja Situbondo 2016-
Zone Integritas Menuju | ditetapkan scbagai Zone | Zona  Integritas  Menuju 2021
WBK/WEBBM Integritas menuju | WBK/WBBM
WBK/WBBM
1 BKPD
3) Pencanangan Zona | Jumlah 8SKPD  yang | Pencanangan Zona Integritas
Integritas Menuju | ditetapkan sebagai Zona | Menuju WBK/WEBBM
WBK/WBBM Integritas menuju
WBK/WBBM
1 SKPD
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- / tan Indikator Tabs Bulan W&K;g Anggaran
o, Program | Kegin jawab
Target past 2 4|s5|6{7|8|l9]10] 11|12 m:mt (Rp.}
4} Pelaksana Zona Integritas | Tingkat kepuasan Pelaksana Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM di 11 | masyarakat terhadap Menuju WBK/WBBM di
SKPD yang baru ditetapkan | pelayanan pemda 1Q SKPD
untuk menerapkan Zona | 80% Pelaksana Zona Integritas
Integritas menuju Menuju WBK/WBBM di 1
WBK/WBBM tahun 2019 SKPD tahun 2019
S Monitoring dan Evaluasi Persentase aktivitas Monitoring Inspektorat Sesuai Pagu
pencrapan sistem yang Pokia Penguatan j Indikatif
dilaksanakan sesuai Pengawasan dan | Anggaran dalam
| _target Akuntabilitas RPJMD
20% . _Evaluasi Kinerja Kabupaten
6) Pelaksanaan perbaikan | Persentase altivitas | a. Tindak fanjut terhadap Inspektorat Situbondo 2016-
yang diperlukan terhadap | penerapan siatem Yyang hasil evaluasi SKPD terkait 2021
seluruh pelaksanaan | dilaksanakan sesuai Pokja Penguatan
kegiatarn dalam rangka | target Pengawasan dan
Zona Integritas Menuju [ 90% Perbaikan terhadap Akuntabilitas
WBK/WBBM untuk sistem untuk Kinerja
menjaga konsistensi pelaksanaan tahun
perbaikan berkelanjutan berilcutnya
7) Penyiapan SKPD  lain | Tingkat kepuasan Penyusunan rencena
scbagai Zona Integritas | masyarakat terhadap penetapan Zona
Menuju WBK/WBBM pada | pelayanan pemda Integritas menuju
tahun berikutnya WBK/WBBM untuk
SKFD lainnya
90% Penetapan SKPD untuk
menerapkan Zona
Integritas menuju
WBK/WEBM
12, | Penatsan Ketatalaksaxiaan
}}) Penataan ketatalaksanaan | % dari jumlah kebijakan | 8. identifikasi berbagal Bagian Organisasi | Seauai Pagu
yang terkait dengan | ketatalaksanaan baru peraturan  perundangan Bagian Hukum Indikatif
pelayanan dalam rangka | yang diterbitkmke;fhagai dacrah yang dip;nd»mg SKPD terkait dalam
mendukung  pelaksanaan | pengganti ijakan kurang mendulung Pokja Penataan | RPJMD
quick wins ketatalaksanean  yang | pelaksanaan dan Sudah dilaksanakan tahun 2016 Tatalaksana, Kabupaten
dipandang kurang pelaksanaan quick wins Penguatan Situbondo 2016-
mendukung pelaksanaan Organisasi, dan | 2021
80% . Penyusunan rencans ualitas
pembahasan penataan Sudah dilaksanaken tahun 2016 Pelayanan Publik
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¥o. Program/Kegiatan Indfkntor Teh b/SKFD Angguian
n awab/8
Target mpe 2[3j4(s5([6[7{8j9]10011]12 e bty (Rp.)
¢. Lenjutan perumusan
kebijakan perubahan
untuk peraturan yang
dipandang
mendukung pelaksanaan
dan pelaksanaan quick
wins
d, Penetapan kebijakan
e. Implemeniusi .
2) Penyempumnsan e- Tinghkat kepuasan | a. Penyempurnaan ¢- _ 3 LPSE Seauai Pagu
procurement pelayanan pengadaan procurement Sudeh tahun 2016 ULP Indileatif
barang dan jaza b, Lanjutan penerapan e- Pokja Penataan | Anggarsn dalam
procurement Tatalaksana, RPIJMD
98% c. Monitoring dan tindak Penguatan Kabupaten
lanjut hasil monitoring Organisasi, dan | Situbonde 2016-
d. Evaluasi Peningkaten 2021
e. Tindak lanjut haasil Kualitas
evaluasi Pelayanan Publik
13. | Penguatan  dan Penataan
Orgunisasi
1) Penatsan organisasi yang | Persenisse organisasi | &. Lanjutan Pelaksanaan Bagian Organisasi | Sesuai Pagu
terkait dengan pelayanan | Perangkat Daerah yang perubahan kebijakan yang SKPD terkait Indilatif
dalam rengia mendukung | ditata dianggap menghambat Pokja  Penataan dalam
pelaksanaan gquick wAns pelayanan dan Sudah dilaksanakan tahun 2016 - 2018 Tatalaksana, RPJMD
menghambat  penerapan Penguatan Kebupaten
quick wins Organisasi, dan | Situbonde 2016-
Peningkatan 2021
100% b. Monitoring Kualitas
¢. Tindak lanjut  hasil Pelayanan Publik
| monitoring
d, Evaluasi
e. Tindak lanjut heasil
evaluasi
2)  Penataan terhadap tugas | Persentase kasus | a. Penyusunan rencana Bagian Organisasi
dan fungsi yang tumpang | tumpang tindih tugas penataan terhadap tuges SKPD terkait
tindih dan fungsi yang dan fungsi dengan dasar Sudeh dilaksanaken tahun 2016 Pokja  Penataan
diseleasiken hasil pemetaan proses Tatalaksana,
bisnis . Penguatan
100% b. Perumusan penataan Organisasi, dan
terhaclap tugas dan fungsi Peningkatan
yang tumpang tindih Sudab. dilaksanaken tahun 2016 Kualitas
(termasuk menata Pelayanan Publik
kelermbagaan)
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Program /Kegiatan

Tahapan

¢. Penerapan hasil penataan

d. Monitoring dan tindak
lanjut hasil monitoring
¢. Evaluasi

f. Tindak lanjut haail

evaluasi

10

Penanggung

Anggaran

12 | e (Rp-)
BUPATI SITUBONDO,

== >

DADANG WIGIARTO
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x / tan Indikntor Toka m.:ggun‘ Anggaran
N Target - 1|2 o] 2] et (Rp.)

<. Penerapan hasil penataan

d. Monitoring dan  tindak
lanjut hasil monitorin,
¢. Evaluasi

f. Tindak lanjut hasil
evaluasi

'BUPATI SITUBONDO,

=

DADANG WIGIARTO
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No Program /Keglatan Indikator Tah Fulan Jawab, SKPD
. awal
Target opan 1] 2 7 10 | 11 | 12 terkait Re-)

¢. Penerapan haail penataan

d. Monitoring dan tindak
lanjut hasil monitorin

e, Evaluasi

{. Tindak lanjut hasil
evaluasi

BUPATI SITUBONDO,

==

DADANG WIGIARTO




